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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah
memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis diberikan
kemudahan dalam penyusunan buku ini yang berjudul “Pengelolaan
Sanitasi Permukiman Wilayah Perkotaan Dengan Pendekatan
Teknokratik Dan Partisipatif (Teknoparti)”.

Pengelolaam sanitasi di negara-negara berkembang terhambat
oleh kepentingan politik serta ketidakseimbangan ekonomi, ekologi,
dan sosial. Sanitasi perkotaan menghadirkan salah satu tantangan
pemberian layanan yang paling signifikan terkait pengentasan ke-
miskinan dan pembangunan berkelanjutan di negara berkembang.

Tujuan dari penyusunan buku ini penulis berharap pengelolaan
sanitasi tidak lagi terhambat, karena penulis kali ini akan mengupas
mengenai pengelolaan sanitasi permukiman diwilayah perkotaan
dengan pendekatan teknokratik dan partisipatif.

Penulis menyadari bahwa buku ini sangat jauh dari kata
sempurna dan penulis juga menyadari bahwa buku ini bisa tersusun
karena dukungan serta doa dari banyak pihak. Untuk itu penulis
sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna
menyempurnakan buku ini. Semoga buku ini bisa memberikan
manfaat bagi pembaca.

Semarang, 13 Juni 2019

Mohammad Debby Rizani
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BAB I
PENDAHULUAN

Pengelolaan sanitasi di negara-negara berkembang terhambat
oleh kepentingan politik serta ketidakseimbangan ekonomi, ekologi,
dan sosial (Tsinda et al, 2013). Sanitasi perkotaan menghadirkan
salah satu tantangan pemberian layanan yang paling signifikan
terkait pengentasan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan di
negara berkembang (Liithi et al, 2009). Sanitasi menurut WHO
(1992) adalah pengawasan penyediaan air minum masyarakat, pem-
buangan tinja dan air limbah, pembuangan sampabh, vektor penyakit,
kondisi perumahan, penyediaan dan penanganan makanan, kondisi
atmosfer dan keselamatan lingkungan kerja.

Menurut Kementerian Kesehatan RI (2014) bahwa pengertian
sanitasi adalah upaya kesehatan dengan cara memelihara dan me-
lindungi kebersihan lingkungan dari subyeknya, misalnya me-
nyediakan air bersih untuk keperluan mencuci tangan, menyediakan
tempat sampah agar tidak dibuang sembarangan. Pengertian lain
tentang sanitasi menurut Water Sanitation Program (2008), bahwa
sanitasi mengacu pada pengelolaan dan pembuangan kotoran
manusia yang aman serta melibatkan pemberian layanan, tidak
hanya pemenuhan infrastruktur tetapi penyedia layanan maupun
pengguna perlu bertindak dengan cara yang pasti.

Sanitasi lingkungan adalah status kesehatan suatu lingkungan
yang mencakup perumahan, pembuangan kotoran, penyedian air
bersih dan sebagainya (Notoatmodjo, 2012). Menurut Hopkins
(1939) dikutip oleh Craven et al. (2013), sanitasi lingkungan adalah
1
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BAB | PENDAHULUAN

pengawasaan terhadap faktor-faktor lingkungan yang memberi
pengaruh terhadap kesehatan manusia. Dalam Peraturan Presiden
nomor 185 tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Air
Minum dan Sanitasi, disebutkan bahwa sanitasi adalah segala upaya
yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang meme-
nuhi persyaratan kesehatan melalui pembangunan sanitasi. Pem-
bangunan sanitasi menurut Soeranto (2004) dalam Rizki et al.
(2007) dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bidang, yaitu pembangunan
bidang pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan dan sa-
luran drainase. Pembangunan ketiga bidang sanitasi ini merupakan
upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan ling-
kungan. Pembangunan sanitasi merupakan upaya peningkatan kua-
litas dan perluasan pelayanan air limbah domestik, sampah rumah
tangga, dan pengelolaan drainase lingkungan secara terpadu dan
berkelanjutan melalui peningkatan perencanaan, kelembagaan,
pelaksanaan, dan pengawasan yang baik. Aspeksosial, budaya,
ekonomi, dan lingkungan merupakan aspek-aspek pembangunan
yang sangat dinamis dan selalu berubah (Adams, 2009).
Berakhirnya masa konsensus Millenium Development Goals
(MDGs) pada tahun 2015, ditindaklanjuti dengan konsensus Sus-
tainable Development Goals (SDGs) yang berlaku mulai dari tahun
2016-2030 yang memuat 17 tujuan dan 169 target pembangunan
berkelanjutan. Bidang sanitasi masuk dalam tujuan ke-6 dalam
SDGs yaitu “Memastikan ketersediaan dan manajemen air bersih
yang berkelanjutan dan sanitasi bagi semua”. Pemerintah Indonesia
dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025,
telah mengamanatkan bahwa “Pembangunan dan penyediaan air
minum dan sanitasi diarahkan untuk mewujudkan terpenuhinya
kebutuhan dasar masyarakat”. Kemudian ditindaklanjuti dengan
salah satu agenda prioritas pembangunan yang tertuang dalam
dalam Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana
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PENGELOLAAN SANITASI PERMUKIMAN WILAYAH PERKOTAAN

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-
2019 adalah meningkatkan kualitas hidup bangsa dan masyarakat
Indonesia yang berarti bahwa kualitas hidup yang sehat dipengaruhi
salah satunya oleh kesehatan lingkungan. Pemerintah melalui Pro-
gram Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP), me-
nargetkan pencapaian akses layanan secara menyeluruh (universal
access) bidang sanitasi pada tahun 2019 dengan perincian 85%
akses sanitasi layak dan 15% akses sanitasi dasar. Universal access
bidang sanitasi adalah komitmen pemerintah untuk dapat meme-
nuhi kebutuhan dasar sanitasi masyarakat Indonesia dan sebagian
besar di antaranya memenuhi standar pelayanan minimum (SPM).
Permasalahan pembangunan sanitasi di Indonesia (Bappenas,
2016) adalah: minimnya dana untuk pembangunan sanitasi; peri-
laku buang air besar sembarangan (BABS) dan kurangnya fasilitas
pengolahan air limbah (IPAL dan IPLT); regulasi yang belum me-
madai; belum tersedianya rencana induk pengelolaan sanitasi; dan
institusi pengelola sanitasi yang belum profesional. Berdasarkan
data yang dirilis oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
(Bappenas) tahun 2016, disampaikan bahwa layanan sanitasi layak
di Indonesia baru76,37% dan layanan sanitasi dasar sebesar 9,17%.
Penjelasan Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, untuk mengkoor-
dinasikan seluruh upaya pembangunan diwujudkan dalam beberapa
pendekatan yaitu politik, teknokratik, partisipatif, top-down, dan
bottom up. Pendekatan politik memandang bahwa rencana pem-
bangunan adalah penjabaran dari visi dan misi kepala daerah serta
program-program pembangunan daerah yang dituangkan dalam
dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD),
rencana kerja pemerintah daerah (RKPD), rencana kerja (Renja) dan
rencana strategis (renstra) perangkat daerah. Perencanaan dengan
pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode
dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang
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BAB | PENDAHULUAN

secara fungsional bertugas untuk perencanaan pembangunan.
Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan
melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) ter-
hadap pembangunan. Pendekatan atas bawah dan bawah atas dalam
perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan (Sastro-
winarsito, 1998).

Wilayah perkotaan identik dengan kepadatan yang tinggi, ting-
kat kemiskinan yang banyak, serta terbatasnya lahan (Branch,
1996). Kepadatan penduduk serta permasalahan akses layanan
sanitasi yang belum optimal, maka perlu diselesaikan dengan
perencanaan pengelolaan sanitasi yang baik. Beberapa kota telah
mengikuti program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman
(PPSP) mulai tahun 2013 dengan menyusun Buku Putih Sanitasi
(BPS) dan dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK), kemudian pada
tahun 2014 menyusun dokumen Memorandum Program Sanitasi
(MPS). Penyusunan dokumen BPS, SSK dan MPS dilakukan oleh
pemerintah kota tanpa melibatkan secara aktif unsur masyarakat.

Adapun permasalahan pengelolaan sanitasi di beberapa kota
berdasarkan hasil observasi oleh pemerintah daerah (Bappeda,
Badan Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Badan Pemberdayan
Masyarakat dan Dinas Pekerjaan Umum) dan dokumen perencanaan
pembangunan daerah, data yang diperoleh adalah: layanan sanitasi
disalah satu kota di Jawa Timur sampai dengan tahun 2017 masih
sebesar 78%; kepemilikan jamban dengan tangki septikaman
25,4%; belum mempunyai IPLT (instalasi pengolahan lumpur tinja);
belum mencapai ODF (open defecationfree) atau bebas BABS (buang
air besar sembarangan) dengan jumlah KK yang BABS sebanyak
2.338 KK; sebagian masyarakat yang masih membuang limbah
kebadan air/sungai; daya tampung TPA (tempat pemrosesan akhir)
sudah overload, fasilitas pengangkutan masih kurang, masih adanya
genangan air seluas 103 ha dengan lama genangan 1-2 jam;
kurangnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih

| 4
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PENGELOLAAN SANITASI PERMUKIMAN WILAYAH PERKOTAAN

dan sehat (PHBS); pengelolaan sanitasi belum mengacu kepada
keterpaduan sistem (sektoral); terbatasnya sumber daya dan pen-
danaan dari pemerintah; belum mempunyai peraturan daerah
tentang air limbah dan sampabh.

Pemerintah Kota melalui perangakat daerah (Bapppeda, Dinas
Pekerjaan Umum/ Cipta Karya, Badan Lingkungan Hidup, Dinas
Kesehatan dan Badan Pemberdayaan Masyarakat) sudah berupaya
untuk memenuhi layanan sanitasi yang layak, tetapi masih ter-
kendala pada kepentingan politik, kepentingan sektoral, kurangnya
sumber daya manusia dan fasilitas sanitasi, besarnya biaya pem-
bangunan sanitasi, keterbatasan lahan, serta rendahnya tingkat
partisipasi masyarakat dan swasta. Pemerintah sebagai pembuat
kebijakan tentunya menjadi salah satu pihak yang bertanggung-
jawab atas permasalahan sanitasi yang belum/tidak layak termasuk
di wilayah perkotaan. Dibutuhkan sinergitas, kerjasama lintas
sektoral dan partisipasi masyarakat guna menunjang pembangunan
sanitasi dalam mencapai target layanan sanitasi. Oleh karena itu
pengelolaan sanitasi yang telah direncanakan pemerintah kota
secara teknokratik dengan berbagai macam program dan kegiatan,
tentunya perlu didukung dengan peningkatan partisipasi masya-
rakat guna mengoptimalkan layanan sanitasi yang layak.Tingkat
partisipasi masyarakat yang baik serta penentuan prioritas layanan
sanitasi menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam meningkatkan
akses layanan sanitasi.

Permasalahan diatas menunjukkan perlu adanya perencanaan
dengan rangkaian pemikiran strategis terhadap suatu usulan penye-
lesaian masalah yang didasari oleh tujuan yang terukur. Tujuan yang
terukur tersebut harus dijabarkan dalam perumusan program dan
kegiatan yang terarah, tersekmentasi atas batasan dan ukuran yang
jelas. Untuk dapat menyusun program yang baik diperlukan adanya
pertimbangan secara sistematis dan terukur dalam menentukan
prioritas program (Maryono, 2010). Pertimbangan tersebut meng-
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hasilkan alur dan prioritas pelaksanaan program secara berjenjang,
mengingat keterbatasan sumber daya dan dana.

Metode perencanaan yang dipilah berdasarkan proses perenca-
naan adalah perencanaan teknokratik/top down, bottom up dan par-
tisipatif (Wrihatnolo, 2007). Metode perencanaan teknokratik/top
down terdiri dari metode perencanaan rasional komprehensif,
induk, incremental dan strategis. Metode bottom up adalah peren-
canaan dengan musyawarah mulai dari tingkat bawah (desa/
kelurahan) sampai tingkat atas (kabupaten/kota). Metode peren-
canaan partisipatif menurut Dayal et al. (2000) terdiri dari participa-
tory rural appraisal (PRA), rapid rural appraisal (RRA), kaji tindak-
partisipatif, participatory research and development (PRD), participa-
tory action research (PAR), pemahaman partisipatif kondisi pede-
saan (PPKP), participatory learning methods (PLM) dan methodepar-
ticipatory assessment (MPA).

Dalam buku ini dibahas tentang metode perencanaan yang
mengkolaborasikan pendekatan teknokratik (perencanaan stra-
tegis) dan pendekatan partisipatif (methode participatory assess-
ment) dalam pengelolaan sanitasi permukiman di wilayah perko-
taan. Perencanaan strategis dirancang untuk membantu masyarakat
dan organisasi nirlaba (pemerintah) dalam merespon secara efektif
untuk situasi baru mereka (Bryson, 1988). Keuntungan meng-
gunakan tipe perencanaan strategis menurut Gordon (1993), kita
dapat melakukan: antisipasi terhadap masa depan, evaluasi diri, pe-
rumusan tujuan bersama dengan konsensus, alokasi sumberdaya,
dan pemantapan tolok banding. Methode participatory assesment
(MPA)merupakan metode partisipatif yang dikembangkan untuk
menjalankan penilaian suatu pengelolaan pembangunan masyarakat
(Dayal et al. 2000). Hal ini berguna bagi pemerintah daerah, masya-
rakat dan pihak-pihak peduli sanitasi untuk dapat memantau kesi-
nambungan pembangunan dan mengambil tindakan yang diperlu-
kan agar menjadi semakin baik. Selanjutnya buku ini diharapkan

| 6
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dapat menjadi bahan kajian dalam evaluasi perencanaan penge-
lolaan sanitasi permukiman di wilayah perkotaan dalam mening-
katkan layanan sanitasi.

7|
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BAB 11
KONSEP PERENCANAN
PENGELOLAAN SANITASI
PERMUKIMAN WILAYAH
PERKOTAAN

A. Konsep Perencanaan

Perencanaan merupakan cetak biru untuk pencapaian tujuan
yang memuat pengalokasian sumberdaya yang dibutuhkan, jadwal,
tugas-tugas dan pekerjaan-pekerjaan yang harus dilaksanakan ter-
kait dengan pencapaian tujuan tersebut. Dapat dikatakan bahwa
sebuah rencana merupakan jembatan yang dibangun untuk meng-
hubungkan antara masa kini dengan masa datang yang diinginkan,
karena perencanaan adalah mempersiapkan masa depan. Masa de-
pan memang akan datang dengan sendirinya, tapi tanpa peren-
canaan masa depan tersebut mungkin bukan masa depan yang kita
inginkan.

Quade (1975) menyatakan bahwa planning adalah penerapan
dari metode scientific (ilmiah) bagi pembuat kebijakan. Pengertian
perencanaan atau planning dapat dikatakan sebagai suatu kegiatan
rencana yang lingkupnya menyeluruh mencakup bidang yang sa-
ngat luas, kompleks dan berbagai komponennya saling terkait.
Chadwick (1971) menyatakan bahwa perencanaan (planning) ada-
lah suatu proses dari cara berfikir dan tindakan manusia yang ber-
dasarkan pemikiran dengan memperhatikan fakta, pemikiran un-
tuk masa depan. Glasson (1974) menyatakan bahwa pada dasar-

| 9
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BAB Il KONSEP PERENCANAAN PENGELOLAAN SANITASI..

nya perencanaan merupakan serangkaian tindakan berurutan yang
ditujukan pada pemecahan persoalan-persoalan di masa yang akan
datang.

Sujarto (1980) menyatakan bahwa perencanaan merupakan
suatu usaha pemikiran secara rasional untuk mencapai kebutuhan
baru di masa mendatang. Dari definisi tersebut, mengandung arti
bahwa perencanaan:

a. Adanya peramalan kebutuhan di masa datang.
b. Adanya keinginan pemenuhan kebutuhan yang rasional (dapat
dilaksanakan) di masa datang.

Perencanaan menurut Abe (2001) adalah susunan (rumusan)
sistematik mengenai langkah-langkah (tindakan-tindakan) yang
akan dilakukan di masa depan, dengan didasarkan pada pertim-
bangan-pertimbangan yang seksama atas potensi, faktor-faktor
eksternal dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka
mencapai suatu tujuan tertentu. Menurut Tjokroamidjojo (2000)
mendefinisikan perencanaan sebagai suatu cara bagaimana men-
capai tujuan sebaik-baiknya (maksimum output) dengan sumber-
sumber yang ada supaya lebih efisien dan efektif. Selanjutnya
dikatakan bahwa, perencanaan merupakan penentuan tujuan yang
akan dicapai atau yang akan dilakukan, bagaimana, bilamana dan
oleh siapa.

Menurut Terry et al. (2010), perencanaan diartikan sebagai
suatu proses pemilihan dan menghubung-hubungkan fakta, serta
menggunakannya untuk menyusun asumsi-asumsi yang diduga
bakal terjadi di masa datang, untuk kemudian merumuskan kegia-
tan-kegiatan yang diusulkan demi tercapainya tujuan-tujuan yang
diharapkan. Sesuai dengan Undang-undang nomor 25 tahun 2004,
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka sistem
perencanaan pembangunan nasional mencakup lima pendekatan,
yaitu (1) politik, (2) teknokratik, (3) partisipatif, (4) atas-bawah
(top-down), (5) bawah-atas (bottom-up).

| 10
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PENGELOLAAN SANITASI PERMUKIMAN WILAYAH PERKOTAAN

Teori perencanaan publik mengemukakan beberapa proses

perencanaan yaitu (Ovalhanif, 2009):

a. Perencanaan teknokratik
Proses perencanaan yang dirancang berdasarkan data dan
hasil pengamatan kebutuhan masyarakat dari pengamat pro-
fesional dan kelompok masyarakat yang terdidik walau tidak
mengalami sendiri namun berbekal pengetahuan yang dimiliki
dapat menyimpulkan kebutuhan akan suatu barang yang tidak
dapat disediakan pasar, untuk menghasilkan perspektif aka-
demis pembangunan. Pengamat ini bisa pejabat pemerintah,
bisa non-pemerintah, atau dari perguruan tinggi. Menurut pen-
jelasan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan teknokratik
dilaksanakan dengan menggunakan metoda dan kerangka pikir
ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional
bertugas untuk itu.

b. Perencanaan partisipatif
Proses perencanaan yang diwujudkan dalam musyawarah ini,
dimana sebuah rancangan rencana dibahas dan dikembangkan
bersama semua pelaku pembangunan (stakeholders). Pelaku
pembangunan berasal dari semua aparat penyelenggara nega-
ra (eksekutif, legislatif, dan yudikatif), masyarakat, rohaniwan,
dunia usaha, kelompok profesional, organisasi-organisasi non-
pemerintah. Menurut Sumarsono (2010), perencanaan partisi-
patif adalah metode perencanaan pembangunan dengan cara
melibatkan warga masyarakat yang diposisikan sebagai subjek
pembangunan.
Menurut penjelasan Undang-undang nomor 25 tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah
perencanaan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan se-
mua pihak untuk mengakomodasi kepentingan mereka dalam
proses penyusunan rencana pembangunan.
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c. Perencanaan top down

Proses perencanaan yang dirancang oleh lembaga/depar-

temen/daerah menyusun rencana pembangunan sesuai de-

ngan wewenang dan fungsinya.
d. Perencanaan bottom up

Pendekatan perencanaan yang dimulai dari tingkatan hirarkis

paling rendah menuju ke atas. Selain itu, menurut penjelasan

Undang-undang nomor 25 tahun 2004, pendekatan atas-

bawah (top down) dan bawah-atas (bottom up) dalam peren-

canaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana
hasil proses diselaraskan melalui musyawarah yang dilak-
sanakan di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Keca-
matan, dan Desa.

Unsur-unsur perencanaan menurut Syamsi (1986) adalah :

1. Apa (what), materi kegiatan apa yang akan dilaksanakan

2. Mengapa (why), alasan memilih dan menetapkan kegiatan
tersebut dan mengapa diprioritaskan

3. Bagaimana dan berapa (how dan how much), cara dan teknis
pelaksanaan dan berapa dana yang tersedia

4. Dimana (where), pemilihan tempat strategis untuk pelak-
sanaan kegiatan

5. Kapan (when), pemilihan waktu yang tepat dalam pelak-
sanaannya

6. Siapa (who) siapa orang yang akan melaksanaan kegiatan
tersebut.

Beberapa metode perencanaan yang dipilah berdasarkan pro-
ses perencanaan teknokratik/top down, bottom up dan partisipatif
sebagai berikut (Wrihatnolo, 2007):

1. Perencanaan teknokratik/top down

a. Metode perencanaan rasional komprehensif (rational compre-
hensive planning). Dasar dari metode perencanaan ini adalah
menekankan pada kemampuan akal pikiran dalam memeca-
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hkan problem-problem yang berkembang dan terjadi dalam
masyarakat. Problema yang ada dipecahkan melalui pendeka-
tan ilmiah dalam analisisnya sehingga permasalahan-
permasalah-an dapat dicarikan solusinya secara cermat serta
tidak menimbulkan permasalahan baru di kemudian hari.

Kelebihan dari metode ini sebagai berikut:

1) Bersifat "keahlian” karena itu seorang perencana dituntut
memahamai perencanaan baik dari sisi teknis maupun
filosofi.

2) Pada umumnya perencanaan metode ini dilakukan bersifat
perorangan, namun tidak menutup kemungkinan bersifat
kolektif atau kelompok dengan asumsi kepentingan individu
menyesuaikan kepentingan kelompok.

3) Karakter dasar perencanaan bersifat komprehensif (menye-
luruh), yakni mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial,
budaya dan lingkungan, sehingga semua masalah ingin coba
diselesaikan.

Kekurangan metode ini adalah:

1) Kurang dapat memperhitungkan sumber daya yang tersedia,
karena berasumsi bahwa sumber daya dapat dicari dan di-
usahakan.

2) Pembuat keputusan dipegang para ahli/perencana se-
dangkan masyarakat hanya diberikan sedikit peran, biasa-
nya hanya dalam bentuk publik hearing yang sifatnya seri-
monial. Dalam hal ini perencana menganggap paling tahu
atas segala permasalahan

3) Perencanaan bersifat reduksionisme, determenistik dan
obyektif sehingga bersifat sektoral.
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Metode perencanaan induk (master planning)

Perencanaan induk (master planning) biasanya diterapkan pa-
da perencanaan komplek bangunan atau kota baru secara fisik.
Dibandingkan dengan perencanaan komprehensif yang dil-
akukan scara multi-disiplin, maka perencanaan induk umum-
nya dilakukan secara satu disiplin, misal arsitektur. Keduanya,
perencanaan induk dan perencanaan komprehensif, mem-
punyai kesamaan dalam sifat produk akhir rencana yang jelas,
rinci, end-state, tidak fleksibel seakan masa depan sangat pasti.
Metode perencanaan strategis (strategic planning)
Perencanaan strategis umumnya dipakai dalam organisasi
yang bersifat publik. Metode perencanaan strategis diaplikasi-
kan di bidang usaha (bisnis) maupun nirlaba karena diper-
lukan untuk merencanakan perusahaan/lembaga secara efektif
dalam mengelola masa depan yang penuh dengan ketidakpas-
tian (Kaufman et al. 2007).

Kelebihan metode ini adalah bersifat komprehensif karena
semua aspek dikaji tetapi hanya berkaitan dengan isu strategis,
hasil kajiannya bersifat menyeluruh, bukan hanya aspek fisik
tetapi juga non fisik serta memperhitungkan sumber daya yang
tersedia.

Kelemahan perencanaan strategis terletak pada keterbatasan
pengetahuan sumber daya manusia organisasi yang tidak me-
rata sehingga tidak semua memahami visi dan misi organisasi.
Dalam pencermatan lingkungan internal dan eksternal organi-
sasi harus dilakukan oleh anggota organisasi yang berpeng-
alaman dan mengenal betul karakter organisasi, sehingga
mampu mengetahi isu-isu organisasi yang strategis.

Metode perencanaan incremental

Metode perencanaan yang dilakukan didominasi oleh proses
lobi-lobi politik yang sempit, tidak menggunakan pendekatan
ilmiah (rasional) dalam aktifitasnya.
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Kelemahan perencanaan incremental adalah asumsinya bahwa
kondisi masyarakat adalah pluralis yang terdiri dari kelompok-
kelompok kecil. Pengkritik paham incremental memperdebat-
kan bahwa masyarakat didominasi oleh kelompok-kelompok
tertentu yang melakukan kompetisi tidak adil dan tidak demo-
kratis. Dalam hal ini nantinya kelompok masyarakat pemenang
saja yang terwakili dalam perencanaan.
2. Perencanaan bottom up

Model musyawarah, mulai dari Musrenbangdes (Musyawarah
Rencana Pembangunan Desa), Musrenbangcam (Musyawarah Ren-
cana Pembangunan Kecamatan), Musrenbangkab (Musyawarah
Rencana Pembangunan Kabupaten).

3. Perencanaan partisipatif
a. Metode participatory rural appraisal (PRA)

Pendekatan, metode dan teknik PRA (Participatory Rural Ap-
praisal) berkembang pada periode 1990-an. Participatory Rural
Appraisal (PRA) adalah sebuah metode pemahaman lokasi dengan
cara belajar dari, untuk dan bersama dengan masyarakat untuk
mengetahui, menganalisa dan mengevaluasi hambatan dan kesem-
patan melalui multi-disiplin dan keahlian untuk menyusun infor-
masi dan pengambilan keputusan sesuai dengan kebutuhan. PRA
mempunyai sejumlah teknik untuk mengumpulkan dan membahas
data. Teknik ini berguna untuk menumbuhkan partisipasi masya-
rakat. Teknik-teknik PRA antara lain:

1) Secondary data review (SDR) - review data sekunder.

2) Direct observation - observasi langsung.

3) Semi structured interviewing (SSI) - wawancara semi ter-
struktur.

4) Focus group discussion - diskusi kelompok terfokus.

5) Preference ranking and scoring.

6) Direct matrix ranking.

7) Peringkat kesejahteraan.
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8) Pemetaan sosial.

9) Transek (penelusuran).

10) Kalender musim.

11) Alur sejarah.

12) Analisa mata pencaharian.

13) Diagram venn.

14) Kecenderungan dan perubahan.

b. Metode kaji tindak partisipatif (KTP)

Kaji tindak partisipatif (KTP) adalah istilah program sedangkan
esensinya menunjuk pada metodologi participatory learning and
action (PLA) atau belajar dari bertindak secara partisipatif, belajar
dan bertindak bersama, aksi-refleksi partisipatif. Penggunaan
istilah PLA dimaksudkan untuk menekankan pengertian partisi-
patif pada proses belajar bersama masyarakat untuk pengem-
bangan. Kaji tindak partisipatif, dan nama kegiatan mencerminkan
suatu dialektika yang dinamis antara kajian dan tindakan secara
tak terpisahkan. Kajian partisipatif menjadi dasar bagi tindakan
partisipatif. Jika dari suatu tindakan terkaji masih ditemui hambat-
an dan masalah, maka kajian partisipatif diulang kembali untuk
menemukan jalan keluar, demikian seterusnya. Sebuah kajian
partisipatif dalam masyarakat meletakkan semua pihak yang ber-
partisipasi apakah sebagai petani, nelayan, pedagang, aparat desa,
atau petugas pelayan masyarakat dalam posisi yang setara
fungsional, dan menghindar dari adanya pihak yang memiliki posisi
istimewa dalam menggali dan merumuskan proses dan hasil kajian.

c. Metode participatory research and development (PRD)
Penelitian mengenai partisipasi dan pembangunan masyarakat
memiliki fokus terhadap upaya menolong anggota masyarakat
yang memiliki kesamaan minat untuk bekerja sama, mengidentifi-
kasi kebutuhan bersama dan kemudian melakukan kegiatan ber-
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sama untuk memenuhi kebutuhan tersebut. PRD yang merupakan
wujud nyata dari pengembangan masyarakat seringkali diimple-
mentasikan dalam bentuk (a) projek-projek pembangunan yang
memungkinkan anggota masyarakat memperoleh dukungan dalam
memenuhi kebutuhannya, dan (b) melalui kampanye dan aksi so-
sial yang memungkinkan kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat di-
penuhi oleh pihak-pihak lain yang bertanggungjawab (Suharto,
2002).

d. Metode rapid rural appraisal (RRA)

Teknik RRA mulai berkembang pada akhir 1970-an dan
diterima secara akademis pada akhir tahun 1980-an. Teknik RRA
berkembang karena adanya ketidak puasan penggunaan kuisioner
pada metode penelitian konvensional. Kuisioner seringkali meng-
hasilkan suatu hasil yang tidak tuntas dan informasi yang diperoleh
seringkali tidak meyakinkan. Selain itu, adanya bias dalam melihat
kaum miskin, pada metode penelitian konvensional. Sebagai con-
toh, kuisioner hanya melihat masyarakat kelas atas, orang berpen-
didikan tinggi dan kurang menjangkau masyarakat yang tinggal di
daerah terpencil. Pendekatan dalam RRA hampir sama dengan PRA
antara lain : secondary data review, direct observation, semi-stru-
cuted interview, workshop dan brainstorming, transect, mapping,
ranking and scoring, developing chronologies of local events, dan
case studies.

Perbedaan yang menonjol dari kedua pendekatan ini adalah
dari segi partisipasi masyarakat. Dalam RRA, informasi dikumpul-
kan oleh pihak luar (outsiders), kemudian data dibawa pergi, diana-
lisa dan peneliti tersebut membuat perencanaan tanpa menyer-
takan masyarakat. RRA lebih bersifat penggalian informasi, se-
dangkan PRA dilaksanakan bersama-sama masyarakat (let them do
it), mulai dari pengumpulan informasi, analisa sampai pada
perencanaan program.
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e. Metode participatory action research (PAR)

Teoritisasi dalam PAR ini dimulai dengan pengungkapan-peng-
ungkapan dan penguraian secara rasional dan Kkritis terhadap prak-
tek-praktek sosial mereka. Dari kesemua prinsip-prinsip PAR yang
ada, yang terpenting adalah dalam PAR tidak mengharuskan mem-
buat dan mengelola catatan rekaman yang menjelaskan apa yang
sedang terjadi seakurat mungkin, akan tetapi merupakan analisa
kritis terhadap situasi yang secara kelembagaan diciptakan (seperti
melalui projek-projek, program-program tertentu atau sistem). Sa-
lah satu prinsip dalam PAR yang paling unique adalah menjadikan
pengalaman-pengalaman mereka sendiri sebagai sasaran peng-
kajian (objectifying their own experience).

Beberapa prinsip-prinsip PAR yang yang harus dipahami ter-
lebih dahulu, antara lain: (1) PAR harus diletakkan sebagai suatu
pendekatan untuk memperbaiki praktek-praktek sosial dengan
cara merubahnya dan belajar dari akibat-akibat dari perubahan
tersebut. (2), secara keseluruhan merupakan partisipasi yang mur-
ni (autentik) dimana akan membentuk sebuah spiral yang
berkesinambungan sejak dari perencanaan (planing), tindakan
(pelaksanaan atas rencana), observasi (evaluasi atas pelaksanaan
rencana), refleksi (teoritisi pengalaman). (3), PAR merupakan ker-
jasama (kolaborasi), semua yang memiliki tanggungjawab atas tin-
dakan perubahan dilibatkan dalam upaya-upaya meningkatkan
kemampuan mereka. (4) PAR merupakan suatu proses mem-
bangun pemahaman yang sistematis (Systematic learning process),
merupakan proses penggunaan kecerdasan kritis saling mendis-
kusikan tindakan mereka dan mengembangkannya, sehingga tin-
dakan sosial mereka akan dapat benar-benar berpengaruh ter-
hadap perubahan sosial. (5), PAR suatu proses yang melibatkan
semua orang dalam teoritisasi atas pengalaman-pengalaman mere-
ka sendiri.
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f. Metode pemahaman partisipatif kondisi pedesaan (PPKP)
Metode PPKP adalah salah satu metode perencanaan partisi-

patif yang bertujuan untuk menggali permasalahan yang ada di

masyarakat, penyebab terjadinya masalah, dan cara mengatasinya

dengan menggunakan sumberdaya lokal atas prinsip pember-
dayaan masyarakat yang acuannya sebagai berikut:

1) Mengumpulkan informasi yang dilakukan oleh petani sendiri.
Bahan informasi ini dapat digunakan oleh orang lain atau suatu
lembaga yang akan membantu petani.

2) Mempelajari kondisi dan kehidupan pedesaan dari dan oleh
masyarakat desa untuk saling berbagi, berperan aktif dalam
perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian serta tidak
lanjutnya.

3) Informasi yang diperoleh dengan Metode PPKP dapat
digunakan sebagai bahan perencanaan kegiatan dalam pem-
berdayaan masyarakat desa (petani).

4) Metode PPKP ini dilaksanakan oleh pengambil kebijakan ber-
sama petani, kelompok pendamping lapangan, dan dari unsur
pemerintah desa. Dalam Metode PPKP ini kelompok pendamp-
ing lapangan hanya sebatas fasilitator.

g. Metode participatory learning methods (PLM)

Model pembelajaran partisipatif sebenarnya menekankan pada
proses pembelajaran, di mana kegiatan belajar dalam pelatihan
dibangun atas dasar partisipatif (keikutsertaan) peserta pelatihan
dalam semua aspek kegiatan pelatihan, mulai dari kegiatan me-
rencanakan, melaksanakan, sampai pada tahap menilai kegiatan
pembelajaran dalam pelatihan. Upaya yang dilakukan pelatih pada
prinsipnya lebih ditekankan pada motivasi dan melibatkan kegia-
tan peserta.
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Pada awal kegiatan pelatihan, intensitas peranan pelatih ada-
lah tinggi. Peranan ini ditampilkan dalam membantu peserta
dengan menyajikan informasi mengenai bahan ajar (bahan latihan)
dan dengan melakukan motivasi dan bimbingan kepada peserta.
Intensitas kegiatan pelatih (sumber) makin lama makin menurun,
sehingga perannya lebih diarahkan untuk memantau dan mem-
berikan umpan balik terhadap kegiatan pelatihan dan sebaliknya
kegiatan peserta pada awal kegiatan rendah, kegiatan awal ini
digunakan hanya untuk menerima bahan pelatihan, informasi, pe-
tunjuk, bahan-bahan, langkah-langkah kegiatan. Kemudian partisi-
pasi warga makin lama makin meningkat tinggi dan aktif mem-
bangun suasana pelatihan yang lebih bermakna.

Beberapa teknik yang dapat dipergunakan pada model pelati-
han ini adalah :

1) Teknik dalam tahap pembinaan keakraban : teknik diad, teknik
pembentukan kelompok kecil, teknik pembinaan belajar berke-
lompok, teknik bujur sangkar terpecah.

2) Teknik yang dipergunakan pada tahap identifikasi : curah pen-
dapat, dan wawancara.

3) Teknik dalam tahap perumusan tujuan : teknik Delphi dan
diskusi kelompok (round table discussion).

4) Teknik pada tahap penyusunan program adalah : teknik pem-
ilihan cepat (Q-shot technique) dan teknik perancangan pro-
gram.

5) Teknik yang dapat dipergunakan dalam proses pelatihan :
Simulasi, studi kasus, cerita pemula diskusi (discussion starter
story), Buzz group, pemecahan masalah kritis, forum, role play,
magang, kunjungan lapangan.

6) Teknik yang dapat dipergunakan dalam penilaian proses
pelatihan, hasil dan pengaruh kegiatan : respon terinci, cawan
ikan (fish bowl technique), dan pengajuan pendapat tertulis.
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h. Methodology for participatory assessment (MPA)

Menurut Dayal et al. (2000), methodology for participatory as-
sessments (MPA) adalah metode yang dikembangkan untuk men-
jalankan penilaian suatu pengelolaan pembangunan masyarakat
(community development). MPA merupakan alat yang berguna bagi
pembuat kebijakan, manajer program dan masyarakat, sehingga
masyarakat setempat dapat memantau kesinambungan pem-
bangunan dan mengambil tindakan yang diperlukan agar menjadi
semakin baik. Metodologi tersebut mengungkapkan peran kaum
perempuan dan keluarga yang kurang mampu dapat ikut ber-
partisipasi, dan mengambil manfaat dari pembangunan, bersama-
sama dengan kaum lelaki dan keluarga mereka berada.

Dalam penelitian ini, metode perencanaan teknokratik yang
digunakan adalah perencanaan strategis dan dikolaborasikan
dengan metode perencanaan partisipatif berdasarkan penilaian
partisipasi (methodology for participatory assessment). Kolaborasi
metode perencanaan teknokratik dan partisipatif menghasilkan
serangkaian tindakan berurutan serta usaha pemikiran secara
rasional dan ilmiah untuk pemecahan persoalan dan memenuhi
kebutuhan sanitasi permukiman di masa yang akan datang dengan
melibatkan partisipasi masyarakat.

B. Perencanaan Strategis

Dalam sejarah perencanaan wilayah menurut Fainstein (1996),
pada awalnya kota dilihat secara fisik dan pada saat itu metode
perencanaan induk (master planning) banyak dipakai. Metode
perencanaan ini berasal dari bidang arsitektur, jadi memang lebih
bersifat perencanaan fisik bangunan.. Metode ini berusaha meng-
atasi setiap persoalan yang datang dari seluruh aspek kehidupan
kota. Setelah beberapa dekade banyak kritik dilontarkan ke metode
ini bahwa cakupan perencanaan komperehensif terlalu luas dan
tidak mungkin tercapai, sedangkan banyak keterbatasan yang men-
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jadi kendala dalam mengatasi seluruh permasalahan. Metode
perencanaan strategis menyarankan untuk mengatasi hanya bebe-
rapa permasalahan yang utama (strategis) saja, karena keter-
sediaan sumberdaya untuk mengatasi permasalahan juga terbatas.
Cara berpikir yang hampir serupa dilontarkan oleh metode
perencanaan inkrimental, yaitu untuk mengatasi sebagian per-
masalahan saja /tidak perlu seluruhnya. Hanya saja perencanaan
incremental tidak mengharuskan bagian demi bagian yang diatasi
perlu mempunyai konsistensi dan kesinambungan, karena ter-
gantung situasi dan kondisi yang dihadapi dan mungkin berbeda
dari waktu ke waktu (Fainstein, 1996).

Metode perencanaan induk, perencanaan komprehensif, peren-
canaan strategis, dan perencanaan incremental menghasilkan satu
rencana yang bersifat publik untuk satu wilayah perkotaan. Produk
perencanaan berupa satu rencana yang disepakati oleh publik. Hal
ini dipandang tidak mungkin oleh metode perencanaan advokasi,
karena itu metode ini mengusulkan adanya banyak rencana yang
mewakili banyak kepentingan terutama kepentingan yang tidak
diuntungkan oleh cara pengambilan keputusan publik yang ada
saat itu. Kritik terhadap ketidakadilan dalam proses perencanaan
juga dilontarkan oleh metode perencanaan ekuiti. Metode ini
memperjuangkan kepentingan masyarakat miskin dan arus bawah
agar dapat masuk ke dalam proses perencanaan tidak peduli ada
satu atau beberapa rencana.

Perencanaan strategis pada dasarnya tidak menganut satu
proses yang standar dan banyak sekali variasi proses yang ditawar-
kan oleh beberapa pustaka tentang perencanaan strategis. Menurut
sejarahnya, perencanaan strategis pertama kali diterapkan di
bidang militer (untuk para generals), kemudian diterapkan ke
dunia usaha atau perusahaan (untuk para general managers). Pada
masa berikutnya, metode perencanaan ini juga diterapkan ke
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organisasi nirlaba (non-profit), dengan proses perencanaan
menurut Bryson (1988).

Menurut Bryson (1988), perencanaan strategis dirancang
untuk membantu masyarakat dan organisasi nirlaba merespons
secara efektif untuk situasi baru mereka. Ini adalah sebuah disiplin
untuk menghasilkan keputusan mendasar dan tindakan mem-
bentuk sifat dan arah organisasi (atau entitas lain) yang berada
dalam batas legal.

Perencanaan strategis merupakan tulang punggung mana-
jemen strategis, dan perencanaan strategis lebih berhubungan
deng-an kegiatan-kegiatan operasional serta lebih condong untuk
membahas masalah-masalah strategi daripada masalah-masalah
operasional (Burhan, 1994). Perencanaan strategis merupakan
peren-canaan yang dilakukan oleh pimpinan organisasi dengan
fokus pada visi, misi, falsafah, dan strategi organisasi untuk
mencapai tujuan organisasi dalam jangka waktu menengah antara
3-5 tahun (Umar, 2003). Menurut Stiess yang dikutip oleh Salusu
(2006) bahwa perencanaan strategis merupakan komponen mana-
jemen strategis yang berguna untuk memperjelas tujuan dan sasa-
ran, memilih berbagai kebijakan, terutama dalam memperoleh dan
mengalokasikan sumber daya, serta menciptakan pedoman dalam
menerjemahkan kebijakan organisasi. Perencanaan strategis me-
rupakan upaya untuk melaksanakan tiga langkah penting, yaitu
mengidentifikasi kecenderungan, ancaman, dan peluang, dan hasil-
nya mungkin dapat mengubah kecenderungan historis, menyem-
purnakan performance organisasi yang didorong oleh adanya kon-
disi kompetitif, membandingkan tiap unit kerja dalam organisasi
untuk menyusun prioritas pengembangan dengan cara menga-
lokasikan sumber daya strategis berdasarkan prospek tiap unit
kerja (Djunaedi, 2001).

Pada kenyataannya, proses perencanaan strategis mempunyai
banyak variasi, seperti dapat dilihat di pustaka-pustaka. Dalam hal
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ini, dipahami bahwa tidak ada standar baku format proses
perencanaan strategis. Meskipun demikian, mengamati banyak
variasi proses perencanaan strategis, dan untuk tujuan men-
jelaskan tahapan proses pada penelitian ini, maka ditampilkan
suatu pola umum proses tersebut yang terkait pula dengan peren-
canaan operasional (taktis) dan tindakan/implementasinya.

Kajian lingkungan Visi dan Misi
(internal dan
eksternal)
Rencana
Strategi Isu-isu strategis
Tujuan, Sasaran dan Strategi Pengembangan
v l
4 Umpan balik
Rencana Rencana Operasional
Operasional
v
7'} .
Pemantauan dan Evaluasi [@®=® Tindakan
Tindakan I
Data/informasi dari
v

sumber lain

Gambar 2.1 Pola umum perencanaan strategis
Sumber: Dikutip dari Bryson (1988)
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A 4

Fungsional

KINERJA
- Hasil

—urAHZOmzoe U —

A 4

-Sejarah

DAYA DAN
TREND

A 4

o KESEPAKATAN AWAL
i (Merencanakan untuk
membuat rencana)
> MISI/NILAI- PENUGASAN
NILAI (Mandat)
oleh stakeholder
KAJIAN KAJIAN
_’A INTERNAL EKSTERNAL
Kekuatan- l Peluang-
Kelemahan YVY Ancaman
ISU-ISU
STRATEGIS
A
A 4
STRATEGI
- Alternatif
praktis
-Hambatan
-Usulan utama
- Tindakan
-Program
kerja

Y

GAMBARAN ORGANISASI MASA

DEPAN

TINDAKAN-
TINDAKAN

- Politik
-Ekonomi
-Sosial

- Teknologi

KLIEN/CUSTO
MFR

PESAING
-Daya saing
KEMITRAAN
-Daya
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Gambar 2.2 Proses perencanaan strategis organisasi nirlaba

A

Sumber : Dikutip dari Bryson (1988)
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Berdasarkan rangkuman dari beberapa pustaka antara lain:

Bryson (1988); Gordon (1993); Djunaedi (2001), bahwa peren-
canaan strategis untuk sektor publik mempunyai karakteristik
sebagai berikut :

1)

2)

3)

4)

Dipisahkan antara rencana strategis dengan rencana
operasional. Rencana strategis memuat antara lain: visi, misi,
dan strategi (arahan kebijakan); sedangkan rencana opera-
sional memuat program dan rencana tindakan (aksi).
Penyusunan rencana strategis melibatkan secara aktif semua
stakeholders di masyarakat.

Tidak semua isu atau masalah dipilih untuk ditangani. Dalam
proses perencanaan strategis, ditetapkan isu-isu yang dianggap
paling strategis atau fokus-fokus yang paling diprioritaskan un-
tuk ditangani.

Kajian lingkungan internal dan eksternal secara kontinyu dil-
akukan agar pemilihan strategi selalu “up to date” berkaitan
dengan peluang dan ancaman di lingkungan luar dan memper-
timbangkan kekuatan dan kelemahan yang ada di lingkungan
internal.

Keuntungan menggunakan metode perencanaan strategis yaitu

kita dapat melakukan, antara lain (Gordon, 1993, p. 3-6):

1)

2)
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Antisipasi terhadap masa depan, terutama terhadap peluang
dan permasalahan strategis. Apabila permasalahan dapat dian-
tisipasi sebelum benar-benar terjadi, maka permasalahan ter-
sebut dapat diminimalkan dan dampaknya dapat dikendalikan.
Apabila peluang tidak diantisipasi, maka kita akan kehilangan
kesempatan dan kemungkinan masalah akan muncul.

Evaluasi diri. Dengan perencanaan strategis, kita semua dapat
bekerja bersama untuk mengevaluasi diri, terutama tentang
kekuatan dan kelemahan yang kita miliki. Kesadaran akan
kekuatan dan kelemahan diri akan membuat kita lebih realistis
dalam merencanakan masa depan Kkita.
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3)

4)

5)

Perumusan tujuan bersama melalui konsensus. Dengan metode
perencanaan strategis yang menggarisbawahi pembangunan
konsensus antar stakeholders maka dapat dirumuskan tujuan
dan cara yang terbaik untuk sampai ke tujuan tersebut. Dalam
pembangunan konsensus ini tentunya ada negoisiasi untuk
"memberi dan menerima". Lebih baik terjadi konflik selama
proses daripada konflik setelah proses perencanaan selesai
dan rencana telah disahkan untuk diimplementasikan. Stake-
holders diartikan sebagai semua orang/pihak yang berkepen-
tingan langsung dengan organisasi.

Alokasi sumberdaya. Perencanaan strategis mengalokasikan
sumberdaya dengan menetapkan prioritas dalam perumusan
strategi, terutama sumberdaya manusia dan prasarana. Alokasi
sumberdaya dilakukan antar bidang layanan perkotaan yang
saling berkompetisi dalam meningkatkan kualitas layanan.
Pemantapan tolok banding (benchmarks), yang berupa rumus-
an tujuan dan sasaran. Hasil implementasi atau tindakan di-
bandingkan dengan tolok banding keberhasilan. Dengan me-
nilai kinerja akan dapat diketahui pelajaran dari pengalaman
dan masukan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas
rencana strategis dalam hal proses maupun produknya.
Dengan demikian perencanaan strategis digunakan untuk

menentukan/ mewujudkan visi dan misi organisasi dan membagi-
bagi sumber daya yang diperlukan untuk mencapainya. Jadi dapat
dikatakan suatu organisasi pada mulanya memiliki cita-cita atau
tujuan akhir yang ingin dicapai dalam jangka panjang yang disebut
visi, selanjutnya untuk mencapai/mewujudkan visi organisasi yang
telah ditentukan tersebut, organisasi merumuskan upaya-upaya
umum yang hendak dilakukan yang disebut misi, kemudian untuk
mewujudkan misi, organisasi membuat/merumuskan upaya-upaya
khusus yang dirasa paling efektif dan efisien untuk mencapai cita-
cita organisasi yang disebut perencanaan strategis.
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Pada penelitian ini, metode perencanaan strategis dipilih oleh
peneliti sebagai metode untuk menyelesaikan permasalahan men-
desak dan isu strategis dalam pengelolaan sanitasi di daerah serta
akan berkonsentrasi penerapannya kepada publik dan organisasi
nonprofit. Pengambil keputusan cukup membutuhkan proses ter-
struktur untuk membantu mereka mengidentifikasi dan menye-
lesaikan isu terpenting yang dihadapi organisasi mereka. Metode
perencanaan strategis dalam penyusunannya melibatkan semua
pihak yang terkait (stakeholders) terdiri dari Pemerintah (pusat
dan daerah) dan warga kota (individual maupun kelompok masya-
rakat serta dunia usaha/ swasta)

1. Rencana strategi

Menurut Smith (1994) rencana strategi adalah pernyataan
rencana spesifik mengenai langkah untuk mencapai ke arah masa
depan yang akan diambil oleh organisasi/entitas. Rencana strategi
meliputi: visi, misi, kajian lingkungan, isu strategis, tujuan, sasaran
dan strategi. Menurut Rizani et al. (2016), pengembangan strategi
pengelolaan sampah diprioritaskan pada optimalisasi pengurangan
volume sampah dari sumber dengan melibatkan peran aktif masya-
rakat skala rumah tangga dan kawasan atau kelompok, pening-
katan kualitas pengelolaan TPA sebagai tempat pemrosesan bukan
pembuangan, peningkatan cakupan pelayanan persampahan, pe-
ningkatan kerjasama dengan pihak swata, pengembangan sistem
penghargaan dan sangsi, pemulihan biaya pengelolaan sampah,
kerjasama regional dalam pengelolaan sampah, optimalisasi pe-
manfaatan sarana dan prasarana persampahan. Strategi bertumpu
pada perubahan pola pikir untuk mengelola sampah kota bersama
antara pemerintah masyarakat dan swasta dengan penerapan
pengurangan, pemakaian kembali, daur ulang dan pembuangan
yang aman bagi lingkungan.

a. Visi dan misi
1) Visi
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Unsur ini biasanya dimulai dengan visi (vision), dan disusul
oleh misi (mission). Karena sulitnya menuliskannya dalam kata-
kata, seringkali visi tidak dituliskan, tapi langsung dikemukakan
misinya. Kadangkala pernyataan visi diganti dengan tujuan umum
(goals) yang ditempatkan sebelum rumusan strategi. Dalam hal ini
tidak ada standar baku proses perencanaan strategis, yang dalam
pustaka banyak versi dalam hubungan antara visi, misi, isu
strategis, tujuan, sasaran dan strategi. Dalam suatu rencana stra-
tegi, kadang dicantumkan juga nilai-nilai yang diyakini (values,
beliefs), prinsip-prinsip, dan rencana tindakan atau langkah-
langkah implementasi. Karena rencana tindakan berubah dalam
jangka pendek, maka dokumen renstra yang sekaligus memuat
rencana tindakan akan terpaksa sering diperbarui.Smith (1994:14)
mengartikan visi sebagai gambaran yang jelas (clear image) ten-
tang wujud masa depan yang mengendalikan rencana strategis.
Pengertian visi ini dijelaskan lebih lanjut oleh Hunt et al (1997, p.
51-52) sebagai berikut:

"Visi untuk suatu institusi merupakan perwujudan yang insti-
tusi tersebut ingin menjadi pada suatu waktu di masa depan bila
impian dan aspirasi dari yang memegang kepemimpinan telah
membuahkan hasilnya. Visi tersebut dapat saja meliputi jalur-jalur
alternatif institusi tersebut akan mengikuti dan tentu saja mungkin
tidak konsisten dengan kondisi internal saat ini. Visi tersebut dapat
juga meliputi hal-hal yang hanya sedikit (bila ada) pemimpin yang
berpendapat bahwa visi akan terwujud dengan cara yang dijelas-
kan pada saat ini. Hal ini disebabkan karena perubahan teknologi
atau perubahan perundang-undangan yang membuat sulit, bahkan
tidak mungkin, untuk mempunyai gambaran yang jelas dan rinci
tentang wujud visi tersebut."

Visi menjelaskan suatu keadaan yang diimpikan. Untuk
menuliskan visi secara rinci memang tidak perlu, dan yang penting
menurut Hunt et al (1997, p. 53) pernyataan visi mampu men-
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dorong kita untuk berpikir tentang masa depan secara kreatif

tanpa memikirkan kendala seperti anggaran, preseden, dan di-

terima oleh pihak lain atau tidak. Pernyataan visi perlu aspiratif

dan mengandung harapan, seperti saran Kouzes dan Posner (dalam

Bryson, 1988) bahwa:

e Visi berfokus pada masa depan yang lebih baik.

e Visi memberi harapan dan impian.

e Visi memegang nilai-nilai bersama.

e Visi menyatakan hasil yang positif.

e Visi menekankan kekuatan dari kelompok yang bersatu.

e Visi menggunakan kata-kata penggambaran, citra dan metafor.

e Visi mengkomunikasikan entusiasme dan kesenangan yang
membahagiakan.

Menurut Wibisono (2006, p. 43), visi merupakan rangkaian ka-
limat yang menyatakan cita-cita atau impian sebuah organisasi
atau perusahaan yang ingin dicapai di masa depan. Dengan kata
lain, visi dapat dikatakan sebagai pernyataan want to be dari organ-
isasi atau perusahaan. Visi juga merupakan hal yang sangat krusial
bagi perusahaan untuk menjamin kelestarian dan kesuksesan jang-
ka panjang.

Dalam visi suatu organisasi terdapat juga nilai-nilai, aspirasi
serta kebutuhan organisasi di masa depan seperti yang diungkap-
kan oleh Kotler yang dikutip oleh Nawawi (2000, p. 122), Visi ada-
lah pernyataan tentang tujuan organisasi yang diekspresikan da-
lam produkdan pelayanan yang ditawarkan, kebutuhan yang dapat
ditanggulangi, kelompok masyarakat yang dilayani, nilai-nilai yang
diperoleh serta aspirasi dan cita-cita masa depan.

Menurut peneliti visi adalah cita - cita atau impian sebuah or-
ganisasi atau perusahaan yang ingin dicapai di masa depan untuk
menjamin kelestarian dan kesuksesan jangka panjang.
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2) Misi

Bryson (1988, p. 96) membedakan misi dengan visi dengan
penjelasan sebagai berikut: "Misi menjelaskan maksud (purpose)
organisasi dan mengapa (why) perlu melakukan yang dikerjakan
saat ini; sedangkan visi menjelaskan seperti apa (what) organisasi
tersebut akan menjadi [di masa depan] dan bagaimana (how)
organisasi tersebut akan berperilaku (behave) ketika misinya
tercapai.” Secara singkat, misi menunjukkan "apa yang dilakukan"
atau "daftar dan karakteristik layanan yang diberikan". Dengan
demikian, misi ditulis sebagai kata kerja. Dalam menuliskan misi,
Merson et al. (1979, p. 25) menyarankan bahwa:

"Dalam kerangka perundangan yang berlaku, suatu lembaga
sebaiknya menyatakan misinya dalam ungkapan yang luas dan
umum. Pernyataan misi sebaiknya disusun dalam kata-kata yang
memungkinkan fleksibilitas yang maksimum dalam menanggapi
perubahan situasi. Misi sebaiknya dinyatakan secara singkat, tidak
lebih dari beberapa alinea, dan sebaiknya ditulis dengan bahasa
yang tidak teknis dan mudah dimengerti"

Menurut Prasetyo et al.(2004, p. 8), di dalam misi produk dan
jasa yang dihasilkan oleh perusahaan, pasar yang dilayani dan
teknologi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan
dalam pasar tersebut. Pernyataan misi harus mampu menentukan
kebutuhan apa yang dipuasi oleh perusahaan, siapa yang memiliki
kebutuhan tersebut, dimana mereka berada dan bagaimana pe-
muasan tersebut dilakukan. Pada dasarnya misi merupakan alasan
mendasar eksistensi suatu organisasi (Drucker, 2000, p. 87). Pern-
yataan misi organisasi, terutama di tingkat unit bisnis menentukan
batas dan maksud aktivitas bisnis perusahaan. Jadi perumusan misi
merupakan realisasi yang akan menjadikan suatu organisasi mam-
pu menghasilkan produk dan jasa berkualitas yang memenuhi se-
buah kebutuhan, keinginan dan harapan pelanggannya (Prasetyo et
al, 2004). Menurut Wheelen sebagaimana dikutip oleh Wibisono
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(2006, pp. 46-47), misi merupakan rangkaian kalimat yang menya-
takan tujuan atau alasan eksistensi organisasi yang memuat apa
yang disediakan oleh perusahaan kepada masyarakat, baik berupa
produk ataupun jasa.

Dalam penelitian ini, menurut peneliti misi adalah pernyataan
tentang apa yang harus dikerjakan oleh lembaga/organisasi dalam
usahanya mewujudkan visi. Dalam operasionalnya orang berpe-
doman pada pernyataan misi yang merupakan hasil kompromi in-
tepretasi visi. Misi merupakan sesuatu yang nyata untuk dituju ser-
ta dapat pula memberikan petunjuk garis besar cara pencapaian
Visi.

b. Kajian lingkungan internal dan eksternal

Bagian ini meliputi paling tidak: (1) hasil kajian lingkungan
eksternal (berfokus pada peluang dan ancaman), dan (2) hasil
kajian lingkungan internal (menekankan pada kekuatan dan kele-
mahan). Bagian rencana strategis ini akan lebih lengkap bila
ditambah dengan (3) hasil evaluasi implementasi rencana strategis
yang lalu, dan (4) asumsi-asumsi yang dibuat.

Menurut Hubeis et al. (2014), bahwa akibat menggejalanya
reformasi informasi dan globalisasi, lingkungan kini mengalami pe-
rubahan yang luar biasa dan intensitasnya kini semakin sering ser-
ta sukar sekali diramalkan. Akibatnya, persaingan menjadi semakin
sengit dan permasalah yang dihadapi organisasi semakin hari men-
jadi semakin rumit. Sebelum berbagai proses lain dalam mana-
jemen strategik dilakukan, analisis lingkungan perusahaan yang
merupakan hal yang pertama untuk dilakukan. Dalam hal ini ana-
lisis adalah penelusuran kondisi eksternal dan internal yang
dihadapi perusahaan sampai pada pangkalnya. Dengan demikian
perusahaan akan dapat mewaspadai dan memahami implikasi-
implikasi perubahan untuk kemudian dapat bersaing secara lebih
efektif.
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Dasar pemikiran mengapa analisis lingkungan ini harus dil-
akukan adalah general system theory. Menurut teori ini, organisasi
dewasa ini lebih merupakan sistem yang terbuka. Oleh karena itu
organisasi sangat dipengaruhi dan berinteraksi secara konstan
dengan lingkungan yang melingkupinya. Dengan demikian tugas
utama yang paling penting bagi manajemen perusahaan adalah
memastikan bahwa pengaruh tersebut dapat disalurkan melalui
arah yang positif dan dapat memberikan kontribusi optimal ter-
hadap keberhasilan dan pencapaian daya saing organisasi secara
keseluruhan. Pelajaran-pelajaran dari masa lalu yang telah terin-
ternalisasi secara mendalam dan terus dilanjutkan dari satu gene-
rasi manajer ke manajer berikutnya kadang kala menimbulkan ba-
haya tersendiri bagi organisasi secara keseluruhan. Pertama,
dengan berjalannya waktu, orang mungkin lupa mengapa memer-
cayai atau melakukan apa yang dipercayai dan melakukan. Kedua,
mungkin para manajer jadi percaya apa yang diketahui tidaklah
penting untuk diketahui. Dengan kata lain, yang telah diwariskan
dari masa lalu seperti tujuan, misi, dan strategi telah menjadi suatu
hal yang dogmatis untuk dilaksanakan masa kini.

Secara umum, tujuan perusahaan melakukan analisis ling-
kungan adalah untuk menilai lingkungan organisasi secara kese-
luruhan. Lingkungan organisasi ini adalah faktor-faktor yang be-
rada di luar atau di dalam organisasi yang dapat memengaruhi or-
ganisasi tersebut dalam mecapai tujuan yang telah ditetapkannya.
Dengan demikian, manajemen dapat memberikan reaksi yang
sesuai dan proporsional untuk mencapai keunggulan bersaing yang
berkesinambungan. Menurut Certo dan Peter dikutip oleh Hubeis
et al. (2014), ada beberapa peran utama mengenai analisis ling-
kungan: a. Policy-Oriented Role, b. Integrated Strategic Planning
Role, c. Function-Oriented Role

Salah satu karakter metode perencanaan strategis adalah
adanya keterlibatan semua pihak yang terkait (stakeholders).
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Dalam hal perencanaan strategis perkotaan, pihak-pihak tersebut
terdiri dari Pemerintah (pusat dan lokal) dan warga kota (indi-
vidual, maupun kelompok masyarakat serta dunia usaha/ bisnis).
Menurut Gordon (1993, pp. 81-82), pihak-pihak terkait meliputi:
1) wakil rakyat dan pejabat yang dipilih (elected officials);
2) pejabat senior tunjukan (senior appointed officials);
3) karyawan/pegawai (employees);
4) pejabat sekolah negeri (public school officials);
5) perwakilan pihak eksternal, meliputi:

a) masyarakat luas atau kelompok-kelompok masyarakat;

b) anggota dewan-dewan atau komisi-komisi publik;

c) masyarakat dunia usaha;

d) kelompok-kelompok pemerhati (interest groups).

Kajian lingkungan yang dilakukan oleh organisasi laba dan
organisasi nirlaba berbeda orientasinya. Dunia usaha atau organi-
sasi pencari laba melakukan kajian lingkungan untuk mendeteksi
faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kemampuannya dalam
mendapatkan keuntungan. Di lain pihak, organisasi publik atau
nirlaba mendeteksi bila terjadi pengurangan penerimaan dari
pajak atau bila terjadi perubahan yang menuntut pola baru dalam
alokasi sumberdaya (Gordon, 1993, p. 27). Topik perhatian dalam
kajian lingkungan, yaitu: (a) Perekonomian dan keuangan, (b)
Kependudukan, (c) Teknologi, (d) Regulasi, (e) Sosial budaya, (f)
Kompetisi, (g) Manajerial, (h) Fisik dan lingkungan.

Dalam menyusun renstra untuk pemerintah daerah, hendak-
nya, hal-hal tersebut di atas ditinjau dalam lingkup-lingkup sebagai
berikut (Gordon, 1993, p. 27):

1) Eksternal

a. Kecenderungan umum pemerintahan daerah;
b. Masyarakat setempat;

c. Regional/provinsi;
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d. Nasional;

e. Global/internasional.

2) Internal (dalam organisasi pemerintah daerah)

Kajian lingkungan eksternal menurut Pflaum dan Delmont
dalam Bryson, (1988) menawarkan suatu model untuk membantu
kajian ini, yaitu yang meliputi tiga tahap sebagai berikut:

a) Scanning: mensurvei lingkungan eksternal untuk mengiden-
tifikasi kecenderungan kunci yang bersifat sebagai peluang
(opportunities) atau ancaman (threats). Scanning ini dapat
dilakukan dengan cara:

1) Jelaskan maksudnya;

2) Pilih partisipan;

3) Tentukan komitmen waktunya;

4) Tentukan struktur isu.

b) Analisis: menginterpretasikan tingkat strategis dan pentingnya
isu-isu dan kecenderungan.

1) Mengkaji teknik-teknik yang umum dipakai;

2) Pilih teknik yang efisien dan cocok untuk isu-isu yang

sedang diidentifikasi;

3) Buat keputusan tentang status isu-isu (untuk dipantau,

untuk diatasi segera, atau untuk diabaikan dulu).

c) Pelaporan: membuat produk (laporan) yang berguna untuk
perencanaan dan pembuatan keputusan.

Kajian lingkungan internal berkaitan dengan kekuatan
(strengths) dan kelemahan (weaknesses) yang dipunyai oleh ling-
kungan internal. Pada kasus perkotaan, kajian ini dilakukan
terhadap bidang-bidang kehidupan perkotaan. Kemp, (1992, pp.
31-36) memberi contoh bidang-bidang yang dikaji dalam ling-
kungan internal (perkotaan) meliputi:

1) Projeksi dan kecenderungan (trend):

a) Ketenagakerjaan dan lapangan kerja;

b) Dunia usaha/bisnis;
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c) Perumahan;
d) Guna lahan dan pemintakatan (zoning);
e) Kependudukan.

2) Isu-isu per bidang dinas/kantor:
a) Kepemerintahan;
b) Pengembangan masyarakat;
c) Keuangan;
d) Pemadam kebakaran;
e) Kesehatan;
f) Hukum;
g) Polisi;
h) Pekerjaan umum;
i) Rekreasi.

3) Isu-isu lingkup kota
a) Pendapatan asli daerah;
b) Masyarakat manula;
c) Layanan kesehatan;
d) Bahan buangan berbahaya;
e) Kenakalan remaja;
f) Prasarana umum;
g) Taman dan tempat bermain anak-anak.

Salah satu komponen penting dalam kajian internal adalah
survei persepsi masyarakat terhadap layanan pemda. Hal ini sangat
penting dalam mengatur strategi, misal: kita bisa mengalihkan
pengeluaran masyarakat dari bidang yang mereka tidak suka
membayar lebih ke bidang yang mereka mau membayar lebih.

Dalam penelitian ini, faktor lingkungan internal dan eksternal
meliputi aspek teknis, aspek kelembagaan, aspek pembiayaan, as-
pek peran serta masyarakat dan aspek hukum.
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c. Isustrategis

Kajian lingkungan menghasilkan banyak isu, tetapi perenca-
naan strategis menganjurkan agar tidak semua isu perlu diatasi,
karena kita perlu mempertimbangkan keterbatasan yang ada. Kita
perlu memilih isu-isu yang dianggap "strategis" saja. Pengertian isu
strategis dijelaskan oleh Norris et al (1991, p. 20) sebagai berikut:

"Isu-isu strategis adalah isu-isu yang berkaitan dengan keterkaitan
antara organisasi yang dikaji dengan lingkungan internal maupun
eksternal, dan isu-isu tersebut banyak mempengaruhi organisasi
tersebut. Maka semua isu strategis adalah penting, tapi tidak semua
isu penting adalah strategis."

Menurut Bryson (1988) menawarkan cara lima langkah dalam
merumuskan isu strategis, sebagai berikut:
1. Identifikasi sumber isu-isu strategis (lingkungan eksternal dan
internal).
2. ldentifikasi konteks isu-isu strategis (meliputi: karakteristik
isu, karakteristik atau proses agenda, tahapan perhatian)
3. Seleksi informasi, berdasarkan tiga fokus menurut pelaku/
aktor, bidang kedinasan, dan permasalahan.
4. Memakai teknik-teknik analisis (analisis stakeholder, analisis
SWOT/7-S, analisis portofolio).
5. [Isu-isu strategis teridentifikasi.
d. Tujuan dan sasaran
Bila perencanaan strategis tidak menggunakan visi, maka bia-
sanya sebelum merumuskan strategi, perlu disusun tujuan umum
(goals). dan sasaran (objectives) lebih dulu. Tujuan merupakan
pernyataan umum tentang keadaan organisasi pada suatu waktu di
masa depan (misal: 5 tahun lagi). Tujuan organisasi dapat berubah
dari waktu kewaktu, tapi tidak biasa bila perubahan tersebut
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terjadi secara lambat atau dalam peningkatan sedikit demi sedikit
saja (in small increments).

Terdapat banyak variasi dalam menuliskan tujuan, dari yang
lebih "garis besar" ke lebih rinci. Dalam menuliskan tujuan umum,
Merson (1979, pp. 25-26) menyarankan:

"Dalam konteks pernyataan misi, maka tujuan umum perlu
dituliskan untuk setiap program dan layanan utama. Dengan demi-
kian, tujuan-tujuan ini perlu dinyatakan dalam istilah yang cukup
umum dan non-kuantitatif. Tujuan-tujuan tersebut perlu dirancang
agar tetap valid untuk masa paling tidak lima sampai sepuluh tahun
serta sebaiknya secara konsekuen ditujukan untuk menanggapi
kecenderungan di pasar dan kebutuhan publik yang diperkirakan
berlangsung lama, meskipun tidak diperkirakan secara kuantitatif."

Sasaran (objectives) bersifat spesifik dan terukur; satu tujuan
dapat mempunyai lebih dari satu sasaran. Sasaran berjangka
pendek dan mencerminkan cara mencapai tujuan dan mensukses-
kan rencana. Sasaran dapat pula dirinci lagi menjadi sub sasaran
serta subsub sasaran, bila perlu.

e. Strategi

Menurut Glueck et al (1989) strategi adalah rencana yang
disatukan, luas dan berintegrasi yang menghubungkan keunggulan
strategis perusahaan dengan tantangan lingkungan, yang dirancang
untuk memastikan bahwa tujuan utama dari perusahaan dapat
dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi. Definisi
strategi adalah cara untuk mencapai tujuan jangka panjang. Strate-
gi bisnis bisa berupa perluasan geografis, diversifikasi, akuisisi,
pengembangan produk, penetrasi pasar, rasionalisasi karyawan,
divestasi, likuidasi dan joint venture (David, 2004).

Pengertian strategi secara umum dan khusus sebagai berikut:
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1. Pengertian umum strategi adalah proses penentuan rencana
para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka pan-
jang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya
bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai.

2. Pengertian khusus strategi merupakan tindakan yang bersifat
incremental (senantiasa meningkat) dan terus-menerus, serta
dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang di-
harapkan oleh para pelanggan di masa depan.

Strategi dirumuskan dalam dua perspektif berbeda, yang per-
tama strategi adalah program yang luas untuk mendefinisikan dan
mencapai tujuan organisasi dan melaksanakan misinya. Pengertian
ini lebih mengarahkan pada peranan aktif organisasi untuk melak-
sanakan program sebagai strategi organisasi menghadapi peru-
bahan lingkungan. Strategi ini dikenal sebagai perencanaan strate-
gl.

Perspektif kedua strategi adalah pola tanggapan organisasi
yang dilakukan terhadap lingkungan sepanjang waktu. Pengertian
ini lebih mengarahkan organisasi untuk bersikap pasif, yang
artinya para manajer akan menganggapi dan menyesuaikan diri
dengan lingkungan hanya jika mereka merasa perlu untuk me-
lakukannya. Strategi ini dikenal sebagai strategi adaptif. Dalam hal
ono lebih ditekankan pada peranan aktif manajer yang dikenal se-
bagai perencanaan strategis yang fokusnya luas dan berjangka pan-
jang.

Beberapa langkah menurut Hariadi (2005) yang perlu dil-
akukan perusahaan dalam merumuskan strategi, yaitu:

1. Mengidentifikasi lingkungan yang akan dimasuki oleh perus-
ahaan di masa depan dan menentukan misi perusahaan untuk
mencapai visi yang dicita-citakan dalam lingkungan tersebut.

2. Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk
mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan an-
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caman yang akan dihadapi oleh perusahaan dalam menjalan-
kan misinya.

3. Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan (key success
factors) dari strategi-strategi yang dirancang berdasarkan ana-
lisis sebelumnya.

4. Menentukan tujuan dan target terukur, mengevaluasi berbagai
alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumberdaya
yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi.

5. Memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai tujuan
jangka pendek dan jangka panjang.

Bryson (1988) menjelaskan tentang strategi sebagai berikut:
"Strategi dapat dipikirkan sebagai suatu pola tujuan, kebijakan,
program, tindakan, keputusan, atau alokasi sumberdaya yang me-
nunjukkan jatidiri suatu organisasi, hal-hal yang dilakukannya, dan
alasan melakukan hal-hal tersebut. Dengan demikian, strategi
merupakan perluasan dari misi untuk menjembatani antara organi-
sasi tersebut dengan lingkungannya. Strategi umumnya dibuat
untuk menanggapi isu strategis, yaitu merupakan garis besar
tanggapan organisasi tersebut terhadap pilihan kebijakan yang
fundamental. (Bila pendekatan tujuan umum yang dipakai, maka
strategi dirumuskan untuk mencapai tujuan tersebut; dan bila
pendekatan visi yang dipakai, maka strategi dikembangkan untuk
mencapai visi tersebut)."

Dalam penelitian ini peneliti berpendapat bahwa perumusan
strategi merupakan proses penyusunan langkah-langkah ke depan
yang dimaksudkan untuk membangun visi dan misi organisasi,
menetapkan tujuan strategis dan keuangan perusahaan, serta
merancang strategi untuk mencapai tujuan tersebut dalam rangka
menyediakan customer value terbaik.
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2. Rencana operasional

Perencanaan operasional mengidentifikasi prosedur-prosedur
dan proses-proses spesifik yang diperlukan pada tingkatan yang
lebih rendah dalam organisasi. Manajer garis depan biasanya ber-
fokus pada tugas-tugas rutin (Bateman et al, 2008). Tujuan
perencanaan operasional adalah untuk merinci tujuan dasar yang
kemudian diikuti dengan aktivitas-aktivitas (Rai, 2008). Peren-
canaan operasional menurut Assaf (2001) lebih spesifik dan lebih
detail dalam desain, proses dan kegiatannya.

Perencanaan operasional meliputi perencanaan yang detail un-
tuk setiap dan semua kegiatan yang akan dilakukan selama men-
erapkan sebagian atau seluruh mutu layanan. Dalam tahap
perencanaan ini, individu yang berwenang secara aktif mempred-
iksi alokasi sumber daya yang tepat, berbagai keperluan pelatihan,
partisipasi pegawai, serta jenis dan jumlah projek yang akan dil-
akukan, semuanya merupakan prediksi untuk tahap intervensi.
Tahap perencanaan ini membutuhkan lebih banyak waktu dan de-
tail dibandingkan tahap perencanaan strategis dan juga merupakan
langkah penting sebelum menerapkan setiap proses dengan tepat.

Rencana operasional (operational plan) terdiri atas rencana
sekali pakai dan rencana tetap. Rencana sekali pakai dikembangkan
untuk mencapai tujuan tertentu dan ditinggalkan manakala tujuan
tersebut telah dicapai. Rencana sekali pakai merupakan arah tin-
dakan yang mungkin tidak akan terulang dalam bentuk yang sama
dimasa yang akan datang. Bentuk utama rencana sekali pakai, anta-
ralain:

1. Program (Programs)

Program mencakup serangkaian aktivitas yang relatif luas. Sua-
tu program menjelaskan:

a. Langkah-langkah utama yang diperlukan untuk mencapai sua-
tu tujuan
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b. Unit atau anggota yang bertanggung jawab untuk setiap
langkah

c. Urutan serta pengaturan waktu setiap langkah

2. Projek (Project)

Projek adalah bagian program yang lebih kecil dan mandiri.
Projek memiliki cakupan terbatas dan petunjuk yang jelas menge-
nai tugas dan waktu. Setiap projek akan menjadi tanggung jawab
setiap individu yang ditunjuk dan diberi sumber daya spesifik dan
dalam batas waktu tertentu.

3. Anggaran (Budget)

Anggaran adalah pernyataan tentang sumber daya keuangan
(financial resource) yang disediakan untuk kegiatan tertentu dalam
waktu tertentu pula .Anggaran merupakan alat untuk mengen-
dalikan aktivitas suatu organisasi. Oleh karena itu, anggaran meru-
pakan komponen penting dari setiap program dan projek. Ang-
garan mendeskripsikan pendapatan dan biaya. Dengan demikian,
anggaran menentukan target aktivitas seperti hasil penjualan,
biaya tiap bagian, atau investasi baru.

Sedangkan rencana tetap merupakan pendekatan yang sudah
dilakukan untuk menangani situasi yang terjadi berulang (repeti-
tive) dan dapat diperkirakan. Rencana tetap itu memberikan kes-
empatan kepada manajer untuk menghemat waktu yang digunakan
dalam perencanaan dan pengambilan keputusan karena situasi
yang serupa ditangani dengan cara yang konsisten yang telah
ditentukan sebelumnya. Bentuk utama rencana tetap, antara lain
sebagai berikut :

1. Kebijakan (policy)

Kebijakan adalah suatu pedoman umum dalam pengambilan
keputusan. Kebijakan menentukan apakah keputusan dapat diam-
bil atau tidak dapat diambil. Yang berhak membuat keputusan da-
lam suatu organisasi adalah manajer puncak (top manager). Mana-
jer puncak membuat suatu kebijakan disebabkan hal-hal berikut :
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a. Kebijakan tersebut akan meningkatkan efektivitas organisasi.

b. Harapan bahwa beberapa aspek organisasi dapat menc-
erminkan pula pribadi mereka.

c. Perlu menghilangkan adanya kontradiksi atau kekacauan yang
terjadi pada hierarki yang lebih rendah dalam organisasi yang
bersangkutan.

2. Prosedur standar (standart procedure)

Implementasi kebijakan dilakukan melalui garis pedoman lebih
detail yang disebut prosedur standar atau metode standar. Suatu
prosedur memberikan seperangkat petunjuk detail untuk melak-
sanakan urutan tindakan yang sering atau biasa terjadi.

3. Peraturan (rules)

Peraturan adalah pernyataan bahwa suatu tindakan harus dil-
akukan atau tidak boleh dilakukan dalam situasi tertentu. Pera-
turan merupakan rencana tetap yang paling jelas dan bukan meru-
pakan pedoman pemikiran atau pengambilan keputusan.

Rencana operasional menurut Griffin (2003) cenderung ber-
fokus sempit, memiliki horizon waktu yang relatif singkat dan
melibatkan manajer tingkat rendah. Dua bentuk dasar rencana
operasional dan jenis spesifik dari setiap rencana operasional dir-
ingkas dalam Tabel 2.1.
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Tabel 2.1 Dasar rencana operasional

Rencana Deskipsi

1. Rencana sekali pakai Dikembangkan untuk melaksanakan
serangkaian tindakan yang mungkin
tidak berulang di masa mendatang

a. Program Rencana sekali pakai untuk se-
rangkaian aktivitas yang besar
b. Projek Rencana sekali pakai untuk lingkup

yang lebih sempit dan tidak lebih
kompleks dibandingkan dengan pro-
gram

2. Rencana tetap Dikembangkan untuk aktivitas yang
berulang secarateratur selama suatu
periode waktu tertentu

a. Kebijakan Rencana tetap yang merinci respons
umum organisasi terhadap suatu
masalah atau situasi tertentu

b. Prosedur operasi Rencana tetap yang menguraikkan

standar langkah-langkah yang harus diikuti
dalam situasi tertentu

c. Aturan dan per- Rencana tetap yang mendeskripsi-

aturan kan dengan tepat bagaimana aktivi-
tas tertentu dilaksanakan

Sumber : Griffin (2003)

Dalam penelitian ini menurut peneliti, rencana operasional
merupakan perencanaan yang dilakukan secara detail meliputi
program, kegiatan, pendanaan, waktu dan pengelola kegiatan
dalam jangka pendek/menengah dengan memperhatikan kebijak-
an, peraturan dan prosedur standar.

| 44 " AASA



PENGELOLAAN SANITASI PERMUKIMAN WILAYAH PERKOTAAN

3. Tindakan/Implementasi

Tindakan/implementasi adalah jumlah keseluruhan aktivitas
dan pilihan yang dibutuhkan untuk dapat menjalankan peren-
canaan strategis. Implementasi merupakan proses dimana bebe-
rapa strategi dan kebijakan diubah menjadi tindakan melalui
pengembangan program, anggaran dan prosedur. Walaupun im-
plementasi biasanya baru dipertimbangkan setelah strategi diru-
muskan, akan tetapi implementasi merupakan kunci suksesnya
dari manajemen strategi. Perumusan strategi dan implementasi
harus dilihat seperti dua sisi mata uang.

Menurut Bruton et al. (2000) menyatakan:
“the origins of strategic planning can be traced to military organiza-
tions. In a war an army must determine its strengths and weaknesses.
From this information it then determines its advantages over its and,
thus at what poin to attack that adversary.”

Dengan adanya implementasi, maka suatu strategi tidak mem-
punyai arti apa-apa. Implementasi strategi merupakan satu proses
tersendiri dan sering tidak dipandang sebagai bagian integral dari
pengambilan keputusan. Implementasi adalah operasionalisasi dari
berbagai aktivitas guna mencapai suatu sasaran tertentu. Higgins
dikutip oleh Salusu (2006), menyatakan bahwa implementasi ada-
lah rangkuman dari berbagai kegiatan yang didalamnya sumber
daya manusia menggunakan sumber daya lain untuk mencapai
sasaran dari strategi.

Dalam penelitian ini menurut peneliti, tindakan/implementasi
merupakan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan
rencana strategi dan rencana operasional yang ditentukan dalam
mencapai tujuan dan sasaran.
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C. Evaluasi Kinerja
1. Pengertian evaluasi
[stilah Evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (apprais-
al), pemberian angka (rating) dan penilaian (assesment). Evaluasi
kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi da-
lam menghasilkan pelayanan publik. Akuntabilitas bukan sekedar
kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan,
akan tetapi meliputi apakah uang tersebut dibelanjakan secara eko-
nomis, efektif, dan efisien.
Menurut Dunn (2003, p. 608), istilah evaluasi mempunyai arti
yaitu:
“Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan
penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating) dan penilaian
(assessment), katakata yang menyatakan usaha untuk meng-
analisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti
yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi infor-
masi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan”

Pengertian di atas menjelaskan bahwa evaluasi merupakan
hasil kebijakan yang pada kenyataannya mempunyai nilai dari hasil
tujuan atau sasaran kebijakan. Bagian akhir dari suatu proses kerja
adalah evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja membantu pimpinan un-
tuk mengambil keputusan dalam suatu kebijakan, nilai yang
dihasilkan dari evaluasi membuat suatu kebijan bermanfaat bagi
pelayanan publik.

Adapun menurut Ndraha (1989, p. 201) di Indonesia ber-
pendapat bahwa evaluasi merupakan proses perbandingan antara
standar dengan fakta dan analisa hasilnya. Kesimpulannya adalah
perbandingan antara tujuan yang hendak dicapai dalam penye-
lesaian masalah dengan kejadian yang sebenarnya, sehingga dapat
disimpulkan dengan analisa akhir apakah suatu kebijakan harus
direvisi atau dilanjutkan.
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Menurut Commonwealth of Australia (1989, p. 1), evaluasi bi-
asanya didefinisikan sebagai kegiatan untuk mengukur keberhasi-
lan pelaksanaan kebijakan. Secara umum, evaluasi dapat didefinisi-
kan sebagai the systematic assessment of the extent to which:

1. Program inputs are used to maximise outputs (efficiency);

2. Program outcomes achieve stated objectives (effectiveness);

3. Program objectives match policies and community needs (ap-
propriateness).

Menurut pendapat di atas, evaluasi adalah penilaian secara sis-
timatis untuk melihat sejauh mana efisiensi suatu program masuk-
an (input) untuk memaksimalkan keluaran (output), evaluasi juga
digunakan untuk mencapai tujuan dari program pencapaian hasil
atau afaktifitas, dan kesesuaian program kebijakan dan kebutuhan
masyarakat. Evaluasi juga termasuk salah satu kegiatan yang dil-
akukan untuk mengukur keberhasilan suatu kebijakan.

Menurut Danim (2000, p. 14) mengemukakan definisi peni-
laian (evaluating) adalah:

“Proses pengukuran dan perbandingan dari hasil-hasil pekerjaan

yang nyatanya dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya. Ada be-

berapa hal yang penting diperhatikan dalam definisi tersebut, yai-
tu:

1. Bahwa penilaian merupakan fungsi organik karena pelaksa-
naan fungsi tersebut turut menentukan mati hidupnya suatu
organisasi.

2. Bahwa penilaiaan itu adalah suatu proses yang berarti bahwa
penilaian adalah kegiatan yang terus menerus dilakukan oleh
administrasi dan manajemen

3. Bahwa penilaian menunjukkan jurang pemisah antara hasil
pelaksanaan yang sesungguhnya dengan hasil yang seharusnya
dicapai”.
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Pendapat di atas dapat diperoleh gambaran bahwa evaluasi
adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengukur serta mem-
bandingkan hasil-hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dicapai
dengan hasil yang seharusnya menurut rencana, sehingga di-
peroleh informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan,
serta dapat dilakukan perbaikan bila terjadi penyimpangan di da-
lamnya.

Menurut Dunn (2003, pp. 608-609), evaluasi mempunyai
karakteristik yang membedakannya dari metode-metode analisis
kebijakan lainnya yaitu:

1. Fokus nilai. Evaluasi berbeda dengan pemantauan, dipusatkan
pada penilaian menyangkut keperluan atau nilai dari sesuatu
kebijakan dan program.

2. Interdependensi Fakta-Nilai. Tuntutan evaluasi tergantung
baik "fakta” maupun “nilai”.

3. Orientasi Masa Kini dan Masa Lampau. Tuntutan evaluatif, ber-
beda dengan tuntutan-tuntutan advokat, diarahkan pada hasil
sekarang dan masa lalu, ketimbang hasil di masa depan.

4. Dualitas nilai. Nilai-nilai yang mendasari tuntutan evaluasi
mempunyai kualitas ganda, karena mereka dipandang sebagai
tujuan dan sekaligus cara.

Berdasarkan penjelasan di atas, karakteristik evaluasi terdiri
dari empat karakter. Pertama yaitu fokus nilai, karena evaluasi
adalah penilaian dari suatu kebijakan dalam ketepatan pencapaian
tujuan dan sasaran kebijakan. Kedua yaitu interdependensi fakta-
nilai, karena untuk menentukan nilai dari suatu kebijakan bukan
hanya dilihat dari tingkat kinerja tetapi juga dilihat dari bukti atau
fakta bahwa kebijakan dapat memecahkan masalah tertentu. Ketiga
yaitu orientasi masa kini dan masa lampau, karena tuntutan evalu-
atif diarahkan pada hasil sekarang dan masa lalu sehingga hasil
evaluasi dapat dibandingkan nilai dari kebijakan tersebut. Keempat
yaitu dualitas nilai, karena nilai-nilai dari evaluasi mempunyai arti
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ganda baik rekomendasi sejauh berkenaan dengan nilai yang ada
maupun nilai yang diperlukan dalam mempengaruhi pencapaian
tujuan-tujuan lain.

Dalam penelitian ini, menurut peneliti bahwa metode kriteria
evaluasi terdiri dari: (a) Efektivitas, merupakan suatu alternatif
mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan
dari diadakannya tindakan; (b) Efisiensi, berkenaan dengan jumlah
usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas
tertentu; (c) Kecukupan, merupakan sejauhmana tingkat efektivitas
dalam memecahkan masalah untuk memuaskan kebutuhan, nilai
atau kesempatan yang menumbuhkan masalah.

2. Pengertian kinerja

Secara etimologi, kinerja berasal dari kata prestasi kerja (per-
formance). Sebagaimana dikemukakan oleh Mangkunegara (2005,
p. 67) bahwa istilah kinerja berasal dari kata job performance atau
actual performance (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya
yang dicapai seseorang) yaitu hasil kerja secara kualitas dan
kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan
tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Kinerja dapat diartikan sebagai perilaku berkarya, berpenam-
pilan atau berkarya. Kinerja merupakan bentuk bangunan organi-
sasi yang bermutu dimensional, sehingga cara mengukurnya ber-
variasi tergantung pada banyak faktor (Bates dan Holton dalam
Mulyadi, 2006, p. 111). Pengertian kinerja organisasi adalah hasil
kerja organisasi dalam mewujudkan tujuan yang ditetapkan
organisasi, kepuasan pelanggan serta kontribusinya terhadap per-
kembangan ekonomi masyarakat tempat organisasi Mulyadi (2006,
p.111).

Indikator kinerja organisasi adalah ukuran kuantitatif maupun
kualitatif yang dapat menggambarkan tingkat pencapaian sasaran
dan tujuan. Untuk mengetahui kinerja pelayanan dapat dilihat dari
seberapa besar output, semakin besar volume output berarti se-
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makin tinggi pula tingkat kinerjanya. Indikator kinerja berguna

untuk menunjukan kemajuan dalam rangka menuju pencapaian

sasaran maupun tujuan organisasi yang bersangkutan Mulyadi

(2006, p. 111). Baik buruknya penilaian kinerja sangat terkait dan

dapat diukur melalui penilaian tingkat efisiensi dan efektifitas.

(Prawirosentono, 1999, p. 29)

Menurut Nurmandi (1999, p. 193), efisiensi menunjukan pada
rasio minimal antara input dan output. Input yang kecil dan diikuti
dengan diikuti dengan output yang besar merupakan kondisi yang
diharapkan. Efektifitas (effectiveness) memfokuskan pada tingkat
pencapaian terhadap tujuan organisasi dalam memberikan pela-
yanan. Salah satu ukuran efektifitas adalah derajat kepuasan
masyarakat. Ukuran ini tidak mempertimbangkan berapa berapa
biaya, tenaga dan waktu yang digunakan dalam memberikan pela-
yanan tetapi lebih menitik beratkan pada tercapainya tujuan
organisasi pelayanan publik.

Menurut Mulyadi (2006, p. 118), beberapa pengukuran kinerja
antara lain adalah sebagai berikut:

1. Membandingkan Kkinerja nyata dengan Kkinerja yang diren-
canakan.

2. Membandingkan kinerja nyata dengan hasil (sasaran) yang
diharapkan.

3. Membandingkan kenerja tahun ini dengan tahun-tahun sebe-
lumnya.

4. Membandingkan kinerja satu instansi dengan kinerja instansi
lain atau dengan swasta yang unggul dibidang tugas yang sama
dengan kegiatan yang sedang diukur.

5. Membandingkan kinerja nyata dengan standar kinerja.

Dalam penelitian ini menurut peneliti, kinerja merupakan hasil
kerja yang secara kualitas dan kuantitasnya dapat dicapai individu
atau organisasi sesuai dengan tanggung jawab yang diemban yang
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terkait dengan tingkat efisiensi dan efektifitas, maupun dengan
melihat dari seberapa besar output sehingga dapat dilihat apabila
semakin besar volume output berarti semakin tinggi pula tingkat
kinerjanya.

3. Pengertian evaluasi kinerja

Evaluasi kinerja disebut juga “performance evaluation” atau
“performance appraisal”. Appraisal berasal dari kata Latin “apprati-
are” yang berarti memberikan nilai atau harga. Evaluasi kinerja be-
rarti memberikan nilai atas pekerjaan yang dilakukan oleh
seseorang untuk diberikan imbalan, kompensasi atau penghargaan.
Evaluasi kinerja merupakan cara yang paling adil dalam mem-
berikan imbalan atau penghargaan kepada pekerja. Setiap orang
pada umumnya ingin berprestasi dan mengharapkan prestasinya
diketahui dan dihargai orang lain. Mengginson (1981) dikutip oleh
Mangkunegara (2005, p. 10) mengemukakan evaluasi kinerja atau
penilaian prestasi adalah “penilaian prestasi kerja (performance
appraisal), suatu proses yang digunakan pimpinan untuk menen-
tukan apakah seseorang karyawan melakukan pekerjaannya sesuai
dengan tugas dan tanggung jawabnya.” Evaluasi kinerja merupakan
suatu proses penilaian kinerja aparatur yang dilakukan untuk
melihat tanggung jawab pekerjaannya setiap hari apakah terjadi
peningkatan atau penurunan sehingga pemimpin bisa memberikan
suatu motivasi penunjang untuk melihat kinerja aparatur kede-
pannya. Evaluasi harus sering dilakukan agar masalah yang di
hadapi dapat diketahui dan dicari jalan keluar yang baik.

Evaluasi kinerja yang dikemukakan Simanjuntak (2005, p. 103)
adalah “suatu metode dan proses penilaian pelaksanaan tugas
(performance) seseorang atau sekelompok orang atau unit-unit
kerja dalam satu perusahaan atau organisasi sesuai dengan standar
kinerja atau tujuan yang ditetapkan lebih dahulu”. Berdasarkan
pengertian tersebut maka evaluasi kinerja merupakan suatu proses
yang digunakan oleh pimpinan untuk menentukan prestasi kerja
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seorang karyawan dalam melakukan pekerjaannya menurut tugas
dan tanggung jawabnya. Evaluasi kinerja adalah penilaian yang dil-
akukan secara sistematis untuk mengetahui hasil pekerjaan kar-
yawan dan kinerja organisasi. Selain itu, juga untuk menentukan
kebutuhan pelatihan kerja secara tepat, memberikan tanggung ja-
wab yang sesuai kepada karyawan sehingga dapat melaksanakan
pekerjaan yang lebih baik di masa mendatang dan sebagai dasar
untuk menentukan Kkebijakan dalam hal promosi jabatan atau
penentuan imbalan.

Evaluasi kinerja kemudian di definisikan oleh Society for Hu-
man Resource Management dikutip oleh Wirawan (2009, p. 12), yai-
tu:

“The process of evaluting how well employees perform their jobs
when compared to a set of standards, and then communicating
that information to employees.”

Evaluasi kinerja merupakan suatu proses untuk mengetahui
sejauh mana kinerja aparatur bila dibandingan dengan serangakain
standarisasi yang dilakukan untuk bekerja sesuai komunikasi infor-
masi yang telah diberikan oleh pimpinan. Evaluasi kinerja di-
lakukan juga untuk menilai seberapa baik aparatur bekerja setelah
menerima informasi dan berkomunikasi dengan aparatur yang lain
agar pekerjaan sesuai dengan kemauan pimpinan dan kinerja para
aparatur itu sendiri dapat terlihat secara baik oleh pimpinan dan
masyarakat selaku penilai.

4. Kinerja pengelolaan sanitasi

Kinerja pengelolaan sanitasi dapat diukur dengan memban-
dingkan kinerja nyata dengan hasil atau sasaran yang di-harapkan,
disamping itu kinerja juga sangat terkait dengan tingkat efisiensi
dan efektifitas. Kinerja pengelolaan sanitasi merupakan perban-
dingan antara hasil nyata dengan sasaran yang ingin dicapai dalam
sistem pengelolaan sanitasi yang meliputi aspek teknis, kelem-
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bagaan, pembiayaan, hukum dan peran serta masyarakat. Untuk

melakukan penilaian kinerja dalam pengelolaan sampah sangat

terkait dengan kualitas pelayanan yang dapat dinikmati oleh
masyarakat serta kepuasan yang dinikmati oleh masyarakat.

Menurut Haryono (2004, p. 41), untuk mengukur keberhasilan
dalam mencapai sasaran pengelolaan sampah dapat diukur dengan
menghitung melalui:

1. Perbandingan antara keterangkutan sampah dengan jumlah
timbulan yang dihasilkan oleh suatu kota berdasarkan kondisi
wilayah dan kepadatan penduduk.

2. Perbandingan antara daerah yang dilayani dengan luas daerah
yang seharusnya dilayani.

3. Jumlah penduduk yang dilayani harus diimbangi dengan
ketersediaan sarana dan prasarana, personil dan biaya yang
dibutuhkan dalam pengelolaan sampah.

Menurut Ismaria (1992), salah satu faktor penentu baik buruk-
nya operasi pengelolaan sampah adalah metode operasional yang
dipengaruhi oleh karakteristik komponen operasinya seperti
seperti kendaraan, tenaga operasional serta faktor eksternal lain-
nya seperti kondisi fisik wilayah operasi. Secara kuantitatif, efekt-
ifitas dan efisiensi operasi pengelolaan sampah dapat diukur ber-
dasarkan volume yang di tangani. Menurut Mulyadi (2006, p. 138),
untuk membuat hasil evaluasi kinerja digunakan skala pengukuran
kinerja. Skala pengukuran kinerja tersebut dibuat ber-dasarkan
skala pengukuran kinerja antara lain dengan cara pengukuran
ordinal.

Dalam penelitian ini menurut peneliti, penilaian kinerja penge-
lolaan sanitasi dapat dilihat dari 2 (dua) sudut pandang yaitu:

1. Berdasarkan perbandingan dengan standar normatif atau
kajian literatur yang sesuai.

2. Berdasarkan persepsi masyarakat yang sudah mendapat
jangkauan pelayanan sanitasi.
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D. Perencanaan Partisipasi
Dalam penelitian ini metode perencanaan partisipasi yang

digunakan adalah methode participatory assessment (MPA). Meth-

odologi participatory assessment (MPA) adalah metodologi terobo-
san yang pertama kali divalidasi dalam studi penelitian pada tahun

2001. Hal ini dilakukan oleh Water and Sanitation Program (WSP)

dan IRC dengan 88 komunitas di 15 negara dan meneliti isu-isu

berikut (Schweitzer, 2014):

e Tingkat perencanaan demokratis dan demand-responsif;

o Tingkat pembagian yang adil dari beban dan manfaat antara
perempuan dan laki-laki;

e Tingkat otonomi, ekuitas, dan kualitas manajemen layanan lo-
kal;

e Tingkat dukungan kelembagaan untuk partisipasi masyarakat
dan manajemen, jenis kelamin, serta keadilan sosial;

e Tingkat dukungan kebijakan.

Menurut Dayal et al. (2000), MPA merupakan pengembangan
dari pendekatan-pendekatan partisipatif misalnya PRA yang meru-
pakan perangkat peralatan dan metode yang selama bertahun-
tahun telah terbukti efektif untuk membuat masyarakat ber-
partisipasi. MPA mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1) MPA merupakan metode yang ditujukan baik kepada instansi
pelaksana maupun kepada masyarakat untuk mencapai kondi-
si pengelolaan sarana yang berkesinambungan dan digunakan
secara efektif. Dirancang sedemikian rupa untuk melibatkan
pihak yang berkepentingan (stakeholder) utama dan meng-
analisis keberadaan masyarakat yang memiliki 4 komponen
penting: lelaki miskin, perempuan miskin, lelaki kaya, per-
empuan kaya.

2) MPA menggunakan satu set indikator yang “sector specific” un-
tuk mengukur kesinambungan, kebutuhan, gender dan kepe-
kaan akan kemiskinan. Masing-masing diukur dengan meng-
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gunakan urutan alat partisipatifi pada masyarakat, instansi
pelaksana dan pembuat kebijakan. Hasil dari penilaian pada
tingkat masyarakat dibawa oleh wakil-wakil masyarakat
pengguna dan instansi pelaksana ke dalam rapat pihak ber-
kepentingan (stakeholder), dengan tujuan untuk secara bersa-
ma mengevaluasi faktor-faktor kelembagaan yang berpeng-
aruh pada dampak projek dan kesinambungan pada tingkat
lapangan. Hasil dari penilaian kelembagaan digunakan untuk
melakukan peninjauan ulang atas kebijakan pada tingkat pro-
gram atau tingkat nasional.

3) MPA menghasilkan sejumlah data kualitatif tingkat desa, seba-
giannya dapat dikuantitatifkan kedalam sistem ordinal oleh
para warga desa itu sendiri. Data kuantitatif ini dapat dianalisis
secara statistik.

4) Dengan cara ini kita dapat mengadakan analisis antar masya-
rakat, antar projek dan antar waktu, serta pada tingkat pro-
gram. Dengan demikian MPA dapat digunakan untuk meng-
hasilkan informasi manajemen untuk projek skala besar dan
data yang sesuai untuk analisis program.

MPA merupakan sebuah metodologi yang bersifat partisipatif,
menggunakan pendekatan Participatory Rural Appraisal (PRA) dan
Self esteem, Associate strength, Resourcefulness, Action Planning, Re-
sponsibility (SARAR). Metodologi ini mengungkapkan cara-cara
kaum perempuan dan keluarga kurang mampu berpartisipasi dan
mengambil manfaat atas suatu sarana, bersama-sama kaum lelaki
dan keluarga. Selain itu, dalam metode ini diperlihatkan juga
faktor-faktor kunci menuju keberhasilan dalam suatu kegiatan san-
itasi yang dikelola masyarakat. MPA menambahkan sebuah kerang-
ka analitis yang mendorong ke arah kesinambungan dan memberi
kemungkinan merubah data partisipatif menjadi kode kuantitatif
untuk dipakai dalam analisis kesinambungan. Karena watak kese-
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luruhannya adalah partisipatif, MPA mendorong proses pembela-
jaran para peserta. Fasilitator yang telah terampil dan peka akan
masalah gender dan kemiskinan merupakan kunci untuk men-
dorong daur pembelajaran dan tindakan pada semua tingkat:
masyarakat, rapat pihak yang berkepentingan (stakeholder), dan

pengendali kebijakan.

Metodologi untuk penilaian partisipatif menggunakan bebe-

rapa langkah (Nurcholis 2009), yaitu:

a.

Secondary Data Review (SDR) - Review Data Sekunder.
Merupakan cara mengumpulkan sumber-sumber informasi
yang telah diterbitkan maupun yang belum disebarkan. Tujuan
dari usaha ini adalah untuk mengetahui data manakah yang te-
lah ada sehingga tidak perlu lagi dikumpulkan.

Direct Observation - Observasi Langsung.

Direct Observation adalah kegiatan observasi langsung pada
obyek-obyek tertentu, kejadian, proses, hubungan-hubungan
masyarakat dan mencatatnya. Tujuan dari teknik ini adalah un-
tuk melakukan cross-check terhadap jawaban-jawaban masya-
rakat.

Semi-Structured Interviewing (SSI) - Wawancara Semi Ter-
struktur.

Teknik ini adalah wawancara yang mempergunakan panduan
pertanyaan sistematis yang hanya merupakan panduan ter-
buka dan masih mungkin untuk berkembang selama interview
dilaksanakan. SSI dapat dilakukan bersama individu yang di-
anggap mewakili informasi, misalnya wanita, pria, anak-anak,
pemuda, petani, pejabat lokal.

Focus Group Discussion — Diskusi Kelompok Terfokus.

Teknik ini berupa diskusi antara beberapa orang untuk mem-
bicarakan hal-hal bersifat khusus secara mendalam. Tujuannya
untuk memperoleh gambaran terhadap suatu masalah tertentu
dengan lebih rinci.
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e. Preference Ranking and Scoring.
Adalah teknik untuk menentukan secara tepat problem-
problem utama dan pilihan-pilihan masyarakat. Tujuan dari
teknik ini adalah untuk memahami prioritas-prioritas ke-
hidupan masyarakat sehingga mudah untuk diperbandingkan.

f.  Direct Matrix Ranking.
Adalah sebuah bentuk ranking yang mengidentifikasi daftar
criteria obyek tertentu. Tujuannya untuk memahami alasan
terhadap pilihan-pilihan masyarakat, misalnya mengapa mere-
ka lebih suka menanam pohon rambutan dibandingkan dengan
pohon yang lain. Kriteria ini mungkin berbeda dari satu orang
dengan orang lain, misalnya menurut wanita dan pria tentang
tanaman sayur.

g. Peringkat Kesejahteraan.
Rangking Kesejahteraan Masyarakat di suatu tempat tertentu.
Tujuannya untuk memperoleh gambaran profil kondisi sosio-
ekonomis dengan cara menggali persepsi perbedaan-per-
bedaan kesejahteraan antara satu keluarga dan keluarga yang
lainnya dan ketidak seimbangan di masyarakat, menemukan
indicator-indikator lokal mengenai kesejahteraan.

h. Pemetaan Sosial.
Teknik ini adalah suatu cara untuk membuat gambaran kondisi
sosial-ekonomi masyarakat, misalnya gambar posisi per-
mukiman, sumber-sumber mata pencaharian, peternakan,
jalan, dan sarana-sarana umum. Hasil gambaran ini merupakan
peta umum sebuah lokasi yang menggambarkan keadaan
masyarakat maupun lingkungan fisik.

i.  Transek (Penelusuran).
Transek merupakan teknik penggalian informasi dan media
pemahaman daerah melalui penelusuran dengan berjalan
mengikuti garis yang membujur dari suatu sudut ke sudut lain
di wilayah tertentu.
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Kalender Musim.
Adalah penelusuran kegiatan musiman tentang keadaan-
keadaan dan permasalahan yang berulang-ulang dalam kurun
waktu tertentu (musiman) di masyarakat. Tujuan teknik ini un-
tuk memfasilitasi kegiatan penggalian informasi dalam me-
mahami pola kehidupan masyarakat, kegiatan, masalah-
masalah, fokus masyarakat terhadap suatu tema tertentu,
mengkaji pola pemanfaatan waktu, sehingga diketahui kapan
saat-saat sibuk dan saat-saat waktu luang.
k. Alur Sejarah.
Alur sejarah adalah suatu teknik yang digunakan untuk menge-
tahui kejadian-kejadian dari suatu waktu sampai keadaan
sekarang dengan persepsi orang setempat. Tujuan dari teknik
ini adalah untuk memperoleh gambaran mengenai topik-topik
penting di masyarakat.
Analisa Mata Pencaharian.
Masyarakat akan terpandu untuk mendiskusikan kehidupan
mereka dari aspek mata pencaharian. Tujuan dari teknik ini
yaitu memfasilitasi pengenalan dan analisa terhadap jenis
pekerjaan, pembagian kerja pria dan wanita, potensi dan kes-
empatan, hambatan
m. Diagram Venn.
Teknik ini adalah untuk mengetahui hubungan institusional
dengan masyarakat. Tujuannya untuk mengetahui pengaruh
masing-masing institusi dalam kehidupan masyarakat serta
untuk mengetahui harapan-harapan apa dari masyarakat ter-
hadap institusi-institusi tersebut.
n. Kecenderungan dan Perubahan.
Adalah teknik untuk mengungkapkan kecenderungan dan pe-
rubahan yang terjadi di masyarakat dan daerahnya dalam
jangka waktu tertentu. Tujuannya untuk memahami perkem-
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bangan bidang-bidang tertentu dan perubahan-perubahan apa

yang terjadi di masyarakat dan daerahnya.
1. Pengertian partisipasi

Dalam konteks pembangunan, partisipasi berarti suatu proses
yang aktif dimana para pemanfaat mempengaruhi arah dan pelak-
sanaan projek-projek pembangunan dari pada hanya menerima
suatu bagian dari manfaat projek. Definisi ini mengemukakan dua
hal pokok, yaitu proses yang aktif, dan pemanfaat mempengaruhi
arah dan pelaksanaan projek-projek pembangunan. Dalam partisi-
pasi masyarakat terdapat proses yang berlangsung secara aktif,
yaitu masyarakat turut serta mempengaruhi arah dan pelaksanaan
projek sehingga bukan hanya terbatas pada menyumbang waktu,
tenaga dan dana (Mardikanto, 1988).

Menurut Nurcholis (2009) partisipasi pada umumnya meng-
andung unsur-unsur sebagai berikut: menyumbang; mempeng-
aruhi; berbagi; redistribusi kekuasaan dan kendali, sumber daya
manfaat, pengetahuan dan ketrampilan. Partisipasi diartikan se-
bagai peran aktif dalam mempengaruhi proses pembangunan serta
secara bersama-sama mengambil manfaat dari kegiatan yang dila-
kukan. Partisipasi diartikan pula sebagai penyerahan sebagian
peran dalam kegiatan-kegiatan dan tanggung jawab tertentu dari
suatu pihak pada pihak lain. Dapat disimpulkan bahwa partisipasi
masyarakat mengandung makna adanya keterlibatan aktif serta
pembagian peran dan tanggung jawab diantara pelaku.

Dalam penelitian ini partisipasi merupakan keterlibatan seba-
gian individu/kelompok secara aktif dan bermakna pada dua ting-
kat yang berbeda yaitu proses pengambilan keputusan dalam
penetapan tujuan dan alokasi sumber daya serta proses penetapan
program kegiatan. Dapat dikatakan bahwa penilaian partisipasi
ditentukan dua hal penting yakni pelibatan sebagian besar
masyarakat serta pemberian kesempatan dalam pengambilan
keputusan.
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Tingkat partisipasi
Memang disadari bahwa hingga kini tidak ada model yang

sempurna untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Partisipasi
merupakan model yang dinamis dan multi dimensional dalam
bentuk beragam serta mengalami perubahan selama masa siklus
projek dan sesudahnya, menurut kepentingan dan kebutuhan.

Menurut Arnstein (1969) dikutip oleh Slamet (1993) menye-

butkan terdapat delapan tingkatan partisipasi masyarakat dari
tertinggi ke terendah, yaitu :

1.
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Kontrol masyarakat, dalam tingkat ini kontrol masyarakat
terjadi dalam segala aspek, misalnya kontrol terhadap sekolah,
kontrol terhadap lingkungan.

Pelimpahan kekuasaan, negosiasi antara penduduk dan peme-
rintah diperoleh melalui pembuatan keputusan dominan yang
berada di tangan masyarakat dengan mendelegasikan pen-
dapatnya melalui wakil dalam parlemen.

Kemitraan, adanya kesepakatan untuk berbagai perencanaan
dan tanggung jawab pembuatan keputusan melalui struktur,
kerjasama, kebijaksanaan, komite perencanaan dan mekanis-
me dalam memecahkan persoalan.

Penenteraman, masyarakat mulai memiliki tingkat pengaruh
melalui tokensim jelas terlihat, tapi pelaksanaan partisipasi
masyarakat tersebut tergantung pelaksanaan dari prioritas
yang ditetapkan golongan elit.

Konsultasi, masyarakat diberi kesempatan dalam memberikan
opini mereka, tapi tidak dikombinasikan dengan kepastian
bahwa perhatian dan ide mereka akan diperhitungan.
Informasi, penekanan bentuk partisipasi dalam pemberian
informasi satu arah yang diberikan pemerintah kepada masya-
rakat, tanpa disediakan umpan balik dan kekuatan untuk nego-
siasi. Seringkali informasi disampaikan terlambat dibanding
perencanaannya.

S ALS



PENGELOLAAN SANITASI PERMUKIMAN WILAYAH PERKOTAAN

7. Terapi, bentuk partisipasi yang dilakukan adalah menggalang
masyarakat dalam kegiatan yang intensif, tapi fokusnya bukan
untuk mengobati mereka dari penyakit yang dihadapi tetapi
lebih merupakan tindakan yang rasial dan penipuan yang
menciptakan penyakit tersebut.

8. Manipulasi, partisipasi terjadi dimana kelompok sosial elit
yang minoritas menjadi pelaksana dan penentu pelaksanaan
komite/organisasi. Tujuan utama sebenarnya bukan untuk
memberikan kesempatan masyarakat yang kurang mampu
untuk mempunyai suara, tetapi digunakan untuk kepentingan
minoritas tersebut.

Dua Kklasifikasi terendah (8 dan 7) dikatakan sebagai bukan
peran serta, mayarakat hanya dijadikan sebagai obyek suatu kegia-
tan. Tiga klasifikasi berikutnya (6, 5, 4) menurut Arnstein adalah
masuk dalam derajat 'penghargaan’ atau 'mengalah’, yaitu saat
masyarakat sudah diajak bicara tentang keinginannya dan gagas-
annya, tetapi keputusan apa yang akan diambil sepenuhnya berada
di tangan pemerintah. Tiga klasifikasi teratas (3, 2, 1) adalah apa
yang sebenarnya ada dalam gagasan Arnstein tentang peran serta
masyarakat itu sendiri, yaitu pada derajat kekuasaan masyarakat
dimana sudah terjadi pembagian hak, tanggung jawab dan wewe-
nang antara masyarakat dan pemerintah dalam pengambilan
keputusan. Dalam penelitian ini partisipasi masyarakat dan swasta
seharusnya dirumuskan sebagai mengambil bagian dalam menen-
tukan hal-hal yang menyangkut atau mempengaruhi hidup dan
penghidupan masyarakat itu sendiri.

3. Bentuk dan ukuran partisipasi
Partisipasi masyarakat terdiri atas lima bentuk yaitu pikiran,

keterampilan atau keahlian, tenaga, harta benda dan uang Slamet

(1993). Sejalan dengan itu, bahwa kegiatan-kegiatan yang dapat

digolongkan sebagai partisipasi adalah ikut mengajukan usul-usul

mengenai suatu kegiatan, bermusyawarah dalam mengambil ke-
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putusan tentang alternatif program yang dianggap baik, melak-
sanakan apa yang telah diputuskan termasuk memberi iuran atau
sumbangan materil, mengawasi pelaksanaan keputusan, meng-
ajukan syarat dan kritik untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan
keputusan.

Partisipasi dapat diukur secara kualitatif. Dalam hal ini partisi-
pasi dari perbedaan tingkat intensitas (tipologi) keterlibatan ma-
syarakat (Burke, 2004). Tipologi-tipologi tersebut adalah sebagian
atau seluruh anggota masyarakat yang terlibat yang terlibat dalam
konsultasi penetapan projek, memberikan sumbangan finansial,
pelaksanaan swadaya masyarakat yang melibatkan semua anggota
masyarakat, pelibatan anggota masyarakat yang terlatih dalam tu-
gas pengelolaan prasarana, kerja kolektif (terutama kerja manual),
komitmen bersama dalam pengambilan, munculnya gagasan dan
tindakan perubahan dalam masyarakat, bangkitnya projek swa-
daya. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan
penyerahan tanggung jawab dapat dibedakan menjadi tidak ada
sama sekali, tidak langsung, konsultatif, berbagi dan memegang
kendali sepenuhnya. Tingkat partisipasi dimana masyarakat me-
megang kendali merupakan tujuan ideal (Slamet, 1993).

Salah satu indikator yang digunakan untuk menilai partisipasi
adalah kondisi prasarana. Semakin besar partisipasi, maka semakin
baik pula kondisi prasarana. Kondisi prasarana dapat diukur dari
berfungsi atau tidak serta rusak atau tidaknya prasarana. Namun,
rendahnya kondisi prasarana dapat tidak sepenuhnya disebabkan
oleh kurangnya partisipasi, tetapi oleh kesalahan perencanaan dan
pelaksanaan (Mardikanto, 1988).

Dalam penyusunan buku ini bentuk partisipasi masyarakat
dapat diukur dari keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sani-
tasi skala rumah tangga dengan ada atau tidaknya sarana dan pra-
sarana sanitasi. Kepemilikan sarana dan prasarana sanitasi rumah
tangga, merupakan wujud dari partisipasi masyarakat secara
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langsung dalam pengelolaan sanitasi permukiman. Selain itu, peri-
laku masyarakat dalam mewujudkan hidup bersih dan sehat juga
menjadi salah satu faktor dalam menentukan tingkat partisipasi
masyarakat.

4. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi

Partisipasi berkaitan erat dengan pelaku yang terlibat di
dalamnya. Partisipasi merupakan sebuah bentuk hubungan yang
saling menguntungkan bagi pelaku yakni pemerintah dan masya-
rakat (Nurcholis, 2009). Lebih lanjut, dalam hubungan tersebut
pemerintah perlu mengakui potensi masyarakat sebagai inovator.
Bila masyarakat aktif, pemerintah hanya bertindak sebagai fasili-
tator. Apabila masyarakat tidak aktif, pemerintah mengupayakan
agar masyarakat dapat berpartisipasi. Selain itu, pihak pelaksana
(professional, swasta) perlu memberi kesempatan kepada masya-
rakat berpartisipasi dalam proses perencanaan, alokasi sumber
daya dan pelaksanaan projek.

Partisipasi berkaitan pula dengan prinsip belajar yang saling
menguntungkan (mutual learning) antara masyarakat dengan
“orang luar” (pemerintah atau lembaga kemasyarakatan). Dalam
mutual learning terdapat pengakuan terhadap pengalaman dan
pengetahuan antar pelaku. Perkembangan pengalaman dan penge-
tahuan masyarakat sering kurang sesuai dengan perubahan dan
permasalahan yang dihadapi. Sebaliknya, tidak jarang pula penge-
tahuan yang diperkenalkan oleh “orang luar” kurang mampu
memecahkan permasalahan lokal. Pengetahuan dan pengalaman
masyarakat dan pihak lain bersifat saling melengkapi dan sama
nilainya untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik (Wrihatnolo,
2007).

Pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap kehidupan
relatif berbeda antara satu kelompok dengan kelompok lainnya.
Pihak yang berperan dalam menyadarkan masyarakat adalah com-
munity workers atau pekerja sosial (di Indonesia lebih popular
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sebagai pendamping masyarakat atau fasilitator). Penyadaran
masyarakat tersebut dilakukan melalui kegiatan pendampingan.
Mekanisme pendampingan yang salah menyebabkan kegagalan
penerapan pendekatan partisipasi masyarakat (Kartasasmita,
1997).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat empat
pelaku yang mempengaruhi keberhasilan partisipasi masyarakat
yakni pemerintah dan pelaksana, fasilitator serta masyarakat.
Partisipasi masyarakat dapat terlaksana selama keempat pelaku
saling mendukung. Untuk itu diperlukan pemahaman tentang Kki-
nerja dan hubungan keempat pelaku tersebut dalam mendukung
keberhasilan partisipasi, sebagai berikut :

1. Faktor pemerintah dan pelaksana

Dalam hal ini, respon pemerintah terhadap partisipasi masya-
rakat dirumuskan dalam empat tipologi yakni anti partisipasi,
partisipatif, manipulatif, dan incremental. Pada tipologi yang per-
tama pemerintah tidak memberi kesempatan atau dukungan bagi
masyarakat untuk berpartisipasi. Dalam tipologi kedua, peme-
rintah secara aktif mendukung masyarakat dalam mobilisasi sum-
ber daya dan pengambilan keputusan. Pada tipologi ketiga, peme-
rintah memanfaatkan partisipasi untuk tujuan tertentu yang
menguntungkan pemerintah. Tipologi keempat, pemerintah tidak
sepenuhnya mendukung partisipasi. Ini ditandai oleh perumusan
program yang tidak jelas dan implementasi program yang kurang
tepat.

Dukungan pemerintah terhadap partisipasi masyarakat dilaku-
kan melalui beberapa bentuk yakni sosialisasi program kepada
masyarakat, pelibatan masyarakat dalam identifikasi kebutuhan,
pemilihan dan penetapan lokasi serta pengawasan projek, desen-
tralisasi kewenangan pengelolaan keuangan dan administrasi,
pelibatan masyarakat secara langsung sebagai tenaga kerja lokal;
peningkatan peran panitia pembangunan dan tokoh masyarakat
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berkaitan dengan perencanaan, organisasi, manajemen, pem-
biayaan, pengawasan dan evaluasi projek serta pelatihan tenaga
kerja dari masyarakat untuk meningkatkan ketrampilannya.

Upaya pemerintah mempengaruhi pula kinerja fasilitator.
Dukungan pemerintah dapat meningkatkan upaya fasilitator dalam
mendampingi masyarakat yang diwujudkan antara lain melalui
pemberian pelatihan tentang konsep pendampingan, pemberian
informasi program secara jelas serta kelancaran koordinasi. Selain
itu, pemerintah perlu melibatkan fasilitator dalam identifikasi
kebutuhan masyarakat, pemilihan dan penyepakatan lokasi projek.

Dalam kondisi riil, terdapat kendala terhadap upaya peme-
rintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Kendala ter-
sebut mencakup tidak terpenuhinya prasyarat dasar untuk me-
mulai pendekatan partisipatif. Prasyarat yang dibutuhkan antara
lain komitmen kuat dari berbagai pihak terutama pemerintah dan
masyarakat, iklim demokrasi dan keterbukaan, kelembagaan dan
administratif yang inovatif dan fleksibel serta dukungan instrumen
ekonomi terutama system anggaran pembangunan. Kendala lain
meliputi sikap paternalistic birokasi pemerintah, keterbatasan
pengalaman pemerintah, pengambilan keputusan yang sentralistik
serta struktur dan prosedur birokrasi yang ketat. Selain itu
kecenderungan pemerintah untuk menerapkan pendekatan pem-
bangunan yang lebih berorientasi pada tujuan (goal oriented) dan
mengesampingkan aspirasi masyarakat dapat menjadi kendala
pula.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pemberian
kesempatan dan dukungan pemerintah dapat menunjang partisi-
pasi. Pemberi kesempatan dan dukungan akan meningkatkan ke-
mauan dan kemampuan masyarakat. Bentuk-bentuk pemberian
kesempatan dan dukungan pemerintah kepada masyarakat antara
lain melalui pelibatan dalam kegiatan sosialisasi program, iden-
tifikasi kebutuhan, serta perencanaan, pelaksanaan dan penge-
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lolaan program. Sedangkan bentuk bantuan pemerintah bisa be-
rupa pelatihan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan eva-
luasi projek bagi tokoh dan kelompok masyarakat serta pelatihan
keterampilan bagi tenaga kerja lokal.

2. Faktor fasilitator

Fasilitator memiliki peran penting dalam memunculkan dan
meningkatkan kesadaran masyarakat. Fasilitator perlu meng-
arahkan masyarakat untuk menyadari situasi kehidupan mereka
serta memahami penyebab dan alternatif pemecahan situasi ter-
sebut. Selain itu fasilitator memiliki peran pula sebagai motivator
dan community organizers.

Fasilitator perlu melakukan berbagai upaya untuk mewujud-
kan peran tersebut. Mereka perlu menyampaikan informasi projek
melalui tokoh/kelompok masyarakat serta generasi muda; membu-
juk mempengaruhi dan meyakinkan masyarakat, memberi infor-
masi mengenai manfaat dan kerugian partisipasi kelompok menun-
jukkan peluang pengembangan dan perbaikan kondisi fisik sosial
dan ekonomi; memudahkan akses kelompok/organisasi masyara-
kat ke berbagai sumberdaya; menempatkan kelompok masyarakat
dalam organisasi formal; mengadakan penyuluhan dan pelatihan
ketrampilan teknis kepada masyarakat serta mendukung koordi-
nasi program.

Fasilitator perlu memiliki pula sikap dan kemampuan mana-
jemen. Sikap yang perlu adalah demokratis dan terbuka, keber-
samaanm serta ketanggapan. Sedangkan kemampuan manajemen
yang perlu dimiliki meliputi kemampuan pendelegasian wewe-
nang, berkreasi, serta kemampuan memberi dan berkreasi ter-
hadap umpan balik.

3. Faktor masyarakat

Masyarakat berhubungan langsung dengan partisipasi. Faktor
masyarakat yang mempengaruhi partisipasi mencakup kemam-
puan dan kemauan. Semakin kemampuan dan kemauan masya-
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rakat semakin tinggi pula kecenderungan masyarakat berpar-
tisipasi. Kemampuan masyarakat dinilai dari berbagai indikator
sosial ekonomi masyarakat. Kemampuan masyarakat dinilai dari
faktor finansial sumberdaya manusia dan organisasi sosial dalam
masyarakat tersebut. Selain itu, kemampuan masyarakat dapat
diukur dari kemampuan bersikap dan bertindak, menyediakan
tenaga serta memberikan sumbangan (harta benda) dipengaruhi
oleh umur, pekerjaan, penghasilan, pendidikan dan lama tinggal
(Davey, 1988). Perbedaan-perbedaan individu akan mempengaruhi
cepat atau lambatnya proses adopsi inovasi. Perbedaan individu
tersebut antara lain meliputi umur, pendidikan, status sosial, status
ekonomi (penghasilan) dan pola hubungan (Slamet, 1993).

Kemampuan masyarakat dapat diukur pula dari kemampuan
organisasi sosial kemasyarakatan. Secara rinci, kemampuan organi-
sasi sosial kemasyarakatan dinilai dari kemampuan memobilisasi
sumberdaya masyarakat, berinovasi dalam pemecahan masalah,
membuat program yang menguntungkan masyarakat serta ber-
hubungan dengan pihak pemberi bantuan.

Kemampuan organisasi dapat mempengaruhi kemampuan
masyarakat dalam mengorganisasikan diri. Kemampuan ini relatif
dipengaruhi oleh pengalaman serta kemauan pemimpin organisasi
dalam mengorganisasikan masyarakat. Pemimpin organisasi perlu
memiliki kemampuan dalam memobilisasi sumberdaya masyarakat
(usul, tenaga, harta benda) serta memanfaatkan mobilisasi tersebut
dalam organisasi, maka diperlukan pula kemampuan dalam peru-
musan kesepakatan dan pembagian tugas di antara anggota se-
bagai dukungan dalam kemampuan mengorganisasikan diri.

5. Kendala-kendala partisipasi

Menurut Riyadi (2004) ada dua hambatan utama dalam
mengembangkan pembangunan partisipatif di Indonesia. Ham-
batan pertama adalah belum dipahaminya makna konsep partisi-
pasi secara benar oleh perencana dan pelaksana pembangunan.
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Definisi partisipasi yang berlaku di kalangan lingkungan aparat
perencana dan pelaksana pembangunan adalah kemauan rakyat
untuk mendukung secara mutlak program-program pemerintah
yang dirancang dan ditentukan tujuannya oleh pemerintah. Definisi
seperti ini mengasumsikan adanya subkoordinasi subsistem adalah
suatu bagian yang pasif dari sistem pembangunan nasional.

Hambatan kedua adalah reaksi balik yang datang dari rakyat
akibat diberlakukannya pembangunan (development) sebagai
ideologi baru. Sebagai sebuah ideologi maka pembangunan harus
diamankan dan dijaga ketat. Persepsi ini mendukung asumsi bah-
wa subsistem adalah suatu subordinate dari suprasistem dan
membuat subsistem menjadi bagian yang benar-benar pasif. Peng-
amanan yang ketat terhadap pembangunan menimbulkan reaksi
balik rakyat yang merugikan usa membangkitkan kemauan rakyat
untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Reaksi balik itu berupa
berbagai budaya baru yang muncul seperti ‘budaya diam’ dan
’budaya mencari selamat’ (Riyadi, 2004).

Dalam penelitian ini salah satu faktor yang membuat pen-
dekatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan menjadi
mundur adalah karena hal tersebut bukanlah cara yang termudah
atau efisien, bila pengertian efisien diukur dengan jumlah waktu,
uang dan usaha untuk memenuhi tujuan. Pembangunan yang
partisipatif juga memerlukan kapasitas organisasi yang tidak kecil
dan membuat proses perencanaan menjadi lebih rumit. Masalah
organisasional dan administratif juga menghambat perwujudan
partisipatif masyarakat di tingkat paling bawah. Baik pihak
pengelola kegiatan maupun penerima keduanya memiliki kesulitan
untuk menganut pendekatan non projek yang longgar atau tidak
kaku (open-ended). Suatu pendekatan yang sejak awal tidak me-
lakukan pembatasan-pembatasan terhadap serangkaian pilihan
yang mungkin dapat dipertimbangkan.
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6. Tataran evaluasi partisipasi

Gagasan tentang keberadaan projek, tujuan maupun rancang-
annya, umumnya merupakan suatu yang “given”, diberikan atau
ditetapkan oleh pengambil keputusan lembaga pemerintah penye-
lenggara projek yang bersangkutan. Namun demikian rencana dan
rancangan projek tersebut merupakan suatu informasi yang harus
disebarluaskan, atau dengan istilah umum adalah penyuluhan.
Projek sendiri mungkin sudah menetapkan rencana penyuluhan
yang akan dilakukan.Siapa yang seharusnya mengikuti penyuluhan
umumnya juga sudah ditetapkan yaitu penerima manfaat dari
kegiatan projek (Burke, 2004).

Tujuan penyebaran informasi tentunya adalah agar semua
stakeholder pembangunan memahami apa dan bagaimana kegiatan
projek itu, termasuk siapa dan bagaimana stakeholder dapat ber-
partisipasi. Sebagai suatu indikasi keberhasilan penyuluhan adalah
bahwa masyarakat yang akan menjadi subjek pembangunan
memahami rencana dan rancangan projek tersebut. Indikator
keberhasilan ini akan dapat terungkap bilamana ada evaluasi
tentang kegiatan penyuluhan oleh partisipan penyuluh untuk
mengecek seberapa jauh mereka memahami informasi yang
diberikan dalam penyuluhan. Pengukuran pemahaman dilakukan
menurut “pengakuan” dari partisipan yang bersangkutan. Jadi tidak
bersifat suatu test atau pengujian tentang penguasaan informasi
pembangunan.

Di tingkat implementasi ada kemungkinan stakeholder mem-
punyai peluang untuk menyampaikan gagasan tentang rencana dan
rancangan dari kegiatan projek, misalnya tentang lokasi jalur jalan
yang akan dibuat, atau penyesuaian diri dari tujuan projek
terhadap kondisi setempat. Hal ini perlu diungkapkan untuk
mengetahui rentang aktivitas yang diberikan kepada stakeholder.
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7. Evaluasi partisipasi dalam tataran pengambilan
keputusan
Proses pengambilan keputusan terjadi dalam setiap tataran

dan siklus projek, mencakup keputusan perencanaan dan pe-

rancangan projek. Yang akan dievaluasi adalah proses pengambilan
keputusan yang akan dilakukan dengan partisipasi stakeholders
pembangunan. Pengambilan keputusan umumnya merupakan
suatu kegiatan yang sifatnya kompleks dan menyangkut berbagai
aspek kegiatan projek. Data tentang ini khususnya yang diisi oleh
staf projek bersifat kuantitatif, yang akan berguna untuk per-

bandingan (Arikunto, 2006).

Data kuantitatif pada umumnya akan lebih mudah diperoleh
bilamana ada catatan yang lengkap tentang berbagai kegiatan yang
menyangkut keputusan. Atau bilamana kegiatan evaluasi dilakukan
setelah kegiatan berlangsung dan didokumentasikan. Namun demi-
kian masih mungkin terdapat informasi yang sifatnya kualitatif.
Bilamana tidak ada catatan kegiatan, kemungkinan besar informasi
dapat bersifat kualitatif. Bagaimanapun, informasi itu tetap penting
untuk evaluasi karena menjadi bagian yang dilaporkan atau dicatat.

Sebagaimana sudah diuraikan, evaluasi menyangkut cara ber-
partisipasi yang memberikan kejelasan tentang jenis (saluran dan
dorongan), bentuk, luasan/lingkup dan efektivitas partisipasi, da-
lam kegiatan apa. Evaluasi pengambilan keputusan meliputi eva-
luasi yang menyangkut substansi dan pengoperasian pengambilan
keputusan. Substansi keputusan umumnya menyangkut penentuan
tentang 3 (tiga) hal, yaitu:

a. Tempat atau lokasi, misalnya lokasi hidran umum, jalan baru.

b. Cara, misalnya aturan menyangkut pembiayaan, pengangkatan
pegawai projek, standard pelaksanaan ketentuan dan aturan
projek.

c. Siapa partisipan pengambilan keputusan : bagaimana cara me-
nentukan partisipan.
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Evaluasi mengenai pengoperasian pengambilan keputusan
menyangkut pengungkapan tentang bagaimana dilaksanakan, yaitu
berupa pertanyaan mengenai:

a. Keanggotaan organisasi : siapa yang mewakili, persyaratan
keanggotaan, dan lama keanggotaan, cara pemilihan pimpinan
organisasi.

b. Pertemuan : frekuensi, tempat, partisipan.

c. Kendali atas personel : peluang (adakah kemungkinan) bagi
stakeholders untuk ikut menentukan penolakan, penerimaan
dan penempatan staf/pegawai projek.

Dalam penelitian ini kontak dan lobi dilakukan oleh orang yang
mempunyai akses untuk melakukan kontak dengan pejabat yang
mempunyai kewenangan atas aktivitas dan alokasi setempat, se-
jauh mana pihak yang bersangkutan mempunyai legitimasi sebagai
wakil sejumlah individu, kelompok atau organisasi, atau masyara-
kat lokal; sejauh mana kegiatan ini berkaitan dengan kinerja pro-
jek, dan siapa dari kelompok/organisasi atau kalangan masyarakat
yang mengambil inisiatif untuk melakukan kegiatan ini.

E. Sanitasi Permukiman

Pengertian sanitasi menurut WHO (1992) adalah pengawasan
penyediaan air minum masyarakat, pembuangan tinja dan air
limbah, pembuangan sampah, vektor penyakit, kondisi perumahan,
penyediaan dan penanganan makanan, kondisi atmosfer dan
keselamatan lingkungan kerja. Menurut Departemen Kesehatan RI
(2004) bahwa pengertian sanitasi adalah upaya kesehatan dengan
cara memelihara dan melindungi kebersihan lingkungan dari
subjeknya, misalnya menyediakan air bersih untuk keperluan men-
cuci tangan, menyediakan tempat sampah agar tidak dibuang
sembarangan. Pengertian lain tentang sanitasi menurut Water
Sanitation Program (WSP, 2008), bahwa sanitasi mengacu pada
pengelolaan dan pembuangan kotoran manusia yang aman serta
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melibatkan pemberian layanan, tidak hanya pemenuhan infra-
struktur tetapi penyedia layanan maupun pengguna perlu ber-
tindak dengan cara yang pasti.

Sanitasi dasar adalah sanitasi minimum yang diperlukan untuk
menyediakan lingkungan sehat yang memenuhi syarat kesehatan
yang menitik beratkan pada pengawasan berbagai faktor ling-
kungan yang mempengaruhi derajat kesehatan manusia (Azwar,
1995). Sedangkan menurut Chandra (2007), sanitasi adalah bagian
dari ilmu kesehatan lingkungan yang meliputi cara dan usaha indi-
vidu atau masyarakat untuk mengontrol dan mengendalikan ling-
kungan hidup eksternal yang berbahaya bagi kesehatan serta yang
dapat mengancam kelangsungan hidup manusia. Sanitasi terbagi
dalam 3 (tiga) subsektor, yaitu: air limbah, persampahan; dan
drainase tersier (PU, 2010). Pembangunan sanitasi permukiman
dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bidang (Soeranto, 2004), yaitu pem-
bangunan bidang pengelolaan air limbah, pengelolaan per-
sampahan dan saluran (drainase). Pembangunan ketiga bidang
sanitasi ini merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat dan lingkungan. Pembangunan sanitasi menurut Soe-
ranto dalam (Rizki et al, 2007) dapat dibagi menjadi 3 (tiga)
bidang, yaitu pembangunan bidang pengelolaan air limbah, penge-
lolaan persampahan dan saluran drainase. Pembangunan ketiga
bidang sanitasi ini merupakan upaya untuk meningkatkan kese-
jahteraan masyarakat dan lingkungan.

Menurut Silalahi dalam (Citrawuni et al, 2007) menjelaskan
bahwa sanitasi yang berwawasan lingkungan adalah suatu kegiatan
yang dilakukan oleh manusia dengan cara memanfaatkan hal yang
tidak berguna menjadi sesuatu yang memiliki daya guna dengan
tahapan-tahapan yang telah ditetapkan. Sanitasi lingkungan adalah
status kesehatan suatu lingkungan yang mencakup perumahan,
pembuangan kotoran, penyedian air bersih dan sebagainya
(Notoatmodjo, 2012). Menurut Edward Scoot Hopkins dalam

| 72

S ALS



PENGELOLAAN SANITASI PERMUKIMAN WILAYAH PERKOTAAN

Craven et al (2013) sanitasi lingkungan adalah pengawasaan
terhadap faktor-faktor lingkungan yang memberi pengaruh
terhadap kesehatan manusia.

Dalam penelitian ini bahwa upaya sanitasi dasar meliputi
penyediaan air bersih, pembuangan kotoran manusia, pengelolaan
sampah, dan pengelolaaan air limbah. Sanitasi permukiman di
Indonesia didefinisikan sebagai upaya membuang limbah cair
domestik dan sampah untuk menjamin kebersihan dan lingkungan
hidup sehat, baik di tingkat rumah tangga maupun di lingkungan
perumahan. Banyak sekali permasalahan lingkungan yang harus
dihadapi dan sangat mengganggu terhadap tercapainya kesehatan
lingkungan. Kesehatan lingkungan bisa berakibat positif terhadap
kondisi elemen-elemen hayati dan non hayati dalam ekosistem.
Bila lingkungan tidak sehat maka sakitlah elemennya, tapi sebalik-
nya jika lingkungan sehat maka sehat pula ekosistem tersebut.
Perilaku yang kurang baik dari manusia telah mengakibatkan
perubahan ekosistem dan timbulnya sejumlah masalah sanitasi.

1. Sistem sanitasi permukiman

Mengacu Compendium for Sanitation System and Technology,
dalam penelitian ini juga mengartikan bahwa sanitasi adalah suatu
proses multi-langkah, berbagai jenis limbah dikelola dari titik
timbulan (sumber limbah) ke titik pemanfaatan kembali atau pem-
rosesan akhir. Proses multi langkah ini disebut sebagai sistem
sanitasi. Sebagaimana material yang masih berharga jual, selan-
jutnya limbah ini disebut sebagai produk. Sebab, memang layak
diolah dalam proses multi langkah tersebut dan menghasilkan nilai
tambah. Meskipun pada akhirnya, hasil proses ini harus dibuang ke
tempat pemrosesan akhir (TPA).

Dalam suatu sistem sanitasi, berbagai jenis produk mengalir
melalui sistem yang terdiri dari berbagai tahapan. Setiap tahap ini
selanjutnya disebut sebagai kelompok fungsional, karena punya
teknologinya sendiri-sendiri dengan pengelolaan yang spesifik.
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Kelompok fungsional ini dapat berupa pengumpulan, pengang-
kutan, penyimpanan sementara, ataupun pengolahan.

Di setiap kelompok fungsional juga terjadi proses yang meng-
hasilkan produk lanjutan, yang merupakan masukan (input) untuk
kelompok fungsional berikutnya. Sebagai contoh, tangki septik
yang berada di kelompok fungsional B akan menghasilkan air
olahan tangki septik dan lumpur tinja. Lumpur tinja tersebut
diangkut dengan truk tinja (kelompok fungsional C) menuju Ins-
talasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang berada di kelompok
fungsional D. Sementara itu, air olahan tangki septik dirembeskan
melalui bidang resapan di kelompok fungsional D. Lumpur tinja
yang diolah di IPLT menghasilkan produk berupa lumpur terolah
(sudah aman dibuang ke lingkungan atau digunakan kembali) dan
air olahan (juga sudah aman dibuang ke lingkungan/sungai) di
kelompok fungsional E. Setiap kelompok fungsional setidaknya
membutuhkan satu pilihan teknologi. Proses dalam sebuah kelom-
pok fungsional dapat berupa perubahan fisik-kimia-biologis dari
limbah (misalnya proses yang terjadi di tangki septik atau IPLT),
atau tidak terjadi perubahan apapun karena fungsinya hanya
mengangkut (misalnya pengangkutan lumpur tinja di kelompok
fungsional C). Opsi teknologi untuk ketiga subsektor secara
berurutan.

2. Area berisiko sanitasi

Sebuah risiko mempunyai penyebab dan jika risiko itu terjadi,
akan ada konsekuensi. Setiap kegiatan tidak terlepas dari adanya
risiko, sehingga risiko yang telah dapat diidentifikasi harus dibuat-
kan suatu perencanaan yang baik bahkan bila perlu dibuat suatu
sistem untuk dapat mengurangi menjadi seminimal mungkin sam-
pai pada batas yang dapat diterima (Asiyanto, 2009).

Menurut Wideman dalam (Husein, 2009), risiko adalah efek
akumulasi dari peluang kejadian yang tidak pasti yang mempeng-
aruhi sasaran dan tujuan. Bahwa risiko dapat dihubungkan dengan
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kemungkinan terjadinya akibat buruk yang tak diinginkan atau
ketidakpastian itu merupakan kondisi yang menyebabkan tum-
buhnya risiko yang bersumber dari berbagai aktifitas dan akan
mempengaruhi biaya, jadwal dan kualitas projek.
Terdapat pula beberapa definisi risiko yang dikemukakan oleh
Vaughan dalam Darmawi (2010) yaitu:
a. Risk is the chance of loss (risiko adalah peluang terjadinya ke-
rugian)
Risiko seperti ini biasanya dipergunakan untuk menunjukkan
suatu keadaan dimana terdapat keterbukaan terhadap keru-
gian atau suatu peluang kerugian.
b. Risk is the possibility of loss (risiko adalah kemungkinan keru-
gian)
Risiko seperti diatas menunjukkan bahwa risiko menimbulkan
kerugian jika tidak segera diatasi.
c. Riskis uncertainty (risiko adalah ketidakpastian)
Dalam hal ini ada pemahaman bahwa risiko berhubungan de-
ngan ketidakpastian, adanya risiko disebabkan karena adanya
ketidakpastian.

Secara umum risiko dapat berarti suatu potensi kejadian yang
dapat merugikan sehingga menyebabkan tidak tercapainya target
yang diinginkan akibat adanya ketidakpastian.

Risiko kesehatan sanitasi diakibatkan terjadinya penurunan
kualitas hidup, kesehatan, bangunan dan atau lingkungan akibat
rendahnya akses terhadap layanan sektor sanitasi dan perilaku
hidup bersih dan sehat. Area berisiko sanitasi merupakan klasifi-
kasi dan memetakan area-area dalam wilayah kota/kabupaten
yang mempunyai tingkat risiko dalam pengelolaan sanitasi. Klasifi-
kasi area berisiko didasarkan pada data sekunder dan data primer.
Data sekunder yang dibutuhkan: cakupan layanan air minum, jum-
lah jamban, kepadatan penduduk (populasi, luas area), jumlah KK
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miskin, jumlah sampah terangkut, dan luas genangan. Data primer
merupakan persepsi pemerintah daerah dan indek risiko sanitasi
(IRS). Indek risiko sanitasi merupakan hasil kajian risiko kesehatan
lingkungan yang diperoleh dari hasil survey partisipatif di kabu-
paten/kota yang bertujuan untuk mengetahui fasilitas sanitasi dan
perilaku masyarakat terhadap higiene dan sanitasi pada skala
rumah tangga (Kementerian Kesehatan RI, 2014).

Indeks risiko sanitasi memberikan gambaran secara kuantitatif
risiko sanitasi yang ada di masyarakat (Kementerian Kesehatan RI,
2014). Adapun risiko sanitasi yang diukur melalui kajian penilaian
risiko kesehatan lingkungan adalah:

1. Risiko air bersih, tersusun atas 3, yaitu:

* Penggunaan sumber air terlindungi;

* Penggunaan sumber air yang tidak terlindungi;

* Kelangkaan air.

2. Risiko air limbah domestik, tersusun atas 3, yaitu:

* Tanki septik suspek aman;

* Pencemaran karena pembuangan isi tanki septik;

* Pencemaran karena SPAL.

3. Risiko persampahan, tersusun atas 4, yaitu:

* Pengelolaan sampabh;

* Frekuensi pembuangan sampah;

* Ketepatan waktu pembuangan sampabh;

* Pengolahan sampah setempat.

4. Risiko genangan air, tersusun atas 1 yaitu genangan air.

* Risiko perilaku higiene dan sanitasi tersusun atas 7, yaitu:

* Cuci tangan pakai sabun di lima waktu penting;

» Kebersihan lantai dan dinding jamban;

* Keberadaan kecoa dan lalat dalam jamban;

» Keberfungsian penggelontor;

» Ketersediaan sabun dalam jamban;
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* Pencemaran pada wadah penyimpan air dan penanganan
air;
* Perilaku buang air besar yang berisiko pada kesehatan.

Dari kompilasi data-data tersebut akan menghasilkan klasifi-
kasi area berisiko sanitasi, yaitu :
e Strata 1 merupakan area berisiko sangat rendah (warna
hijau);
e Strata 2 merupakan area berisiko sedang (warna biru);
e Strata 3 merupakan area berisiko tinggi (warna kuning);
e Strata 4 merupakan area berisiko sangat tinggi (warna
merah).
Klasifikasi area berisiko ini akan menentukan area/kelurahan
di wilayah Kota Mojokerto yang akan diprioritaskan untuk pening-
katan layanan sanitasi.
3. Pilihan sistem dan teknologi sanitasi
Pada Gambar 2.3 dan 2.4 menjelaskan berbagai hal yang mung-
kin dapat mempengaruhi opsi sistem dan teknologi tersebut. Kedua
gambar tersebut menunjukkan bahwa opsi teknologi tidak dapat
ditentukan sebelum pemilihan sistem. Dijelaskan pula bahwa ada
serangkaian peraturan, pembuatan dokumen perencanaan, dan
berbagai pertimbangan lokal yang sangat memengaruhi proses
pemilihan teknologi (TTPS, 2010).
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Gambar 2.3 Faktor seleksi utama untuk sistem dan teknologi
sanitasi (1)
Sumber : TTPS (2010)
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Gambar 2.4 Faktor seleksi utama untuk sistem dan teknologi
sanitasi (2)
Sumber : TTPS (2010)
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Dalam standar pelayanan minimum dijelaskan bahwa kera-
patan penduduk sangat menentukan opsi sistem sanitasi, cakupan
pelayanan, dan pemilihan prioritas. Karena definisi kerapatan
penduduk tidak dirinci secara jelas dalam berbagai referensi, maka
dalam penelitian ini menjelaskan bahwa yang dimaksud kerapatan
penduduk adalah, jumlah penduduk satu kelurahan dibagi luas
wilayahnya. Ini dibagi lagi dalam 5 kategori kerapatan penduduk
sebagai berikut (TTPS, 2010):

1. Rural, umumnya merupakan kelurahan dengan kerapatan
penduduk < 25 orang/ha;

2. Peri-urban, kelurahan dengan kerapatan penduduk 25-100
orang/ha;

3. Urban-rendah, kelurahan dengan kerapatan penduduk 101-175
orang/ha;

4. Urban-medium, kelurahan dengan rapatan penduduk 176-250
orang/ha;

5. Urban-high, lelurahan yang mempunyai kerapatan penduduk >

250 orang/ha.

F. Sistem Pengelolaan Sanitasi
1. Infrastruktur/sarana dan prasarana

Secara teknis, kabupaten dan kota mempunyai level yang sama
dalam pemerintahan. baik kota maupun kabupaten, secara tipikal
harus menangani enam sektor perkotaan yang saling berhubungan,
yaitu pertanahan, lingkungan, infrastruktur, perumahan, fasilitas
sosial dan pembangunan ekonomi (Nurcholis, 2009). Sistem infra-
struktur merupakan pendukung utama fungsi-fungsi sistem sosial
dan sistem ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat,
yang didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur
dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan
yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem eko-
nomi masyarakat (Kodoatie, 2005). Apabila fasilitas infrastruktur
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sudah dibangun lebih dahulu sebelum benar-benar dibutuhkan,
dan perluasan serta penyambungan pelayanan umum sudah terja-
min sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan, maka pola per-
kembangan masyarakat dapat dikendalikan secara efektif.

Prasarana diartikan sebagai kelengkapan dasar fisik suatu
lingkungan, kawasan, kota atau wilayah (spatial space) sehinggga
memungkinkan ruang tersebut berfungsi sebagaimana mestinya
sedangkan komponen-komponennya adalah jalan, air bersih, pem-
buangan sampah, drainase, sanitasi, listrik dan telepon. Sarana ada-
lah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan
pengembangan kehidupan sosial, ekonomi dan budaya. Infra-
struktur adalah aset fisik yang dirancang dalam sistem sehingga
memberikan pelayanan publik yang penting. Infrastruktur merujuk
pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drain-
ase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik yang lain yang
dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam
lingkup sosial dan ekonomi (Kodoatie, 2005).

Sektor infrastruktur mencakup air bersih, jalan/jembatan,
fasilitas komunikasi serta fasilitas sanitasi dan sampah. Prasarana
dan sarana didefinisikan sebagai bangunan dasar yang diperlukan
untuk mendukung kehidupan manusia. Hidup bersama dalam sua-
tu ruang yang terbatas agar manusia dapat bermukim dengan
nyaman dan bergerak dengan mudah dalam segala waktu dan
cuaca, sehingga dapat hidup sehat serta berinteraksi satu dengan
lainnya dalam mempertahankan kehidupannya (Nurcholis, 2009).

Pengelolaan sistem infrastruktur yang berkelanjutan dan
berwawasan lingkungan mempunyai beberapa dimensi yang harus
dintegrasikan ke semua aspek pembangunannya, salah satunya po-
litical sustainability; link birokrasi (pemerintah) dan masyarakat.
Para pemimpin formal dan informal untuk suatu sektor tertentu
dalam masyarakat lokal harus mampu menjalin komunikasi
dengan struktur-struktur politik dan birokrasi. Kualitas infra-

| 80

S ALS



PENGELOLAAN SANITASI PERMUKIMAN WILAYAH PERKOTAAN

struktur suatu negara berbanding lurus dengan tingkat pereko-
nomian negara tersebut. Semakin maju suatu negara, semakin
besar pula kemampuan pemerintah membangun infrastruktur
dengan dana sendiri (Kodoatie, 2005).

Kebutuhan pokok manusia pada umumnya dan manusia di
perkotaan/perdesaan pada khususnya dapat dibedakan menjadi 2
kelompok. Pertama, meliputi kebutuhan akan kecukupan tingkat
rumah tangga yang dapat dinyatakan dapat memenuhi persyaratan
untuk hidup. Kedua, yang meliputi kebutuhan berupa sarana
prasarana dasar kehidupan masyarakat dalam makna luas, seperti:
air minum, kesehatan, pendidikan, sanitasi lingkungan, angkutan
umum (Daldjoeni, 1998). Dari kedua kebutuhan tersebut harus
berjalan bersama-sama tetapi diprioritaskan adalah penyediaan
kebutuhan sarana prasarana sebagai dasar pemenuhan kebutuhan
hidup yang lain.

Dalam pembangunan wilayah haruslah mempunyai inner will,
yaitu suatu proses emansipasi diri, inisiatif dan partisipasi kreatif
masyarakat dalam pembangunan karena keberhasilan pembangun-
an wilayah adalah dengan mengembangkan potensi kepercayaan
dan kemampuan masyarakat itu sendiri (Tjokroamidjojo dikutip
oleh Jamal, 2008). Dengan tercukupinya kebutuhan dasar infra-
struktur suatu wilayah diharapkan kecukupan tingkat rumah tang-
ga dapat memenuhi persyaratan untuk hidup yang layak, kegiatan
sosial ekonomi meningkat, sehingga kualitas pendidikan, kesehatan
dan ekonomi meningkat.

2. Sistem pengelolaan air limbah domestik

Penyebab utama dari pencemaran air adalah adanya pembu-
angan limbah cair yang mengandung zat pencemar berbahaya yang
dapat mempengaruhi kualitas air baku atau bersih. Pencemaran
terhadap sumber air dapat terjadi secara langsung dari saluran
pembuangan atau buangan industri maupun terjadi secara tidak
langsung melalui pencemaran air dan limpasan dari daerah per-
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tanian dan perkotaan. Kepadatan penduduk di perkotaan mengaki-

batkan volume limbah cair yang dihasilkan oleh penduduk mening-

kat. Sumber munculnya limbah cair berasal dari aktivitas manusia
dan aktivitas alam. Aktivitas manusia dapat menghasilkan limbah
cair yang beragam sesuai dengan kebutuhan hidup manusia.

Sumber-sumber air limbah tersebut oleh Kusnoputranto
(1986) dibedakan menjadi:

a. Air limbah rumah tangga (domestic wasted water), air limbah
dari permukiman ini umumnya mempunyai komposisi yang
terdiri atas ekskreta (tinja dan urin), air bekas cucian dapur
dan kamar mandi, dimana sebagian besar merupakan bahan
organik.

b. Air limbah kotapraja (municipal wastes water), air limbah ini
umumnya berasal dari daerah perkotaan, perdagangan,
sekolah, tempat-tempat ibadah dan tempat-tempat umum
lainnya seperti hotel, restoran, dan lain- lain.

c. Air limbah industri (industrial wastes water), air limbah yang
berasal dari berbagai jenis industri akibat proses produksi ini
pada umumnya lebih sulit dalam pengolahannya serta
mempunyai variasi yang luas.

Beberapa jenis aktivitas manusia yang menghasilkan limbah
cair menurut Asmadi et al. (2012:15), diantaranya: 1) Aktivitas bi-
dang rumah tangga, 2) Aktivitas bidang perkantoran, 3) Aktivitas
bidang perdagangan, 4) Aktivitas bidang perindustrian, 5) Aktivitas
bidang pertanian, 6) Aktivitas bidang pelayanan jasa. Limbah cair
domestik adalah hasil buangan dari perumahan, bangunan per-
dagangan, perkantoran, dan sarana sejenisnya.

Menurut Ehless dan Steel dalam Chandra (2007), air limbah
adalah cairan buangan yang berasal dari rumah tangga, industri,
dan tempat-tempat umum lainnya dan biasanya mengandung ba-
han-bahan atau zat-zat yang dapat membahayakan kehidupan
manusia serta mengganggu kelestarian lingkungan.
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a. Sumber air limbah
Air limbah dapat berasal dari berbagai sumber, antara lain

(Mubarak et al, 2009):

- Rumah tangga, misalnya air bekas cucian, air bekas mandi, dan
sebagainya.

- Perkotaan, misalnya air limbah dari perkantoran, perdagangan,
selokan, dan dari tempat-tempat ibadah.

- Industri, misalnya air limbah dari proses industri.

b. Parameter air limbah
Beberapa parameter yang dapat digunakan berkaitan dengan

air limbah yaitu, kandungan zat padat (total solid, suspending solid,

disolved solid), Kandungan zat organik, Kandungan zat anorganik

(mis, Pb, Cd, Mg), Kandungan gas (mis, 02, N, CO2), Kadungan bak-

teri (mis, E.coli), Kandungan pH,Suhu.

c. Pengelolaan air limbah
Air limbah sebelum dilepas ke pembuangan akhir harus men-

jalani pengelolaan terlebih dahulu, untuk dapat melaksanakan

pengelolaan air limbah yang efektif perlu rencana pengelolaan
yang baik.

Sistem pengelolaan air limbah yang diterapkan harus memen-
uhi persyaratan sebagai berikut :

1. Tidak mengakibatkan kontaminasi terhadap sumber-sumber
air minum.

2. Tidak mengakibatkan pencemaran air permukaan.

3. Tidak menimbulkan pencemaran air untuk perikanan, air
sungai, atau tempattempat rekreasi serta untuk keperluan
sehari-hari.

4. Tidak dihinggapi oleh lalat, serangga dan tikus dan tidak men-
jadi tempat berkembangbiak berbagai bibit penyakit dan
vektor.

5. Tidak terbuka dan harus tertutup jika tidak diolah.

6. Tidak menimbulkan bau atau aroma tidak sedap.
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d. Dampak buruk air limbah

Ada beberapa dampak buruk yang dapat ditimbulkan apabila
air limbah tidak dikelola dengan baik, antara lain (Mubarak et al
2009):

1. Penurunan kualitas lingkungan.

2. Gangguan terhadap keindahan.

3. Gangguan kesehatan.

4. Gangguan terhadap kerusakan benda.

Menurut Ehless and Steel (dalam Asmadi et al. (2012:4), air
limbah yaitu “The liquid conveyed by sewer (cairan yang dibawa
oleh saluran air buangan)”. Sedangkan menurut Asmadi et al.
(2012, p. 4), limbah cair atau buangan (waste water) adalah cairan
buangan yang berasal dari rumah tangga, perdagangan, perkantor-
an, industri maupun tempat-tempat umum lainnya yang biasanya
mengandung bahan-bahan atau zat-zat yang dapat membahayakan
kesehatan atau kehidupan manusia serta mengganngu kelestarian
lingkungan hidup.

Menurut Hammer (dalam Asmadi et al. (2012, p.5)), “volume
limbah cair dari daerah perumahan bervariasi, dari 200 sampai
400 liter per orang per hari, 21 tergantung pada metode rumah”.
Angka volume limbah cair tersebut dapat digunakan untuk limbah
cair rumah tangga yang mencakup limbah cair dari perumahan dan
perdagangan. Menurut Asmadi et al. (2012, p. 23), air limbah ru-
mah tangga terdiri dari 3 fraksi penting, yaitu: 1) Tinja (faeces),
berpotensi mengandung mikroba petogen. 2) Air seni (urine),
umumnya mengandung nitrogen dan posfor, serta kemungkinan
kecil mikro-organisme. 3) Grey water, merupakan air bersih cucian
dapur, mesin cuci dan kamar mandi. Grey water sering juga disebut
istilah sullage.

Air limbah domestik dari perkotaan adalah seluruh buangan
cair yang berasal dari hasil proses seluruh kegiatan yang meliputi
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limbah domestik cair yakni buangan kamar mandi, dapur, air bekas

pencucian pakaian, limbah perkantoran dan limbah dari daerah

kornersial serta limbah industri. Air limbah perkotaan merupakan
salah satu sumber daya air yang dapat digunakan kembali untuk
berbagai keperluan. Kendala yang dihadapi penggunaan kembali
air tersebut yakni karena air limbah perkotaan kualitasnya tidak
memenuhi syarat kualitas air yakni mengandung unsur polutan
yang cukup besar oleh karena itu sebelum digunakan kembali perlu
adanya pengolahan sampai air limbah mencapai syarat kualitas
yang diperbolehkan.

Udin Djabu dalam Asmadi et al. (2012, p.21), menyatakan
bahwa tujuan dari pembuangan limbah cair adalah:

1) Mengurangi dan menghilangkan pengaruh buruk limbah cair
pada kesehatan manusia dan lingkungan.

2) Meningkatkan mutu lingkungan hidup melalui pengolahan,
pembuangan dan atau pemanfaatan limbah cair untuk kepen-
tingan hidup manusia dan lingkungannya.

a) Tujuan umum pengolahan air limbah
e Melindungi kesehatan manusia dan makhluk hidup lain-
nya sebagai pengguna air.
e Menghindari gangguan terhadap lingkungan.
e Melindungi/menghindari kerusakan-kerusakan yang
mungkin timbul seperti musnahnya kehidupan aquatik.
e Melindungi badan air penerima sumber air baku, irigasi,
dan lain-lain.
b) Tujuan khusus pengolahan air limbah
e Untuk menghilangkan matrial tersuspensi dan terflota-
ting.
e Untuk mengolah organik biodegradable.
e Untuk mengeliminasi organisme patogen.
e Untuk mereduksi kandungan nitrogen, phosphor, dan
komponen organik toksik.
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¢ Untuk menghilangkan kontaminasi lainnya seperti organ-
ik sukar larut (pestisida), logam berat, dan organik ter-
larut.

Tujuan utama pengolahan air limbah menurut Sugiharto
(1987, p. 95) adalah untuk mengurangi BOD, partikel tercampur,
serta membunuh organisme, patogen. Selain itu, diperlukan juga
tambahan pengolahan untuk menghilangkan bahan nutrisi, kom-
ponen beracun, serta bahan yang tidak dapat didegradasikan agar
konsentrasi yang ada menjadi rendah. Masalah limbah cair
berhubungan dengan masalah lingkungan hidup dan kesehatan
masyarakat. Masalah yang ada akan dapat dieliminasi, ditekan, atau
dikurangi apabila faktor penyebab masalah dapat dikurangi derajat
kandungannya, dijauhkan, atau dipisahkan dari kontak dengan
manusia (Asmadi et al,, 2012, p. 15).

Pengelolaan air limbah domestik dilaksanakan dengan melalui
sistem pengolahan air limbah setempat dan pengolah air limbah
terpusat. Sistem pengolahan air limbah setempat merupakan pem-
buangan air limbah domestik kedalam septik tank individual, sep-
tik tank komunal atau Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) Komu-
nal. Sedangkan sistem pengolah air limbah terpusat merupakan
pembuangan air limbah domestik ke dalam jaringan air limbah
domestik yang disediakan oleh pemerintah.

Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam peren-
canaan saluran air limbah menurut Sugiharto (1987, pp. 58-61) an-
tara lain:

a. Jangka waktu perencanaan. Maksudnya ialah bahwa peren-
canaan diperhitungkan bukan hanya pada saat perencanaan,
akan tetapi menyangkut mengenai perencanaan fasilitas pela-
yanan, jumlah penduduk serta pemekarannya pada masa de-
pan dalam waktu tertentu.

b. Jumlah penduduk yang dilayani. Banyaknya penduduk yang
telah diperkirakan dalam perencanaan pada suatu daerah,
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dengan telah memperhitungkan faktor apa saja yang akan
mempengaruhi jumlah penduduk.

c. Jumlah dan kualitas air limbah. Bagaimana pengelolaan air
limbah saat ini ada dipengaruhi musim serta bagaimana
standar kehidupan dan standar kualitas air limbah yang sudah
ada.

d. Pilihan antara terpisah dan tercampur. Yang dimaksud adalah
tercampurnya air limbah dengan air hujan.

e. Pembagian wilayah. Adanya pengaturan daerah yang dapat
digabungkan dari suatu kelompok masyarakat pada suatu sis-
tem.

f. Denah sistem pengumpulan. Yaitu memperhitungkan peng-
gunaan saluran yang akan digunakan dalam sistem pengum-
pulan air limbah.

g. Alternatif pendekatan pada pengumpulan air limbah secara
konvensional.

h. Kualitas dari air sebagai penerima air buangan setelah air
limbah tersebut mendapat pengelolaan.

Pengelolaan air limbah antara lain diatur dalam Peraturan
Menteri PUPR no. 4 tahun 2017 tentang Pengelolaan Air Limbah
Domestik. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
terbagi menjadi 2 (dua) sistem pengelolaan, yaitu Sistem Pengel-
olaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) dan Sistem
Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) dan 2 (dua)
sistem pengelolaan air limbah domestik yaitu buang air besar sem-
barangan (BABS)/pembuangan langsus (direct discharge) dan
akses dasar (TTPS, 2010).

SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan
mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya
lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke sub-
sistem pengolahan lumpur tinja. Sub-sistem pengolahan setempat
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berfungsi untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik

(black water dan grey water) di lokasi sumber.

Kapasitas pengolahan terdiri atas :

a. Skala individual dapat berupa cubluk kembar, jamban individ-
ual dan tangki septik dengan bidang resapan, biofilter dan unit
pengolahan air limbah fabrikasi

b. Skala komunal diperuntukkan:

1) 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) unit rumah tinggal; dan

2) Mandi cuci kakus (MCK), dapat berupa permanen dan non

permanen (mobile toilet).

SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan
mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke
Sub-sistem Pengolahan Terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke
badan air permukaaan. Cakupan pelayanan SPALD-T terdiri atas:

a. Skala perkotaan, untuk lingkup perkotaan dan/atau regional
dengan minimal layanan 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.

b. Skala permukiman, untuk lingkup permukiman dengan layan-
an 50 (lima puluh) sampai 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.

c. Skala kawasan tertentu, untuk kawasan komersial dan kawa-
san rumah susun.

Pengelolaan dengan akses dasar adalah pengelolaan dengan
praktik dasar sederhana yang layak untuk kawasan kepadatan ren-
dah dan daerah dengan tingkat kerawanan sanitasi rendah. Contoh
infrastruktur yang termasuk kedalam kategori akses dasar adalah
cubluk dan plengsengan. Akses dasar hanya boleh diterapkan di
kawasan perdesaan dengan kepadatan penduduk yang rendah.
Penerapan akses dasar di perkotaan sudah tidak boleh lagi dila-
kukan dan masuk dalam kategori tidak layak /BABS. Pengelolaan
dengan akses dasar ditujukan untuk mengakomodir 15% peme-
nuhan akses dasar pada target universal.

| 88

S ALS



PENGELOLAAN SANITASI PERMUKIMAN WILAYAH PERKOTAAN

3. Sistem pengelolaan sampah rumah tangga
Menurut Undang-undang no.18 tahun 2008 tentang Penge-

lolaan Sampah, mendefinisikan sampah rumah tangga sebagai

sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah
tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik (sampah yang
mengandung bahan beracun).

Selajutnya Widyatmoko (2002), mengelompokkan sampah
rumah tangga yaitu sampah yang berasal dari kegiatan rumah
tangga yang terdiri dari bermacam-macam jenis sampah sebagai
berikut:

1. Sampah basah atau sampah yang terdiri dari bahan organik
yang mudah membusuk yang sebagian besar adalah sisa ma-
kanan, potongan hewan, sayuran, dan lain-lain.

2. Sampah kering yaitu sampah yang terdiri dari logam seperti
besi tua, kaleng bekas dan sampah kering non logam, misalnya
kertas, kaca, keramik, batu- batuan, dan sisa kain.

3. Sampah lembut, misalnya debu yang berasal dari penyapuan
lantai rumah, gedung dan penggergajian kayu.

4. Sampah besar atau sampah yang terdiri dari bangunan rumah
tangga yang besar, seperti meja, kursi, kulkas, radio dan
peralatan dapur.

Berdasarkan jenis dan sumbernya sampah dapat dibedakan
atas beberapa bagian. Menurut Murthadjo (1997), sampah diklas-
ifikasikan atas sampah domestik, sampah komersial, sampah in-
dustri dan limbah. Secara rinci uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Sampah domestik, yaitu sampah yang berasal dari per-
mukiman masyarakat. Jenis limbah ini sangat beragam tetapi
pada umumnya berupa sampah dapur.

2. Sampah komersial, yaitu sampah yang berasal dari lingkungan
perdagangan atau jasa komersial baik warung, toko maupun
pasar.
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3. Sampah industri, yaitu sampah yang berasal dari buangan
proses industri. Oleh karena itu, jenis, jumlah dan komposisi
limbah tergantung pada jenis industrinya.

4. Limbah yang berasal dari selain yang disebutkan di atas,
misalnya limbah dari pertambangan, pertanian dan bencana
alam.

Selain mengelompokkan jenis - jenis sampah rumah tangga,
Widyatmoko (2002) juga mengelompokkan sampah sebagai beri-
kut:

1. Sampah komersil yaitu sampah yang berasal dari pasar,
pertokoan, rumah makan, tempat hiburan, penginapan, beng-
kel, kios, dan sebagainya.

2. Sampah bangunan, yaitu sampah yang berasal dari kegiatan
pembangunan termasuk pemugaran dan pembongkaran suatu
bangunan, seperti semen, kayu, batu bata dan sebagainya.

3. Sampah fasilitas umum, yaitu sampah yang berasal dari pem-
bersihan dan penyapuan jalan, trotoar, taman lapangan, tem-
pat rekreasi dan fasilitas umum lainnya.

Menurut Undang-undang no.18 tahun 2008, pengelolaan
sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan ber-
kesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan
sampah. Dalam ilmu kesehatan lingkungan, suatu pengelolaan
sampah dianggap baik jika sampah tersebut tidak menjadi tempat
berkembang biaknya bibit penyakit serta sampah tersebut tidak
menjadi perantara menyebarluasnya suatu penyakit. Menurut
Murthadjo (1997), bahwa pengelolaan sampah adalah pengum-
pulan, pengangkutan, dan pembuangan sampabh.

Adapun usaha pengelolaan sampah menurut Slamet (1994)
baik skala besar maupun skala kecil, apabila sudah tercapai tujuan-
nya, yakni lingkungan dan masyarakat yang sehat, maka faktor
yang paling utama, yang harus diperhatikan dalam hal ini adalah
peran serta masyarakat. Masyarakat harus mengerti dan mau
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berpartisipasi, bila perlu mengubah sikap sehingga bersedia mem-
bantu mulai dari pengurangan volume sampai perbaikan kualitas
sampah, membuang sampah pada tempatnya, membersihkan tem-
pat sampah, sampai kepada penyediaan lahan dan pemusnahan
sampah.

Oleh karena itu, dalam menanggulangi sampah sudah merupa-
kan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat dengan me-
lakukan pengelolaan sebaik mungkin agar tercipta lingkungan yang
sehat dan bersih. Partisipasi yang dapat dilakukan masyarakat
pemerintah dalam menanggulangi masalah sampah yaitu dapat
berupa memperbanyak tempat-tempat sampah yang besar dan
dikelola dengan baik, sehingga hal-hal yang negatif bagi kehidupan
tidak sampai terjadi.

Pengelolaan sampah rumah tangga menurut Undang-undang
no. 18 tahun 2008 dapat dibedakan yang meliputi:

a. Pengurangan sampah
1. Pengurangan sampah meliputi kegiatan:
e pembatasan timbulan sampah;
e pendauran ulang sampah; dan/atau
o pemanfaatan kembali sampah.
2. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan
kegiatan pengurangan sampah dengan cara:
e menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap
dalam jangka waktu tertentu;
e memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah ling-
kungan;
e memfasilitasi penerapan label produk yang ramah ling-
kungan;
o memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur
ulang; dan
e memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.

A 9 1 |



b.

BAB Il KONSEP PERENCANAAN PENGELOLAAN SANITASI..

3. Pelaku usaha dalam melaksanakan pengurangan sampah
menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah
sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang
atau muda h diurai oleh proses alam.

4. Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sam-
pah menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur
ulang atau mudah diurai oleh proses alam.

Penanganan Sampah

Kegiatan penanganan sampah menurut Undang-undang no.18

tahun 2008 meliputi:

1.

Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan
sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah.
Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan
sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan semen-
tara atau tempat pengolahan sampah terpadu.

Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber
dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau
dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat
pemrosesan akhir;

Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi,
dan jumlah sampah; dan/atau

Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sam-
pah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media
lingkungan secara aman.

Selanjutnya Pragoyo (1985), mengatakan bahwa penanganan

sampah yang baik meliputi tiga hal yang penting yaitu:

1.

Pengumpulan sampah
Didefinisikan sebagai upaya pemindahan massa sampah dari

sumber sampah (kawasan permukiman, kawasan perdagangan,
kawasan industri, dan lain-lain), ke Tempat Pembuangan Semen-
tara (TPS) sampah. Pada sistem ini, umumnya dilakukan dengan
menggunakan jasa Bestari (istilah untuk Petugas Sampah), yang
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dikelola oleh lingkungan sekitar sumber sampah tersebut. Retri-

busi yang ditarik biasanya dibayarkan kepada RT/RW lingkung-

an tersebut. Tentu saja biaya ini harus mampu untuk membiayai

biaya investasi gerobak sampah, cakar, pengki, hingga seragam dan

gaji Bestari. Adapun syarat tempat pengumpulan sampah yang baik

adalah:

e Dibangun di atas permukaan tanah setinggi kendaraan peng-
angkut sampabh.

e Mempunyai dua buah pintu, satu tempat masuk sampah dan
yang lainnya untuk mengeluarkan sampah.

e Perlu ada lubang ventilasi, bertutup kawat untuk mencegah
masuknya lalat.

e Tempat tersebut mudah dicapai, baik oleh masyarakat yang

akan mempergunakannya ataupun oleh kendaraan pengangkut

sampabh.

Pengangkutan sampah dari TPS ke TPA.

Didefinisikan sebagai upaya pemindahan massa sampah dari
Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) ke Tempat
Pembuangan Akhir ( TPA ) sampah. Lokasi TPS bila mungkin ber-
ada di dalam lingkungan lokasi sumber sampah. Namun, bila tidak
memungkinkan maka harus diupayakan lokasinya berada di
kecamatan. Setiap kecamatan sebaiknya memiliki 1 buah TPS ukur-
an 1.000 - 2.000 m2 yang dilengkapi oleh unit pengolahan sampah
menjadi kompos (Sudrajat, 2007, p. 56).

3. Pembuangan sampah ke TPA
Pembuangan sampah biasanya dilakukan di daerah-daerah
tertentu, sehingga tidak mengganggu kesehatan masyarakat. Dalam
pembuangan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi antara lain:
e Tempat tersebut tidak dibangun dekat dengan sumber air
minum atau sumber lainnya yang dipergunakan oleh manusia.
o Tidak pada tempat yang sering terkena banjir.

N
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Di tempat-tempat yang jauh dari tempat tinggal manusia.
Adapun jarak yang sering dipakai sebagai pedoman adalah
sekitar 2 km dari rumah penduduk, sekitar 15 km dari laut,
sekitar 200 m dari sumber air (Azwar, 1990).

Dalam pembuangan sampah tersebut, dapat dilakukan dengan

menggunakan berbagai macam cara yang lazim dipergunakan pada

saat ini yaitu:

Open Dumping, yaitu membuang sampah secara terbuka di atas
permukaan tanah.
Dumping in water, yaitu pembuangan sampah dan sampah itu
dibuang begitu saja di air yaitu ke sungai dan laut.
Burning in premise, yaitu pembakaran sampah di rumah-rumabh.
Garbage reduction, yaitu pembuangan sampah dan sampah
basah diadakan pemecahan melalui proses pemasakan sehingga
diperoleh bahan makanan ternak maupun untuk penyuburan
tanah.
Hog feeding, yaitu pembuangan sampah yang sering dijadikan
sebagai makanan hewan.
Grinding system, yaitu pembuangan sampah basah yang berasal
dari sisa makanan dengan menghancurkannya terlebih dahulu
kemudian dibuang ke selokan pembuangan air kotoran untuk
mengalami pembusukan.
Incineration, yaitu pembuangan sampah dengan cara pem-
bakaran.
Sanitary landfill, yaitu suatu cara pembuangan sampah ke
tempat-tempat rendah dan ditutupi dengan tanah untuk me-
menuhi persyaratan-persyaratan. (Departemen Kesehatan RI,
1987).

Proses pengelolaan sampah juga dapat dilihat melalui bebera-

pa aspek atau segi yaitu (Arianto, 2002):
1. Segi teknis :
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A

Pewadahan individual disetiap rumah (single house)
terdiri dari 2 unit dengan volume 100 - 200 liter (2
warna yang berbeda, untuk menampung sampah dapur
dan sampah halaman)

Pewadahan komunal (container atau TPS) khusus untuk
menampung berbagai jenis sampah seperti untuk sampah
plastik, gelas, kertas, pakaian/tekstil, logam, sampah be-
sar (bulky waste), sampah B3 (batu baterai, lampu neon
dll) dan lain-lain.

Pengumpulan

Pengumpulan sampah (door to door) dengan compactor
truck berbeda untuk setiap jenis sampah.

Waktu pengumpulan door to door 1 kali seminggu
Pengumpulan sampah juga dilakukan secara perpipaan
(single house, apartemen maupun fasilitas publik).

Daur ulang
Contoh kegiatan daur ulang adalah antara lain adalah :

Pemisahan setiap jenis kertas (10 kategori ), kertas hasil
daur ulang seluruhnya di ekspor keluar negeri

Ban bekas dihancurkan dan digunakan sebagai bahan ba-
kar incinerator

Plastik bekas digunakan sebagai bahan baku pakaian
hangat

Kulkas bekas di pisahkan setiap komponen pem-
bangunnya dan freon di daur ulang

Komputer bekas dipisahkan setiap komponen pem-
bangunnya (logam, plastik/kabel, baterai dan lain-lain)
Gelas/botol kaca dipisahkan berdasarkan warna gelas
(putih, hijau dan gelap) dan dihancurkan.
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d. Composting

e Composting dilakukan secara manual atau semi mekanis
baik untuk skala individual, komunal maupun skala be-
sar (di lokasi landfill).

e Sampah yang digunakan hanya sampah potongan tana-
man dengan masa proses 3-6 bulan (windrow system).

e Sampah dari rumah tangga tidak digunakan (kualitas
kompos yang dihasilkannya tidak sebaik kompos dari
potongan tanaman).

2. Segi institusi.

Pada beberapa kota umumnya pengelolaan persampahan dil-
akukan oleh Dinas Kebersihan kota. Keterlibatan masyarakat mau-
pun pihak swasta dalam menangani persampahan pada beberapa
kota sudah dilakukan untuk beberapa jenis kegiatan. Masyarakat
banyak yang terlibat pada sektor pengumpulan sampah di sumber
timbulan sampah, sedangkan pihak swasta umumnya mengelola
persampahan pada kawasan elit dimana kemampuan membayar
dari konsumen sudah cukup tinggi.

Umumnya Dinas Kebersihan selain berfungsi sebagai pengelola
persampahan kota, juga berfungsi sebagai pengatur, pengawas, dan
pembina pengelola persampahan. Sebagai pengatur, Dinas Keber-
sihan bertugas membuat peraturan-peraturan yang harus dil-
aksanakan oleh operator pengelola persampahan. Sebagai peng-
awas, fungsi Dinas Kebersihan adalah mengawasi pelaksanaan per-
aturan-peraturan yang telah dibuat dan memberikan sanksi kepada
operator bila dalam pelaksanaan tugasnya tidak mencapai kinerja
yang telah ditetapkan, fungsi Dinas kebersihan sebagai pembina
pengelolaan persampahan, adalah melakukan peningkatan ke-
mampuan dari operator.

3. Segi keuangan.

Pada kawasan perkotaan Dinas Kebersihan menjadi pengelola

persampahan, dana untuk pengelolaan tersebut berasal dari peme-
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rintah daerah dan retribusi jasa pelayanan persampahan yang be-
rasal dari masyarakat.

Pada umumnya ketersediaan dana pemerintah untuk me-
nangani persampahan sangat kecil, demikian juga retribusi yang
diperoleh dari masyarakat sebagai konsumen juga sedikit. Jumlah
per-olehan retribusi tersebut masih jauh dari biaya pemulihan
yang diperlukan untuk mengelola pelayanan sampah.

Secara umum alokasi dana untuk pengelolaan sampah baik
berupa dana investasi maupun operasi/pemeliharaan sepenuhnya
berasal dari dana masyarakat. Dana retribusi 100% digunakan un-
tuk pengelolaan sampabh.

Hasil retribusi yang diperoleh dari pelayanan pengelolaan
sampah akan semakin kecil karena banyak retribusi yang tidak ter-
tagih, hal ini menjadi semakin sulit karena denda terhadap
penunggak retribusi tersebut tidak dilakukan, bila denda tersebut
tidak juga dilakukan maka kecenderungan pelanggan tidak mem-
bayar akan meningkat.

4. Segi peraturan.
Jenis peraturan pengelolaan sampabh :
e Undang-undang no.18 tahun 2008 tentang Pengelolaan
Sampah.

o Peraturan Daerah tentang Retribusi Sampah.

Berbagai pilihan teknologi dikelompokkan menurut kelompok
fungsi (Undang-undang no.18 tahun 2008 tentang Pengelolaan
Sampah), yaitu:

a. Pewadahan (user interfaces)

Pewadahan sampah merupakan suatu cara penampungan
sampah sebelum dikumpulkan, dipindahkan ketempat penampung-
an semetara (TPS), diangkut dan selanjutnya dibuang ke tempat
pemrosesan akhir (TPA).
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b. Pengumpulan (RT/RW)

Pengumpulan sampah adalah suatu proses pengambilan
sampah yang dimulai dari tempat pewadahan sampah dari sumber
timbulan sampah sampai ke TPS, atau langsung ke TPA.

c. Tempat penampungan sementara (TPS)

TPS merupakan tempat penampungan sampah dari alat
pengumpul.

d. Pengangkutan

Pengangkutan merupakan kegiatan membawa sampah dari
lokasi pemindahan, atau langsung dari sumber sampah menuju ke
TPA.

e. Tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST)

TPST merupakan fasilitas untuk memroses pengurangan
volume sampah dan atau mengubah bentuk sampah menjadi ber-
manfaat atau tidak berbahaya. Antara lain dengan cara daur ulang,
pengomposan dan insinerator. Pengolahan apat dilakukan di
sumber, TPS atau TPA.

f. Tempat pemrosesan akhir (TPA)

Berdasarkan cara pengoperasiannya, ada beberapa metode
TPA, yaitu :

- TPA controlled landfill.
- TPA sanitary landfill.

Dalam Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 tentang Penge-
lolaan Sampah menyebutkan “3 tahun setelah diundang-kannya
peraturan ini, maka sistem open dumping sudah tidak diper-
kenankan lagi (pada 2011)”. Setelah 2012, maka yang diper-
kenankan hanyalah sistem controlled dan sanitary landfill. Dari draf
SPM yang ada, maka kota besar diharuskan menggunakan sistem
sanitary landfill dan kota kecil menggunakan sistem con-trolled
landfill.

Dalam praktiknya, ini boleh diartikan TPA regional akan makin
banyak dibangun. Keunggulan TPA regional adalah: i) skala ekono-
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misnya, ii) pembebasan tanah yang relatif lebih murah, iii)
pengelolaan dan operasinya mudah dan lebih murah diberikan ke
pihak ketiga, dan iv) dapat dilokasikan di luar kota. Dalam SPM
menyatakan juga bahwa, jika TPA diletakkan sejauh lebih dari 25
km dari pusat kota, maka diperlukan paling tidak satu tempat
penampungan sementara (TPS) seluas mimimum 1 ha. SPM menya-
takan bahwa hingga 2015 limbah padat basah dan kering harus
dikumpulkan dalam waktu-waktu yang berbeda, dan paling tidak
dua kali per minggu. Faktor penting lainnya adalah, bahwa hingga
2015 kawasan pusat bisnis dan kawasan permukiman, dengan ke-
padatan populasi lebih dari 100 orang/ha, cakupan layanan penuh,
dan cakupan layanan di sisa kawasan permukiman perkotaan
harus mencapai 70% atau lebih. Bisa juga disimpulkan dari SPM,
bahkan setelah 2015, tempat penampungan sementara (TPS) mesti
disediakan dalam radius 500 hingga 1000 meter dari rumah. Selain
itu, SPM membedakan pengumpulan langsung atau perorangan
(dari pintu ke pintu) dan tidak langsung atau komunal (ditimbun di
TPS atau kontainer). Untuk sistem tidak langsung, pengumpulan
dari pintu ke pintu biasanya dilakukan oleh organisasi berbasis
masyarakat. Pengangkutan dari TPS/kontainer ke TPA biasanya
dilakukan oleh instansi pemerintah atau dikontrakkan ke pihak
swasta.

G. Akses Layanan

Pelayanan adalah aktivitas/manfaat yang ditawarkan oleh or-
ganisasi atau perseorangan kepada konsumen (yang dilayani), yang
bersifat tidak berwujud dan tidak dapat dimiliki (Lestari, 2004).
Ivancevich (1997) memberikan definisi pelayanan adalah produk-
produk yang tidak kasat mata (tidak dapat di raba) yang melibat-
kan usaha-usaha manusia dan menggunakan peralatan. Menurut
Gronroos (1990), pelayanan adalah suatu aktifitas atau se-
rangkaian aktifitas yang bersifat tidak kasat mata (tidak dapat di
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raba) yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara kon-
sumen dengan karyawan atau hal-hal yang disediakan oleh perus-
ahan pemberi pelayanan yang dimaksudkan untuk memecahkan
permasalahan konsumen/ pelanggan.

Pengertian pelayanan menurut American Marketing Associ-
acion seperti dikutip oleh (Donald, 1984) bahwa pelayanan pada
dasarnya merupakan kegiatan atau manfaat yang ditawarkan oleh
suatu pihak kepada pihak lain dan pada hakekatnya tidak berwujud
serta tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu, proses produksinya
mungkin juga tidak dikaitkan dengan suatu produk fisik. Sedang-
kan menurut Lovelock, (1991), pelayanan/servis adalah produk
yang tidak berwujud, berlangsung sebentar dan dirasakan atau di-
alami.

Dalam penelitian ini, akses layanan adalah kegiatan yang dil-
akukan oleh pemerintah, masyarakat dan swasta dalam dalam
waktu tertentu dalam memenuhi ketersediaaan sarana dan prasa-
rana sanitasi.

H. Penentuan Strategi Pengelolaan Sanitasi Permukiman
Salah satu cara atau metode digunakan dalam perencanaan
strategis adalah analisa SWOT. Metode ini mengkaji kondisi inter-
nal dan eksternal suatu organisasi/lembaga/entitas tertentu dari 4
(empat) aspek, yaitu Strenght (Kekuatan), Weakness (Kelemahan),
Opportunities (Peluang/kesempatan) dan Threats (Ancaman). Ana-
lisis SWOT dapat memisahkan masalah pokok dan memudahkan
pendekatan strategis dalam suatu organisasi. Mary dan Robbins
Coulter dalam Erwin Suryatama (2014, p. 25) mendefinisikan ana-
lisa SWOT adalah suatu analisis organisasi dengan menggunakan
kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman dari lingkungan.
Sedangkan menurut Suryatama (2014) analisa SWOT merupakan
sebuah metode yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan,
kelemahan, peluang dan ancaman dalam suatu projek atau suatu
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spekulasi bisnis atau projek yang mengindentifikasi faktor internal

dan eksternal yang mendukung atau tidak dalam mencapai tujuan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam analisa SWOT adalah:

a. Kekuatan dan kelemahan merupakan kondisi yang ada di da-
lam wadah pemerintah Kabupaten/Kota atau ada dalam ken-
dali pemerintah Kabupaten/Kota. Dengan demikian hal yang
diidentifikasikan adalah hal-hal yang melekat pada OPD, pera-
turan, SDM, sarana dan prasarana yang ada dalam kendali
pemerintah Kabupaten/Kota.

b. Peluang dan ancaman merupakan kondisi yang ada diluar
pemerintah kota/kabupaten atau ada di luar kendali peme-
rintah Kabupaten/Kota. Oleh karena itu hal yang diidentifi-
kasikan adalah aspek yang ada di luar OPD, misalnya hal-hal
yang ada di masyarakat, legislatif, swasta, kondisi geografis,
atau hal-hal yang terjadi di lingkungan pemerintah provinsi,
Pemerintah Pusat dan kondisi sosial, budaya, ekonomi.
Menurut Rangkuti (2015), SWOT adalah identitas berbagai

faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi pelayanan.

Analisa ini berdasarkan logika yang dapat memaksimalkan peluang

namun secara bersamaan dapat meminimalkan kekurangan dan

ancaman. Analisis SWOT membandingkan antara faktor eksternal
dan faktor internal.

i 101 |



BAB Il KONSEP PERENCANAAN PENGELOLAAN SANITASI..
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Gambar 2.5 Diagram analisa SWOT
Sumber: Rangkuti, 2015

Dari gambar diagram diatas, masing-masing kuadran memiliki
karakteristik masing-masing:
Kuadran I :

Merupakan situasi yang menguntungkan. Lembaga tersebut memiliki
peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada.
Strategi yang diterapkan dalam kondisi ini adalah mendukung kebijakan
pertumbuhan yang agresif.

Kuadran II :

Perusahaan menghadapi peluang pasar yang sangat besar, tetapi di
lain pihak menghadapi beberapa kendala/kelemahan internal. Fokus
strategi ini yaitu meminimalkan masalah internal lembaga sehingga
dapat merebut pasar yang lebih baik (turn around).
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Kuadran III :

Meskipun menghadapi berbagai ancaman, lembaga ini masih mem-
iliki kekuatan dari segi internal. Strategi yang harus diterapkan adalah
menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang jangka panjang
dengan cara strategi diversifikasi .

Kuadran IV :

Merupakan situasi yang sangat tidak menguntungkan, lembaga ter-
sebut menghadapi berbagai ancaman dan kelemahan internal. Fokus
strategi yaitu melakukan tindakan penyelamatan agar terlepas dari keru-
gian yang lebih besar (defensive).
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BAB III
KEADAAN UMUM KOTA YANG
MENERAPKAN PENGELOLAAN SANITASI
DENGAN PENDEKATAN TEKNOKRATIK
DAN PARTISIPATIF

Perencanaan merupakan suatu proses sangat penting, karena
kalau tidak dipersiapkan sebaik mungkin bisa mengalami kegaga-
lan pencapaian tujuan sebagaimana istilah terkenal yang dilontar-
kan oleh Winston Churchill, si ahli strategi dalam Perang Dunia II
“If you fail to plan, you plan to fail”, yang artinya “kalau salah mela-
kukan perencanaan berarti merencanakan kesalahan”.

Perencanaan pembangunan menjadi strategis karena selalu di-
lakukan oleh pemerintah setiap tahunnya dalam bentuk penyusu-
nan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dengan diberlaku-
kannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerin-
tah Daerah, menyebabkan terjadinya perubahan fenomena peren-
canaan pembangunan. Serta dengan adanya Peraturan Pemerintah
Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/kota, telah ditetapkan pembagian kewenangan
antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah
Kab/Kota. Pembangunan dan pelayanan dasar menjadi kewajiban
Pemerintah Kab/Kota, sehingga lebih mendekatkan interaksi anta-
ra pemangku kebijakan dengan masyarakat.

Perencanaan yang sebelumnya dilaksanakan lebih berpola pa-
da top-down planning dirasakan seringkali tidak mencapai sasaran
karena tidak sesuai dengan kebutuhan kabupaten/kota. Akibatnya
rasa memiliki dan tanggungjawab terhadap hasil kegiatan yang te-
lah dilaksanakan pemerintah (pusat dan provinsi) akan berkurang.
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Dengan perubahan pola perencanaan pembangunan sesuai penje-
lasan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pe-
rencanaan Pembangunan Nasional, bahwa untuk mengkoordinasi-
kan seluruh upaya pembangunan diwujudkan dalam beberapa
pendekatan yaitu politik, teknokratik, partisipatif, top down,
dan bottom up dan diharapkan pembangunan dirancang berda-
sarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertang-
gungjawabkan, sehingga menjamin keterkaitan dan konsistensi an-
tara perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya. Proses peren-
canaan pembangunan daerah dilakukan dengan pendekatan politik
yaitu melalui konsultasi dan koordinasi dengan Kepala Daerah dan
DPRD , pendekatan teknokrat yaitu rencana disusun oleh instansi
pemerintah dan atau pihak-pihak yang ahli dibidangnya (lintas sek-
tor) disemua level, proses berikutnya adalah verifikasi dan sinkro-
nisasi program dan kegiatan yang disusun para teknokrat tersebut,
dengan melibatkan partisipasi swasta dan masyarakat.

Menyadari tuntutan perubahan fenomena paradigma pemban-
gunan tersebut, pemerintah pusat berusaha mendelegasikan pe-
rencanaan pembangunan dengan mengoptimalkan peran kabupa-
ten/kota setempat (bottom up planning) sebagai perencana, pelak-
sana dan pengawas. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efekti-
fitas, efisiensi, dan keberlanjutan pembangunan itu sendiri serta
membuat prioritas pembangunan menjadi rasional dan tepat sasa-
ran. Karena itu pelibatan kabupaten/kota dalam proses perenca-
naan pembangunan menjadi sangat penting dalam rangka mengop-
timalkan sumber daya yang ada serta menciptakan rasa memiliki.

Merujuk teori perencanaan pembangunan dari Bintoro Tjo-
kroamidjojo, bahwa perencanaan pembangunan merupakan cara
mencapai tujuan sebaik-baiknya (maximum output) dengan sumb-
er-sumber yang ada supaya lebih efisien dan efektif dengan mem-
perhatikan adanya keterbatasan faktor internal ataupun faktor eks-
ternal. Pelibatan kabupaten/kota sebagai bagian dari pelaku pe-
rencana pembangunan merupakan pemanfaatan sumber daya yang
efisien dan efektif serta memberikan efek bola salju pada proses
peningkatan peran pemerintah, swasta dan masyarakat di kabupa-
ten/kota masing-masing dan pemanfaatan secara maksimum hasil
pembangunan yang telah direncanakan secara bersama-sama.
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Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah dae-
rah melalui Pokja Sanitasi/AMPLnya sesuai Surat Edaran Menteri
Dalam Negeri nomor 660/4919/S] Tahun 2012 tentang Pedoman
Pengelolaan Program PPSP di Daerah, mempunyai peran yang sa-
ngat besar terhadap kesuksesan pelaksanaan perencanaan pem-
bangunan sanitasi daerah karena mereka melakukan identifikasi
kebutuhan pembangunan baik secara formal atau informal, mem-
persiapkan data pendukung dan informasi yang diperlukan saat
melakukan perencanaan, menyusun strategi, memfasilitasi dan
menjaga proses perencanaan pembangunan supaya berlangsung
secara aktif dan partisipatif, dan mengawal serta memperjuangkan
usulan program dan kegiatannya pada setiap proses penganggaran
formal (mekanisme penganggaran reguler) dengan landasan yang
jelas dan akuntabel, dan dapat mengimplementasikan semua ren-
cana dengan baik dan sesuai aturan yang berlaku, serta terus mela-
kukan monitoring dan evaluasi.

Pendekatan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Dan diakhir tulisan ini, penulis hanya bisa berharap bahwa
pemerintah daerah melalui Pokja Sanitasi/AMPL dalam program
PPSP maupun program perencanaan pembangunan daerah lainnya,
dapat melakukan hal yang sama dengan kesimpulan diatas. Selamat
bekerja, terus semangat dan sukses selalu buat pelaku-pelaku pe-
rencanaan pembangunan sanitasi daerah di Indonesia melalui se-
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buah paradigma perencanaan pembangunan yang komprehensif,
inovatif, teknoratik dan berkelanjutan.
A. Kondisi Eksisting Pengelolaan Sanitasi

Sebuah kota yang memiliki luas wilayah 1.642, 32 ha, merupa-
kan salah satu kota di Jawa Timur yang memiliki satuan wilayah
sataupun luas wilayah terkecil, dengan wilayah administrasi hanya
terbagi 3 kecamatan yakni Kecamatan Prajurit Kulon, Kecamatan
Magersari dan Kecamatan Kranggan, 18 kelurahan, 655 Rukun Te-
tangga (RT), 176 Rukun Warga (RW) dan 72 dusun/lingkungan.

Tabel 3.1 Nama dan luas wilayah per-kecamatan serta jumlah

kelurahan
Nama Keca- Jumlah Luas Wilayah
matan Kelurah- Administrasi Terbangun
an/Desa  “(Ha)~ (%) thd total (Ha) (%) thd luas
administrasi administrasi

Prajurit Kulon 6 641,5 39,06 266,9 41,61
Magersari 6 658,5 40,10 382,9 58,15
Kranggan 6 342,3 20,84 213,0 62,23
Jumlah 18 1.642,3 100 863

Sumber: BPS Kota Mojokerto (2017)

Wilayah Kota Mojokerto secara keseluruhan masuk dalam
Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas yang merupakan wilayah su-
ngai strategis nasional. Sedangkan Wilayah Sungai Brantas terdiri
dari 4 (empat) DAS yaitu DAS Brantas, DAS Tengah, DAS Ringin
Bandulan dan DAS Kondang Merak, dan memiliki 9 Sub DAS yaitu
Sub DAS Brantas Hulu, Sub DAS Brantas Tengah, Sub DAS Ngoro-
wo/Ngasinan, Sub DAS Konto, Sub DAS Widas, Sub DAS Brantas Hi-
lir, Sub DAS Tengah, Sub DAS Ringin Bandulan dan Sub DAS Kon-
dang Merak. DAS yang ada di Kota Mojokerto. Sungai terpanjang
dan terluas di Kota Mojokerto yaitu Sungai Brantas sepanjang
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11.088,661 m dan luasnya 733.247,014 m2. Berdasarkan Sub DAS,
Kota Mojokerto masuk dalam Sub DAS Brantas Hilir meliputi wila-
yah sebagian Kelurahan Gunung Gedangan, sebagaian Kelurahan
Meri, sebagian Kelurahan Miji, Kelurahan Balongsari, Kelurahan
Jagalan, Kelurahan Sentanan, Kelurahan Purwotengah, sebagian
Kelurahan Mentikan, Kelurahan Kauman, Kelurahan Gedongan,
Kelurahan Magersari, Kelurahan Wates dan Kelurahan Kedudung.

Tabel 3.2 Jumlah penduduk dan kepala keluarga serta proyeksi

5 tahun
Jumlah Penduduk
Nama Tahun
Kecamatan 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Jiwa KK Jiwa KK Jiwa KK Jiwa KK Jiwa KK Jiwa KK

;E;]m 44385 1109 46544 11835 43809 12202 51183 127% 53674 13418 56.285 14071
Magersari 64683 16172 66957 16739 69.305 17326 71736 17334 74252 18563 76357 19214
Franggan 42019 10505 43575 10.8% 45188 11297 46861 11715 48596 12149 50395 12593
Jumiah 151091 37773 157.07 35.269 163302 403825 169780 42445 176522 42130

183537 45882

Sumber: BPS Kota Mojokerto (2017)

Tabel 3.3 Tingkat pertumbuhan penduduk dan kepadatan
(berdasarkan luas terbangun) serta proyeksi 5 tahun

Tingkat Pertumbuhan (%) Kepadatan Penduduk (org/Ha)
Nama
Kecamatan Tahun Tahun
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021
z’l"""o”nm 487 487 487 487 487 487 166 174 182 191 200 210
Magersari 351 351 351 351 351 351 169 175 181 187 194 200
Kranggan 370 370 370 370 370 3,70 197 204 212 219 228 236

Sumber: BPS Kota Mojokerto (2017)
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Tabel 3.4 Jumlah penduduk miskin per kecamatan

Jumlah % terhadap
No. Nama Keluarga Jumlah Penduduk
Kecamatan Miskin (KK)
1  Prajurit Kulon 2.759 24,9%
2 Magersari 3.231 19,9%
3  Kranggan 2.261 21,5%
Jumlah 8.251 21,8%
Sumber: Dokumen Rumah Tangga Miskin Kota Mojokerto Tahun
2016

Akses layanan sanitasi di Kota Mojokerto pada tahun 2017
untuk bidang air limbah domestik sebesar 90,45% dan sampah ru-
mah tangga sebesar 87% (Bappeda Kota Mojokerto, 2018). Hal itu
masih menyisakan permasalahan dalam pengelolaan sanitasi guna
mencapai target 100% akses layanan sanitasi pada tahun 2019
yang dicanangkan oleh pemerintah. Dengan tren peningkatan akses
layanan sanitasi sebesar maksimal 2 % pertahun di Kota Mojokerto
(Bappeda Kota Mojokerto, 2018).

Data pengelolaan layanan air limah domestik dan sampah ru-
mah tangga Kota Mojokerto saat ini (Bappeda Kota Mojokerto,
2018):

A. Air limbah domestik

- Jumlah kepemilikan jamban 96,2%);

- Cakupan layanan offsite skala komunal sebesar 2,9%;

- Kepemilikan jamban dengan tanki septik aman 25,4%;

- Belum mencapai ODF dengan jumlah KK BABS sebanyak 2.338

KK;

- Belum mempunyai Perda Air Limbah;
- Sudah mempunyai Perwali no. 1 tahun 2015 tentang STBM;
dan
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- Belum mempunyai IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja).

B. Sampah rumah tangga

- Sudah mempunyai motor sampah sebanyak 185 unit, pick up
sebanyak 2 unit, container 11 unit, transfer stasiun 4 unit,
dump truck 5 unit, arm rol truck 7 unit, TPST 3 unit, alat berat :
buldozer 2 unit, truck loader 1 unit, excavator 2 unit;

- Pengelolaan sampah yang memadai mencapai 89,3%;

- Sudah mempunyai masterplan sampah rumah tangga tahun
2013;

- Sudah mempunyai Perda no. 10 tahun 2010 tentang Retribusi
Sampah tapi belum efektif dilaksanakan;

- Sudah mempunyai Perwali no. 1 Tahun 2015 tentang STBM;

- Pengurangan sampah sebesar 7,4%; dan

- TPA dengan sistem controlled landfill dan sudah over load.

B. Analisis Partisipasi Masyarakat Beradasarkan Penilaian

Resiko Sanitasi

Dalam pengelolaan sanitasi, peran masyarakat sangat diper-
lukan demi meningkatkan layanan. Peran serta masyarakat dalam
pembangunan dapat dilakukan mulai dari proses perencanaan
sampai dengan operasi pembangunan tersebut. Peran serta ma-
syarakat dalam proses perencanaan merupakan suatu pelibatan
masyarakat yang paling tinggi. Karena dalam proses perencanaan
masyarakat sekaligus diajak turut membuat keputusan. Yang di-
maksud membuat keputusan disini ialah menunjuk secara tidak
langsung seperangkat aktivitas tingkah laku yang lebih luas,
bukannya semata-mata hanya membuat pilihan di antara berbagai
alternatif. Untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam
pengelolaan sanitasi lingkungan, peneliti melakukan analisis
partisipasi masyarakat berdasarkan penilaian risiko sanitasi dalam
memahami kondisi fasilitas sanitasi dan perilaku higiene sanitasi
skala rumah tangga yang menghasilkan indeks risiko sanitasi (IRS).
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Risiko sanitasi diartikan sebagai terjadinya penurunan kualitas
hidup, kesehatan, bangunan dan atau lingkungan akibat rendahnya
akses terhadap layanan sektor sanitasi dan perilaku higiene.

Analisis penilaian risiko sanitasi lingkungan menggunakan alat
bantu program Dos Box 0.74 dan Epi Data 3.1 (Kementerian
Kesehatan RI, 2014), SPPS 17 (653e.19d8.4509.a40a.2dfc) dan
Ms.Excel 2010 (2BCHBW.WOWXP.J2WPT) dengan variabel:
1. Risiko Air Limbah Domestik, tersusun atas 3, yaitu:

» Tangki septik suspek aman;

* Pencemaran karena pembuangan isi tangki septik; dan

* Pencemaran karena sistem pengolahan air limbah (SPAL).

Indikator penilaian terdiri dari :

a. Aman

- Kepemilikan tangki septik sejak rumah dihuni.

- Pengurasan tangki septik terjadwal;

- Pengurasan dilakukan oleh profesional; dan

- Grey water digelontorkan ke tangki septik.

b. Tidak aman

- Kepemilikan tangki septik tidak sejak rumah dihuni;

- Pengurasan tangki septik tidak terjadwal;

- Pengurasan tangki septik tidak dilakukan oleh profesional;

dan

- Grey water tidak digelontorkan ke tangki septik.
2. Risiko sampah rumah tangga, tersusun atas 4, yaitu:

* Pengelolaan sampabh;

* Frekuensi pembuangan sampah;

* Ketepatan waktu pembuangan sampah; dan

* Pengolahan sampah setempat.

Indikator penilaian terdiri dari :

a. Memadai

- Tersedia tempat sampabh;

- Pengangkutan sampah terjadwal;
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- Dilakukan pemilahan sampah rumah tangga; dan

- Dilakukan daur ulang sampah rumah tangga.

b. Tidak memadai

- Tidak tersedia tempat sampah;

- Pengangkutan sampah tidak terjadwal;

- Tidak dilakukan pemilahan sampah rumah tangga; dan
- Tidak dilakukan daur ulang sampah rumah tangga.

Analisis partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air
limbah domestik
Partisipasi masyarakat secara langsung dalam pengelolaan

sanitasi permukiman bidang air limbah domestik adalah dengan

menyediakan sarana dan prasarana air limbah domestik secara
mandiri serta perilaku masyarakat dalam buang air besar. Penye-

diaan sarana dan prasarana secara mandiri oleh masyarakat belum
sepenuhnya memenubhi, baik dari kuantitas maupun kualitas.

Data partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air limbah

domestik adalah :

1.

Limbah cair grey water di Kota Mojokerto dengan kepemilikan
sanitasi dasar SPAL menunjukkan jumlah keluarga memiliki
SPAL 86,30% , sehingga masih ada 13,70% belum memiliki
SPAL. 99,40%. SPAL dimaksud adalah saluran drainase kedap
air, dan sisanya dibuang di saluran tidak kedap air/halaman
rumabh.

Produksi limbah cair rumah tangga secara keseluruhan men-
capai 70% - 80% dari pemakaian air bersih dimana rata-rata
penggunaan air 100 L/orang/hari. Dengan jumlah penduduk
Kota Mojokerto tahun 2016 sebesar 151.091 jiwa maka pro-
duksi limbah cair sebesar 10.576.400 L/hari atau 10.576
m3/hari.

Buang air besar ke jamban pribadi sebesar 93,3%, di MCK/WC
umum sebanyak 2,9%, dan yang masih buang air besar semba-
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rangan (BABS) sebesar 3,8% (WC helikopter, sungai, kebun, se-
lokan).

Ke sungai/pantalflaut ; £7%
K& W helikopter; 0%
MCK/WC Urrum; 2.9%

Ke kebunfpekacangan; 0,1%  Ke lubang galian; 0,1%

Ke sefokan/parit/got ; 0,1%
/_l.lllvrry.l 1.7%

# Jamban pribadi

o MCK/WE Umum

B Ke WO helkopter

® Ke sungal/pantai/laut
# Ke kebun/pekarangan
B Ke selokan/pant/got
2 Ke lubang galian

Lannya,

Gambar 3.1 Persentase tempat buang air besar

Tempat BAB ke jamban pribadi terbanyak di Kelurahan Kau-
man, Blooto, Surodinawan, Gedongan dan Purwotengah yaitu
100%. Sedangkan BABS terbanyak di kelurahan Mentikan se-
banyak 7,5%, disusul Kelurahan Pulorejo, Prajurit Kulon, Ma-
gersari, Balongsari, Gunung Gedangan, Kranggan, Sentanan
masing-masing 5%.
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Gambar 3.2 Grafik tempat BAB per keluraha

| 115

B e



BAB Il KEADAAN UMUM...

5. Tempat penyaluran akhir tinja di Kota Mojokerto disalurkan
pada 6 (enam) tempat, antara lain sebanyak 86% telah dibuang
ke tangki septik, sebanyak 3,8% dibuang ke sungai, sebanyak
2,4% dibuang langsung ke drainase, sebanyak 0,4% masuk ke
pipa sewer, sebanyak 0,1% disalurkan ke cubluk/ lubang ta-
nah, dan sebanyak 7,4% menjawab lainnya.

CublukSubang tanah; 0,1%
Langsung ke drainase; 2,4%

Sunga/danau/pantai; 3 8%

[ Lalnnya, 7,4%

Pipa sewer; 0,4%

| Tanghs weptik

o Pipa sewer

= Cublukflubang 1anah

8 Langsung ke drainase
Sungai/darau/pantal

® Lainmya

Gambar 3.3 Persentase tempat penyaluran buangan akhir tinja

6. Tempat penyaluran akhir tinja tingkat Kelurahan, penyaluran
akhir tinja ke tangki septik terbanyak di Kelurahan Surodina-
wan, Wates, Meri dan Purwotengah sebanyak 100%. Sedang-
kan yang terendah Kelurahan Sentanan sebesar 62,5% yang
menjadikan tangki septik sebagai tempat penyaluran akhir tin-
ja.
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Dari 86% responden yang membuang tinja ke tangki septik se-
banyak 59,6% tidak pernah dilakukan pengurasan, 12,9% dila-
kukan pengurasan antara 1-5 tahun lalu, 8,2% antara 5 s.d
sampai 10 tahun, 4,2% dilakukan pengurasan kurang dari 5 ta-
hun. Sebanyak 100% reponden di Kelurahan Surodinawan ti-
dak pernah melakukan pengurasan tangki septik. Sedangkan
yang paling sering melalukan pengurasan pada kurun waktu
hingga 10 tahun yaitu kelurahan Jagalan yaitu sebesar 61,1%.
Responden yang melakukan pengurasan tangki septik di Kota
Mojokerto sebanyak 54,8% dikuras dengan layanan sedot tinja,
sisanya dilakukan pengurasan dengan membayar tukang dan
dikosongkan sendiri. Sementara itu di Kelurahan Mentikan se-
banyak 72,7% responden mengakui bahwa tangki septik diku-
ras dengan layanan sedot tinja.

Tangki septik yang aman adalah 41,5% sedangkan sisanya
tangki septik tidak aman sebesar 58,5%. Sedangkan tingkat ke-
lurahan, yang mempunyai tangki septik aman tertinggi ada di
kelurahan Mentikan dan Prajurit Kulon sebesar 60%.
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Tabel 3.5 Persentase pengelolaan air limbah domestik Kota Mojokerto

Kelurahan
Urai Mentikan Pulorejo Kauman Blooto Surodinawan Craji Magersari Gedongan Balongsari Wates
Taian Kulon
n % =n % =n % =n % =n % n % n % =n % n % n %
Tangki septik Tidakaman 16 400 20 500 22 550 31 775 30 750 16 400 24 600 21 525 20 500 32 809
suspek aman Suspekaman 24 600 20 500 18 450 9 225 10 250 24 600 16 400 19 475 20 500 8 200
Pencemaran Tidakaman 3 273 3 300 9 600 3 750 10 250 3 375 10 370 12 667 4 250 11 524
karena
pembuangan isi Ya,aman 8 727 7 700 6 400 1 250 30 750 5 625 17 630 6 333 12 750 10 476
tangki septik
o ensiian Tidskaman 20 500 23 575 39 975 26 650 0 0 12 300 30 750 30 750 32 800 21 525
karena SPAL Ya aman 20 500 17 425 1 25 14 350 40 1000 28 700 10 250 10 250 8 200 19 475
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Kelurahan

Gunung

Uraian Kedundung Gedangan Meri Miji Kranggan Sentanan Purwotengah Jagalan Total
n % n % n % n % n 0% n % n % n % n %

Tangki septik Tidak aman 20 50,0 18 450 31 775 28 700 21 525 20 500 29 72,5 22 550 421 585
suspek aman Ya,aman 20 50,0 22 55,0 9 225 12 300 19 47,5 20 500 11 27,5 18 450 299 415
Pencemaran Tidak aman 6 31,6 3 75,0 2 1000 9 60,0 3 333 6 375 17 70,8 9 29,0 113 45,2
karena

pembuangan isi Ya,aman 13 684 1 250 0 0 6 40,0 6 667 10 62,5 7 29,2 22 71,0 137 D548
tangki septik

Pencemaran Tidak aman 32 80,0 37 925 38 950 21 525 6 150 6 150 39 97,5 26 650 438 608
karena SPAL Ya, aman 8 20,0 3 7.5 2 50 19 475 34 850 34 850 1 25 14 35,0 282 392
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Tabel 3.6 Diagram sistem sanitasi pengelolaan air limbah domestik

Kota Mojokerto

Terpusat
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Sistem pengolahan air limbah

Sistem pengolahan air

limbah domestik (SPALD) | domestik (SPALD) setempat/on site

terpusat/off site

Sistem air limbah domestik eksisting yang ada di Kota Mojo-
kerto serta jenis dan jumlah infrastruktur yang telah dibangun di-
sajikan dalam bentuk Diagram Sistem Sanitasi (DSS) pada Tabel
5.6. Dari DSS dapat diketahui bahwa masih ada pengelolaan air
limbah di masyarakat yang tidak baik / mencemari lingkungan, di-
antaranya pembuangan black water di sungai, WC helicopter, di ko-

lam, selokan dan sebagainya. Selain pengelolaan air limbah yang
kurang baik juga ada yang dikelola dengan baik melalui IPAL ko-
munal, tangki septik dan dilakukan penyedotan lumpur tinja untuk
diolah melalui IPLT.
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Dari diagram sistem sanitasi diatas dapat dilihat bahwa sistem
pengolahan air limbah domestik di Kota Mojokerto terdapat 3
(tiga), yaitu:

1. Pembuangan langsung (BABS) dan akses dasar (sistem A dan

B)

Pengelolaan dengan akses dasar adalah pengelolaan dengan

praktik dasar sederhana yang layak untuk kawasan kepadatan

rendah dan daerah dengan tingkat kerawanan sanitasi rendah.

Akses dasar hanya boleh diterapkan di kawasan perdesaan

dengan kepadatan penduduk yang rendah. Penerapan akses

dasar di perkotaan sudah tidak boleh lagi dilakukan dan masuk
dalam kategori tidak layak.
2. SPALD setempat/on site (sistem C)

SPALD Setempat atau disebut SPALD-S adalah sistem penge-

lolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di

lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut

dengan sarana pengangkut ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur

Tinja.

3. SPALD terpusat/off site (sistem D)

SPALD Terpusat atau disebut SPALD-T adalah sistem penge-

lolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domes-

tik dari sumber secara kolektif ke Sub-sistem Pengolahan

Terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air per-

mukaaan.

Dapat dijelaskan bahwa pengelolaan air limbah di masyarakat
yang tidak baik/mencemari lingkungan, diantaranya berasal dari
pembuangan black water (tinja, urine, air pembersih, air peng-
gelontor, dan kertas pembersih) dan grey water (air cucian dapur,
air untuk mandi dan air cucian pakaian). Untuk pembuangan dari
black water, user interface dapat berupa wc helikopter, cubluk
ataupun jamban. Daur ulang dan pembuangan akhir wc helikopter
langsung ke sungai/empang. Kemudian untuk cubluk, peng-
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angkutan/pengaliran ke bidang resapan dan daur ulang serta pem-
buangan akhirnya ke tanah. Kemudian untuk jamban, pengumpul-
an dan penampungan/penampungan awal dapat berupa tangki
septik, sedangkan pengangkutan/pengaliran berasal dari pipa IPAL
(sambungan rumah) yang pengolahan akhir terpusatnya berupa
[PAL komunal dan akhirnya/pembuangan air bisa langsung ke
sungai. Untuk pengangkutan/pengaliran dari jamban dapat juga
melalui truk tinja yang nantinya pengolahan akhir terpusatnya
berupa IPLT atau bisa juga dari truk tinja pembuangan akhirnya
langsung ke sungai. Untuk grey water, user interface berupa saluran
pembuangan, yang pengumpulan dan penampungan awal berupa
tangki septik, yang kemudian diteruskan pengangkutan/pengaliran
kebidang resapan dan daur ulang serta pembuangan akhirnya ke
air tanah. Dapat juga hasil dari grey water tersebut pengangkutan/
pengalirannya dapat langsung ke drainase lingkungan yang kemu-
dian daur ulang serta pembuangan akhirnya langsung ke sungai.
Kota Mojokerto belum mencapai ODF (Open Defecation Free)
atau bebas BABS, hal ini dilihat dari jumlah KK yang BABS
sebanyak 2.338 KK. Sedangkan pemakaian jamban di dominasi
oleh jamban pribadi dengan tangki septik, selain itu juga sudah
memanfaatkan sistem offsite yang berupa IPAL komunal (tabel 5.7).

Tabel 3.7 Cakupan layanan air limbah domestik saat ini
di Kota Mojokerto

No

Akses Layak (KK)

Akses Dasar (KK]
SPALD-S/On Site SPALD-T/Off Site
Jumlah ] Tangki
Kecamatan Penduduk Yangkl “"B:: hngl: septik
, t i 9 s

(KK) wptik 7P Mk P wa WAL N e Cublel

individual komunal komupal Komunal Kawasan  Kota | Hobum

mavicual - (s10kx) {>10 KK)

aman**

(KK)*

1

Prajurit Kulon 11096 8570 950 130 168

2 Magersari 16172 14156 570 160

1154

3

Kranggan 10305 8985 857
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Keterangan :

*  Yang termasuk BABS : BAB langsung di kebun, kolam, laut,
sungai, sawah/lading.

**  Belum Aman : jamban tidak dilengkapi tangki sesuai criteria
SNI atau tidak mempunyai tangki septic sama sekali. Cubluk
dikategorikan tidak aman bila dibangun di area dengan kepa-
datan = 50 orang/Ha dan jarak terhadap sumber air bersih
yang bukan perpipaan < 10 m.

*#k MCK : termasuk jamban bersama layak dan MCK komunal.

Selanjutnya berdasarkan data diatas dilakukan analisis tingkat
partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik.
Hasil analisis berupa nilai indeks risiko sampah rumah tangga
(Tabel 3.8) dan pemetaan indeks risiko sampah rumah tangga un-
tuk Kota Mojokerto menurut Kelurahan (Gambar 3.10). Pada tabel
dan peta tersebut, Kelurahan Meri dan Purwotengah menjadi Kelu-
rahan yang memiliki risiko sangat tinggi dalam pengelolaan air
limbah domestik. Sedangkan Kelurahan Kauman, Blooto, Gedong-
an, Wates, Gunung Gedangan dan Miji menjadi kelurahan dengan
risiko tinggi dalam pengelolaan air limbah domestik.
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Tabel 3.8 IRS air limbah domestik

Kecamatan Kelurahan IRS Air Limbah
Domestik

Kec.Prajurit Kulon Mentikan 39
Pulorejo 46
Kauman 71
Blooto 73
Surodinawan 25
Prajurit Kulon 36

Kec. Magersari Magersari 57
Gedongan 65
Balongsari 52
Wates 62
Kedundung 54
Gunung 71
Gedangan

Kec. Kranggan Meri 91
Miji 61
Kranggan 34
Sentanan 34
Purwotengah 80
Jagalan 50

1.

2
3.
4

Klasifikasi indeks risiko sanitasi air limbah domestik dengan
menggunakan skala likert (Kementrian Kesehatan, 2014), adalah:
Batas maksimal: 91; Batas minimal: 25; Interval: (91-25)/4 = 66/4

16.5=17
Rendah : 25-42
Sedang :43-59
Tinggi :60-76
Sangat Tinggi :77-91

W M

(Hijau);
(Biru);
(Kuning); dan
(Merah).
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Hasil analisis tingkat partisipasi masyarakat berdasarkan pe-

nilaian risiko kesehatan sanitasi dalam pengelolaan layanan air
limbah domestik di Kota Mojokerto adalah:

1.

Kelurahan Meri dan Purwotengah, indeks risiko sangat tinggi
yang berarti tingkat partisipasi masyarakat sangat rendah
dengan penjelasan sebagai berikut:

Kelurahan Meri untuk kepemilikan tangki septik 77,4% tidak
aman, tingkat pencemaran pembuangan isi tangki septik 100%
tidak aman, pencemaran karena SPAL 95% tidak aman;
Kelurahan Purwotengah untuk kepemilikan tangki septik
72,5% tidak aman, tingkat pencemaran pembuangan isi tangki
septik 70,8% tidak aman, pencemaran karena SPAL 97,5%
tidak aman;

Dilalui oleh sub DAS Brantas Hilir, sehingga potensi terjadinya
pencemaran akibat pengolahan setempat terhadap lumpur
tinja yang sangat rendah;

Aspek perencanaan tidak sesuai dengan standar konstruksi
dan kesehatan, hal tersebut terlihat dalam pemrosesan lumpur
tinja pada pengolahan setempat (tangki septik) masih sangat
rendah (>90% tidak aman);

Tingkat partisipasi masyarakat dalam sistem pengelolaan air
limbah domestik secara umum sudah sangat baik, hal ini dapat
dilihat dari 100% kepemilikan jamban pribadi;

Tingkat partisipasi masyarakat termasuk dalam tingkatan
partisipasi informasi yaitu penekanan bentuk partisipasi dalam
pemberian informasi satu arah dari pemerintah kepada masya-
rakat tanpa memberikan umpan balik dan kekuatan untuk
bermusyawarah;

Sistem pengolahan air limbah domestik di Kelurahan Meri
adalah pembuangan langsung (BABS), SPALD-S (Skala Indi-
vidual) dan SPALD-T (Skala Permukiman);
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Sistem pengolahan air limbah domestik di Kelurahan Purwo-
tengah adalah pembuangan langsung (BABS) dan SPALD-S
(Skala Individual);

Kelurahan Meri secara interaksi keruangan bersebelahan
dengan kelurahan Gunung Gedangan dan Miji yang mempunyai
indeks risiko tinggi sehingga mempengaruhi rendahnya tingkat
pengelolaan air limbah domestik. Sebagian wilayahnya ber-
sebelahan dengan kelurahan Kranggan yang berisiko rendah
sehingga peluang peningkatan pengelolaan air limbah do-
mestik akan tercapai;

Kelurahan Purwotengah secara interaksi keruangan ber-
sebelahan dengan kelurahan Kauman dan Gedongan yang
mempunyai indeks risiko tinggi sehingga mempengaruhi ren-
dahnya tingkat pengelolaan air limbah domestik. Sebagian
wilayahnya bersebelahan dengan kelurahan Sentanan yang
berisiko rendah sehingga peluang peningkatan pengelolaan air
limbah domestik akan tercapai.

Kelurahan Kauman, Blotoo, Gedongan, Wates, Gunung Gedang-
an dan Miji, indeks risiko tinggi yang berarti tingkat partispasi
masyarakat rendah dengan penjelasan sebagai berikut:
Kelurahan Kauman untuk kepemilikan tangki septik 55% tidak
aman, tingkat pencemaran pembuangan isi tangki septik 60%
tidak aman, pencemaran karena SPAL 97,5% tidak aman;
Kelurahan Blotoo untuk kepemilikan tangki septik 77,5% tidak
aman, tingkat pencemaran pembuangan isi tangki septik 75%
tidak aman, pencemaran karena SPAL 65% tidak aman;
Kelurahan Gedongan untuk kepemilikan tangki septik 52,5%
tidak aman, tingkat pencemaran pembuangan isi tangki septik
66,7% tidak aman, pencemaran karena SPAL 75% tidak aman;
Kelurahan Wates untuk kepemilikan tangki septik 80% tidak
aman, tingkat pencemaran pembuangan isi tangki septik 52,4%
tidak aman, pencemaran karena SPAL 52,5% tidak aman;
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- Kelurahan Gunung Gedangan untuk kepemilikan tangki septik
45% tidak aman, tingkat pencemaran pembuangan isi tangki
septik 75% tidak aman, pencemaran karena SPAL 92,5% tidak
aman;

- Kelurahan Miji untuk kepemilikan tangki septik 70% tidak
aman, tingkat pencemaran pembuangan isi tangki septik 60%
tidak aman, pencemaran karena SPAL 52,5% tidak aman;

- Kelurahan Blotoo dan Wates mempunyai tingkat PHBS sedang;

- Dilalui oleh sub DAS Brantas Hilir, sehingga potensi terjadinya
pencemaran akibat pengolahan setempat terhadap lumpur
tinja yang rendah;

- Aspek perencanaan tidak sesuai dengan standar konstruksi
dan kesehatan, hal tersebut terlihat dalam pemrosesan lumpur
tinja pada pengolahan setempat (tangki septik) masih rendah
(>70% tidak aman);

- Tingkat partisipasi masyarakat untuk sistem pengelolaan air
limbah domestik secara umum sudah baik, hal ini dapat dilihat
dari 100% kepemilikan jamban pribadi;

- Tingkat partispasi masyarakat termasuk dalam tingkatan
partisipasi konsultasi yaitu masyarakat diberikan kesempatan
untuk menyampaikan ide/gagasan tapi tidak dikombinasikan
dengan kepastian ide/gagasan masyarakat akan diperhatikan
dan pada tingkatan partisipasi penenteraman yaitu pelak-
sanaan partisipasi tergantung pada pelaksanaan prioritas yang
ditetapkan oleh pembuat kebijakan;

- Sistem pengolahan air limbah domestik di Kelurahan Kauman,
Blotoo, Gedongan, Wates, Gunung Gedangan dan Miji adalah
pembuangan langsung (BABS), SPALD-S (Skala Individual) dan
SPALD-T (Skala Permukiman);

- Kelurahan Kauman secara interaksi keruangan bersebelahan
dengan kelurahan Purwotengah yang mempunyai indeks risiko
sangat tinggi sehingga mempengaruhi rendahnya tingkat
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pengelolaan air limbah domestik. Sebagian wilayahnya ber-
sebelahan dengan kelurahan Mentikan yang berisiko rendah
sehingga peluang peningkatan pengelolaan air limbah do-
mestik akan tercapai;

Kelurahan Gedongan secara interaksi keruangan bersebelahan
dengan kelurahan Purwotengah yang mempunyai indeks risiko
sangat tinggi sehingga mempengaruhi rendahnya tingkat
pengelolaan air limbah domsetik

Kelurahan Gunung Gedangan secara interaksi keruangan ber-
sebelahan dengan kelurahan Meri yang mempunyai indeks
risiko sangat tinggi sehingga mempengaruhi rendahnya tingkat
pengelolaan air limbah domestik;

Kelurahan Miji secara interaksi keruangan bersebelahan
dengan kelurahan Kranggan, Mentikan, Prajurit Kulon dan
Sentanan yang berindeks risiko rendah sehingga peluang ada
peningkatan pengelolaan air limbah domesik meskipun se-
bagian kecil bersebelahan dengan kelurahan Meri yang mem-
punyai indeks risiko sangat tinggi sehingga mempengaruhi
rendahnya tingkat pengelolaan air limbah domestik;

Kelurahan Blooto secara interaksi keruangan bersebelahan
dengan kelurahan, Prajurit Kulon dan Surodinawan yang
berindeks risiko rendah sehingga peluang ada peningkatan
pengelolaan air limbah domesik;

Kelurahan Wates secara interaksi keruangan bersebelahan
dengan kelurahan Magersari, Balongsari dan Kedundung yang
berindeks risiko sedang, sehingga perlu peningkatan penge-
lolaan air limbah domestik.

Kelurahan Pulorejo, Magersari, Balongsari, Kedundung, dan
Jagalan indeks risiko sedang yang berarti tingkat partispasi
masyarakat tinggi termasuk dalam tingkat partisipasi kemitra-
an, yaitu adanya kesepakatan untuk berbagai perencanaan dan
tanggung jawab pembuatan keputusan melalui struktur, kerja-
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sama, kebijaksanaan, komite perencanaan dan mekanisme
dalam memecahkan persoalan
4. Kelurahan Mentikan, Surodinawan, Prajurit Kulon, Kranggan
dan Sentanan indeks risiko rendah yang berarti tingkat
partispasi masyarakat tinggi termasuk dalam tingkat partisi-
pasi pelimpahan kekuasaan yaitu adanya negosiasi antara
masyarakat dan pemerintah yang diperoleh melalui pem-
buatan keputusan dominan berada di tangan masyarakat
dengan mendelegasikan pendapatnya melalui wakil dalam
parlemen serta tingkat partisipasi kontrol masyarakat, yaitu
adanya pengawasan dan keterlibatan masyarakat terjadi dalam
segala aspek, misalnya kontrol terhadap sekolah, kontrol
terhadap lingkungan

2. Analisis partisipasi masyarakat dalam pengelolaan
sampah rumah tangga

Secara umum pengelolaan sampah rumah tangga di Kota
Mojokerto sudah berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan
teraihnya penghargaan Adipura, sebagai bukti atas terjaganya
kebersihan lingkungan. Namun demikian seiring dengan perkem-
bangan jumlah penduduk dan semakin meningkatnya pembangun-
an di Kota Mojokerto, maka tempat pemrosesan akhir sampah
(TPA) eksisting Kota Mojokerto yang terletak di kawasan Randegan
sudah kurang mampu lagi untuk menampung sampah yang di-
hasilkan.

Selama ini sistem sampah rumah tangga di Kota Mojokerto
dikelola dengan menggunakan cara granule, yaitu dengan cara
memisahkan antara sampah organik dan non organik yang kemu-
dian dicampur dengan berbagai bahan kimia, sehingga sampah-
sampah tersebut bisa diganakan sebagai pupuk untuk menyubur-
kan tanaman lagi. Adapun dari hasil pengolahan sampah tersebut
sudah dipasarkan dalam bentuk kemasan yang dijual melalui KUD.
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Untuk sarana pemindahan sampah, yaitu berupa transfer depo
yang berjumlah 5 buah, dan transfer station terdapat 11 buah. Kota
Mojokerto mempunyai tempat pemrosesan akhir (TPA) dengan
luas yaitu 3,5 Ha. Kondisi tanah yang terdapat di sekitar TPA
adalah bertekstur lempung. Jarak untuk menuju ke TPA dari
perumahan dan sungai yang terdekat adalah 0,5 Km. Pengelolaan
TPA yang digunakan adalah dengan menggunakan kombinasi
dengan open dumping dan control landfill, dengan pelapis tanah
yang digunakan yaitu berasal dari tanah liat. Pengelolaan sampah
di Kota Mojokerto dilakukan sepenuhnya oleh Dinas Kebersihan
dan Pertamanan. Perkembangan volume sampah di Kota Mojo-
kerto tiap tahunnya mengalami kenaikan seiring dengan tingkat
komsumtif masyarakat yang semakin meningkat. Jumlah timbulan
sampah yang dihasilkan oleh kegiatan perkotaan yang paling
banyak yaitu terdapat pada lokasi perumahan yaitu 120,5 m?/ hari,
yang disusul oleh sarana kota lainnya, yaitu pasar 82 m3/ hari,
jalan arteri dan kolektor 32 m3/ hari, sekolah 22 m?/ hari.

Data pengelolaan sampah rumah tangga di Kota Mojokerto dis-
ajikan pada Gambar 5.11. Berdasarkan grafik tersebut cara penge-
lolaan sampah yang lebih banyak dilakukan di Kota Mojokerto se-
cara berurutan adalah:

a. Dikumpulkan dan dibuang ke TPS sebanyak 81,9%;

b. Dibakar sebanyak 7,5%;

c. Dikumpulkan kolektor informal yang mendaur ulang sebanyak
7,4%;

Lain-lain sebanyak 1,0%;

Dibuang ke sungai atau kali sebanyak 0,7%;

f. Dibuang ke dalam lubang tetapi tidak ditutup tanah sebanyak

0,7%;

g. Dibuang ke lahan kosong dan dibiarkan membusuk sebanyak

0,6%; dan
h. Dibuang ke dalam lubang dan ditutup dengan tanah 0,3%.

o
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Perilaku pemilahan sampah oleh rumah tangga di Kota Mojo-
kerto ditunjukan pada Gambar 5.12, sebanyak 43% melakukan
pemilahan sampah sedangkan 58% tidak melakukan pemilahan
sampah sebelum dilakukan pengolahan lebih lanjut. Responden
yang melakukan pemilahan sampah paling banyak di Kelurahan
Kranggan (56,8%), sedangkan yang terendah di Kelurahan Pulorejo
hanya sebanyak 3,0% responden yang melakuan pemilahan sam-
pah.
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Gambar 3.12 Grafik perilaku praktik pemilahan sampah rumah tangga Kota Mojokerto
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Hasil analisis peneliti seperti pada Tabel 3.9, pengelolaan
sampah rumah tangga di Kota Mojokerto dari segi pengelolaan
sampah tidak memadai sebesar 10,7%, frekuensi pengangkutan
sampah tidak memadai sebesar 13,2%, ketidaktepatan waktu
pengangkutan sampah sebesar 28,3%, dan 80,4% tidak dilakukan
pengolahan sampah setempat.

Pada level kelurahan, persentase responden yang menjawab
pengelolaan sampah tidak memadai terbesar, yaitu pada Kelurahan
Blooto yaitu 30% dan yang terkecil ada beberapa kelurahan yaitu
Kelurahan Magersari, Wates, Sentanan, dan Purwotengah 0%. Akan
tetapi dalam segi pengolahan sampah setempat yang tidak diolah
Kelurahan Miji dan Sentanan berada pada urutan pertama yaitu
dengan ukuran 100% selanjutnya Kelurahan Purwotengah
(97,5%).
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Tabel 3.9 Persentase pengelolaan sampah rumah tangga Kota Mojokerto

Nama Kelurahan

Mentikan ~ Pulorejo  Kauman Blooto Surodina-  Prajurit

Uraian W Kulon Magersari  Gedongan  Balongsari Wates

n % n % n % n % N % N % n % =n % n % n %

Tidak memadai 11215 9 225 2 50 12 300 10 250 §& 200 0 0 3 75 3 715 0
Pengelolaan sampah

Ya, memadai 29 725 31 775 38 950 28 700 30 730 32 800 40 1000 37 925 37 925 40 100
Frekuensi Tidak memadai 2 1000 0 0 3 20 0 0 1 100 0 0 0 0 1 300 0 0 0 :
pengangkutan sampah Y3 memadai 0 0 0 0 12 80 3 100 0 0 0 0 0 0 1 30 4 100 2 100
Ketepatan waktu Tidak tepat waktu 1 500 0 0 5 333 0 O 1 W0 0 D 0 0 21000 0 0 0 .
pengangkutan sampah Y3, tepat waktu 1 500 0 0 10 667 3 100 0 0 0 0 0 0 0 0 4 100 2 100
Pengolahan sampah Tidak diolah 38950 36 90 21 325 17 425 34 B850 34 850 38 90 19 475 33 85 22 »N0
setempat Ya, diolah 2 50 4 100 19 475 23 375 6 130 6 150 2 30 21 325 7 175 18 4
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Nama Kelurahan

Gunung ) Total
Uraian Kedundung Gedangan Meri Miji Kranggan  Sentanan  Purwotengah Jagalan
n % mn % n % n % n % n % n % n % n %
Pengelolaan sampah Tidak memadai 1 25 § 20 2 50 1 25 6 150 0 0 0 0 1 25 71 107
Ya, memadai 39 975 32 800 38 950 39 975 34 850 40 1000 40 1000 39 975 643 893
Frekuensi Tidak memadai 0 0 0 0 0 00 D0 D 0 0 0 0 0 0 7132
pengangkutan sampah  Ya memadai 0 0 0 0O 4 1000 17 1000 1 1000 1 1000 0 0O 1 1000 46 868
Ketepatan waktu Tidak tepat waktu 0 0 0 D 3 Bo 2 118 0 D 0 0 0 0O 1 1000 15 283
pengangkutan sampah Ya, tepat waktu 0 0 0 0 1 250 15 82 1 1000 1 1000 0 0 0 0 38 717
Pengolahan sampah Tidak diolah 30 750 35 &5 33 875 40 1000 32 80O 40 1000 39 975 36 900 379 804
setempat Ya, diolah 10 250 5 125 5 125 0 0 8 200 0 0 1 25 4 100 141 196
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Tabel 3.10 Diagram sistem sanitasi pengelolaan
sampah rumah tangga

Sub-Sistem
Pemiahan,
Pewadahan dan IR

Pecgoladan Antara

e e

— — — — — — -

_— — —— —— —=

rumah tangga

Rumah Tangga

Pengomposan
Skala Rumah
Tangga

Rumah Tangga

ke | Sampah tertangani skala | Sampah tidak tertangani

tertangani

Sampah

pemrosesan akhir

ot loegge

Passt | Faem

U

— —— e —— e e —— e ——

2 e
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Pengurangan sampah

toms e e e e — —d
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Dari diagram sistem sanitasi diatas dapat dilihat bahwa sistem

sampah rumah tangga di Kota Mojokerto terdapat 4 (empat), yaitu:

1.

Sampah tidak tertangani (sistem A)

Sampah yang tidak ditangani maupun tidak diangkut ke TPA.
Contoh sampah yang tidak tertangani adalah sampah yang
dibakar, dibuang ke laut, dibuang ke lahan terbuka, dan di-
buang ke sungai.

Sampah tertangani skala RT (sistem B)

Sampah yang dikelola mandiri oleh masyarakat baik dalam
skala individual maupun komunal dengan cara 3R, ditimbun,
maupun dikompos. Penanganan skala rumah tangga dengan
cara ditimbun disarankan untuk diterapkan di wilayah per-
desaan dan tidak disarankan untuk diterapkan di wilayah
perkotaan karena keterbatasan lahan.

Sampah tertangani ke pemrosesan akhir (sistem C)

Sampah yang diangkut dari sumber timbulan ke tempat pe-
mrosesan akhir baik melalui pengangutan langsung maupun tidak
langsung. Pengangkutan langsung adalah pengangkutan sampah
langsung dari sumber timbulan ke tempat pemrosesan akhir, se-
mentara pengangkutan tidak langsung adalah pengangkutan
sampah dari timbulan sampah dengan sebelumnya melalui TPS
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terlebih dahulu hingga akhirnya diangkut ke tempat pemrosesan
akhir.

4. Pengurangan sampah (sistem D)
Pengelolaan sampah yang diterapkan dengan upaya pembata-
san timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan peman-
faatan kembali sampah baik di fasilitas TPS 3R, TPST, maupun
bank sampah.

Dari Tabel 3.10 dapat diketahui bahwa pada user interface
terdapat berbagai jenis, ada tempat sampah terpilah berupa tong,
keranjang sampah yang berada di rumah tangga dan tempat
sampah dari kegiatan penyapuan jalan serta taman ataupun fasi-
litas umum. Pengumpulan setempat yang ada di Kota Mojokerto
terdiri atas TPS (Tempat Penampungan Sementara), TPS 3R (Tem-
pat Pemrosesan Sementara Reduce, Reuse, dan Recycle). Pengumpu-
lan sampah dari sumber sampah ke TPS, TPS 3R menggunakan ge-
robak ataupun kendaraan dorkas/ sepeda motor roda tiga. Namun
bila sampah yang dihasilkan dari sumber sampah lebih besar sama
dengan 1 m3 maka harus langsung diangkut ke TPA (Tempat Pe-
mrosesan Akhir). Tidak semua kelurahan/kecamatan mempunyai
jumlah sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang memadai
sehingga masih ada masyarakat yang membuang sampah semba-
rangan seperti ke sungai, dibakar, ke tanah kosong dan ke pinggir
jalan, hal ini dapat menimbulkan pencemaran tanah, air dan udara.
Dari Tabel 5.11 timbulan sampah, jumlah sampah yang terangkut
ke TPA sebesar 81,9% atau 308,36 m3/hari.
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Tabel 3.11 Timbulan sampah per kecamatan

Timbulan Sampah

Nama '{,l::::l_l Tf;:‘xl:::ni Pengurangan Teft::lnf;xhi ke Sampah Tid?k Total
Kecimatai duk Skala ;11' Sampah TP! \ Tertangani
iwa ‘ .
e b BT e B 2o 5

PrajuritKulon 44385 229 866 217 821 2406 9088 085 322 2038  110.96

Magersari 64688 334 1261 3,17 1197 3506 13245 124 4.69 4281 16172

Kranggan 2019 217 819 206 777 2278 86.03 081 3.05 2781  105.05

Jumlah 151.001 780 2946 740 2795 819 30936 290 1095 100,00 377,73

Selanjutnya berdasarkan data diatas dilakukan analisis tingkat
partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga.
Hasil analisis berupa nilai indeks risiko sampah rumah tangga
(Tabel 5.12) dan pemetaan indeks risiko sampah rumah tangga un-
tuk Kota Mojokerto menurut Kelurahan (Gambar 5.13). Pada tabel
dan peta tersebut, Kelurahan Mentikan dan Surodinawan menjadi
Kelurahan yang memiliki risiko sangat tinggi sampah rumah tang-
ga. Kelurahan Gedongan dan Jagalan menjadi kelurahan dengan ri-

siko tinggi sampah rumah tangga.

Tabel 3.12 IRS sampah rumah tangga

Kecamatan Kelurahan IRS Sampah rumah
tangga
Kec. Mentikan 68
Prajurit Kulon
Pulorejo 28
Kauman 28
Blooto 18
Surodinawan 78
Prajurit Kulon 26
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Kec. Magersari Magersari 24
Gedongan 51
Balongsari 23
Wates 14
Kedundung 19
Gunung Gedangan 27
Kec. Kranggan Meri 42
Miji 29
Kranggan 24
Sentanan 25
Purwotengah 24
Jagalan 48

Klasifikasi indeks risiko sanitasi sampah rumah tangga dengan
menggunakan skala likert (Kementerian Kesehatan, 2014), adalah:
batas maksimal: 78; batas minimal: 14; interval: (78-14)/4 = 64 /4

=16

1. Rendah

2. Sedang

3. Tinggi

4. Sangat Tinggi

B M

: 14-30
:31-46
:47-62
:63-78

(Hijau)
(Biru)
(Kuning)
(Merah)
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Gambar 3.13 Peta indeks risiko sampah rumah tangga Kota Mojokerto
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Hasil analisis tingkat partisipasi masyarakat berdasarkan
penilaian risiko kesehatan sanitasi dalam pengelolaan layanan
sampah rumah tangga di Kota Mojokerto adalah:

1. Kelurahan Mentikan dan Surodinawan, indeks risiko sangat
tinggi yang berarti tingkat partisipasi masyarakat dalam
pengelolaan sampah sangat rendah dengan penjelasan sebagai
berikut:

- Kelurahan Mentikan untuk pengelolaan sampah 27,5% tidak
memadai, frekuensi pengangkutan sampah 100% tidak
memadai, ketepatan waktu pengangkutan sampah 50% tidak
tepat waktu, pengolahan sampah setempat 95% tidak diolah;

- Kelurahan Surodinawan untuk pengelolaan sampah 25% tidak
memadai, frekuensi pengangkutan sampah 100% tidak
memadai, ketepatan waktu pengangkutan sampah 100% tidak
tepat waktu, pengolahan sampah setempat 85% tidak diolah;

- Masyarakat belum melakukan pemilahan sampah dirumah
sebelum dibuang di Kelurahan Mentikan (96,6%) dan
Kelurahan Surodinawan (80%);

- Masyarakat di Kelurahan Mentikan masih ada yang membuang
sampah di sungai (12,5%) dan tanah kosong (10%);

- Masyarakat di Kelurahan Surodinawan masih ada yang
membuang sampah di sungai (15%) dan tanah kosong (12%);

- Tingkat partisipasi masyarakat dalam sistem pengelolaan
sampah rumah tangga secara umum sudah baik, hal ini dapat
dilihat dari tingkat pengelolaan sampah >70% memadai;

- Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemrosesan sampah
pada pengangkutan masih sangat rendah (100% tidak
memadai);

- Tingkat partispasi masyarakat termasuk dalam tingkatan
partisipasi informasi yaitu penekanan bentuk partisipasi dalam
pemberian informasi satu arah dari pemerintah kepada
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masyarakat tanpa memberikan umpan balik dan kekuatan
untuk bermusyawarah;

Kelurahan Mentikan dan Surodinawan secara interaksi
keruangan bersebelahan dengan kelurahan yang berindeks
risiko sangat rendah, sehingga peluang peningkatan
pengelolaan layanan sampah rumah tangga untuk menjadi
lebih baik sangat dimungkinkan.

Kelurahan Gedongan dan Jagalan, indeks risiko tinggi yang ber-
arti tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah
rumah tangga rendah dengan penjelasan sebagai berikut:
Kelurahan Gedongan untuk pengelolaan sampah 7,5% tidak
memadai, frekuensi pengangkutan sampah 50% tidak me-
madai, ketepatan waktu pengangkutan sampah 100% tidak
tepat waktu, pengolahan sampah setempat 47,5% tidak diolah;
Kelurahan Jagalan untuk pengelolaan sampah 2,5% tidak
memadai, frekuensi pengangkutan sampah 100% memadai,
ketepatan waktu pengangkutan sampah 100% tidak tepat wak-
tu, pengolahan sampah setempat 90% tidak diolah;

Masyarakat belum melakukan pemilahan sampah dirumah
sebelum dibuang di Kelurahan Gedongan (43,2%) dan Kelu-
rahan Jagalan (90%);

Masyarakat di Kelurahan Gedongan masih ada yang membuang
sampah di didalam lubang tetapi tidak ditutup (2,5%);

Tingkat partisipasi masyarakat dalam sistem pengelolaan
sampah rumah tangga secara umum sudah baik, hal ini dapat
dilihat dari tingkat pengelolaan sampah >90% memadai;
Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemrosesan sampah
pada pengangkutan masih sangat rendah (100% tidak me-
madai);

Tingkat partispasi masyarakat termasuk dalam tingkatan parti-
sipasi konsultasi yaitu masyarakat diberikan kesempatan
untuk menyampaikan ide/gagasan tapi tidak dikombinasikan
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dengan kepastian ide/gagasan masyarakat akan diperhatikan
dan pada tingkatan partisipasi penenteraman yaitu pelaksana-
an partisipasi tergantung pada pelaksanaan prioritas yang
ditetapkan oleh pembuat kebijakan;

- Kelurahan Gedongan dan Jagalan secara interaksi keruangan
bersebelahan dengan kelurahan yang berindeks risiko sangat
rendah, sehingga peluang peningkatan pengelolaan layanan
sampah rumah tangga untuk menjadi lebih baik sangat
dimung-kinkan.

3. Kelurahan Meri indeks risiko sedang yang berarti tingkat
partisipasi masyarakat tinggi termasuk dalam tingkat parti-
sipasi kemitraan yaitu adanya kesepakatan untuk berbagai
perencanaan dan tanggung jawab pembuatan keputusan me-
lalui struktur, kerjasama, kebijaksanaan, komite perencanaan
dan mekanisme dalam memecahkan persoalan

4. Kelurahan Pulorejo, Kauman, Blooto, Prajurit Kulon, Magersari,
Balongsari, Wates, Kedundung, Gunung Gedangan, Miji,
Kranggan, Sentanan dan Purwotengah indeks risiko rendah
yang berarti tingkat partispasi masyarakat tinggi termasuk
dalam tingkat partisipasi pelimpahan kekuasaan yaitu adanya
negosiasi antara masyarakat dan pemerintah yang diperoleh
melalui pembuatan keputusan dominan berada di tangan
masyarakat dengan mendelegasikan pendapatnya melalui wa-
kil dalam parlemen serta tingkat partisipasi kontrol masya-
rakat yaitu adanya pengawasan dan keterlibatan masyarakat
terjadi dalam segala aspek, misalnya kontrol terhadap sekolah,
kontrol terhadap lingkungan

C. Analisis Prioritas Layanan Sanitasi Berdasarkan Tingkat
Risiko Sanitasi
Risiko sanitasi diakibatkan terjadinya penurunan kualitas
hidup, kesehatan, bangunan dan atau lingkungan akibat rendahnya
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akses terhadap layanan sektor sanitasi dan perilaku hidup bersih
dan sehat. Area berisiko sanitasi merupakan klasifikasi dan meme-
takan area-area dalam wilayah kota/kabupaten yang mempunyai
tingkat risiko dalam pengelolaan sanitasi. Klasifikasi area berisiko
didasarkan pada data sekunder dan data primer. Data sekunder
yang dibutuhkan: , jumlah jamban, kepadatan penduduk (populasi,
luas area), jumlah KK miskin dan jumlah sampah terangkut. Data
primer merupakan persepsi pemerintah daerah dan indeks risiko
sanitasi (IRS). Persepsi pemerintah daerah merupakan penilaian
terhadap dampak yang mempengaruhi tingkat kesehatan masya-
rakat, lingkungan dan ekonomi. Indeks risiko sanitasi merupakan
hasil kajian risiko kesehatan lingkungan yang diperoleh dari hasil
survey partisipatif di kabupaten/kota yang bertujuan untuk me-
ngetahui fasilitas sanitasi dan perilaku masyarakat terhadap
higiene dan sanitasi pada skala rumah tangga.

Area risiko sanitasi ditentukan berdasarkan ukuran tingkat
pengaruh yang dinilai oleh pencapaian kinerja setiap indikator
(impact) dan objek yang rentan terhadap risiko dan berdampak
pada kinerja (exposure). Dalam hal ini impact terdiri dari:

1. Jumlah penduduk

Persentase jumlah penduduk kelurahan dibagi dengan jumlah
penduduk total kota. Hasil dari % terbesar dikurangi % terkecil
dijadikan angka dasar pembagian batasan/range, yaitu :

- Skor 4:100%-76%;
- Skor 3:75%-51%;
- Skor 2 :50%-26%; dan

Skor 1 : 25%-0%.

2. Kepadatan penduduk

Angka kepadatan terbesar dikurangi angka kepadatan terkecil,
hasilnya dijadikan angka dasar untuk pembagian batasan/range,
yaitu:

- Skor4:100-76;
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- Skor 3:75-51;
- Skor 2:50-26; dan
- Skor1:25-0.
3. Tingkat kemiskinan
Persentase jumlah KK miskin per Kelurahan dibagi dengan
jumlah penduduk total kelurahan tersebut. Hasil dari %
kemiskinan terbesar dikurangi % kemiskinan terkecil dijadikan
angka dasar untuk pembagian batasan/Range, yaitu:
- Skor 4:100%-76%;
- Skor 3:75%-51%;
- Skor 2:50%-26%; dan
- Skor 1:25%-0%.
4. Fungsi klasifikasi wilayah (perkotaan dan perdesaan)
Status kawasan perkotaan atau perdesaan saat ini:
- Perkotaan (urban) skornya adalah 2; dan
- Pedesaan (rural) skornya adalah 1.

Sedangkan exposure terdiri dari:
1. Data sekunder

Jumlah persentase cakupan layanan sanitasi layak diban-ding
dengan jumlah KK total yang dimiliki kab/kota.

% cakupan maksimal (% cakupan terbesar dikurangi % caku-
pan terkecil) dijadikan angka dasar untuk batasan/range, yaitu:
- Skor 4:100%-76%;
- Skor 3:75%-51%;
- Skor 2:50%-26%; dan

Skor 1 : 25%-0%.
2. Persepsi pemerintah daerah

Skor risiko yang diambil dari angka yang paling sering muncul
dari penilaian beberapa OPD (minimal 3), contoh : Skor Persepsi
OPD untuk Kelurahan A adalah = 2, 2, 1, 2, 3, 4, 2 2 maka diambil
Resiko 2
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Indeks risiko sanitasi
Untuk IRS diambil sesuai hasil asli dari penilaian resiko sani-

tasi. Acuan angka maksimal adalah nilai IRS tertinggi dikurangi IRS
terendah dan hasilnya dijadikan angka dasar untuk dijadikan bata-
san/range, yaitu:

Skor 4 : 100-76;

Skor 3 :75-51;

Skor 2 : 50-26; dan

Skor 1: 25-0.

Kemudian impact dan exposure tersebut dilakukan pembobot-

an dalam bentuk presentase yang menggambarkan tingkat peng-
aruh suatu variabel terhadap hasil, yaitu:

Skor Impact

= (Skor Jml Penduduk x % Bobot) + (Skor Kepadatan Penduduk
X % Bobot) + (Skor Kemiskinan x % Bobot) + (Skor Urban/Rural
X % Bobot)

Skor impact terbesar - skor impact terkecil, dan hasilnya dibagi
menjadi 4 batasan/range. Semakin besar skor impact, maka
semakin besar resiko sanitasinya.

Skor Exposure

= (Skor Data Sekunder x %Bobot) + (Skor Persepsi OPD x
%Bobot) + (Skor IRS x %Bobot)

Skor exposure terbesar - skor exposure terkecil, dan hasilnya
dibagi menjadi 4 batasan/range. Semakin besar skor exposure,
maka semakin besar resiko sanitasinya.

Dari kompilasi data (impact x exposure) tersebut akan meng-

hasilkan klasifikasi area berisiko sanitasi yang merupakan hasil
instrumen (microsoft excel) berdasarkan interval (rata-rata selisih
nilai maksimum dan minimum setiap indikator) dan hasilnya
dibagi menjadi 4 batasan/range, yaitu :

- Risiko 1 merupakan area berisiko sangat rendah (Hijau);
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- Risiko 2 merupakan area berisiko sedang (Biru);
- Risiko 3 merupakan area berisiko tinggi (Kuning); dan
- Risiko 4 merupakan area berisiko sangat tinggi (Merah)
Klasifikasi area berisiko ini akan menentukan kelurahan/desa
yang akan diprioritaskan untuk ditangani.
1. Analisis prioritas layanan air limbah domestik
Dalam menentukan prioritas layanan air limbah domestik, di-
lakukan analisis area ririko sanitasi. Area risiko sanitasi ditentukan
berdasarkan ukuran tingkat pengaruh yang dinilai oleh pencapaian
kinerja setiap indikator (impact) dan obyek yang rentan terhadap
risiko dan berdampak pada kinerja (exposure). Data impact di Kota
Mojokerto adalah sebagai berikut:

Tabel 3.13 Data impact Kota Mojokerto

Jumlah ::r;i?ft- Jumlah  Klasifikasi Wila-
Kecamatan Kelurahan Pendu- duduk KK yah(Urban:1/
duk (KK) .. Miskin Rural: 2)
(jiwa/ha)
Prajurit Kulon = Mentikan 2.005 500 534 1
Pulorejo 2.009 202 524 1
Kauman 849 207 231 1
Blooto 1.653 114 402 1
Surodinawan 2.362 105 463 1
Prajurit Kulon 2.218 189 605 1
Magersari Magersari 1.593 210 297 1
Gedongan 629 206 98 1
Balongsari 2.193 313 504 1
Wates 5.483 190 591 1
Kedundung 4.349 150 1.207 1
Gunung 1.925 95 534 1
Gedangan
Kranggan Meri 2.319 158 420 1
Miji 2.498 273 596 1
Kranggan 3.655 183 905 1
Sentanan 639 203 117 1
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Jumlah Kepadat- Jumlah  Klasifikasi Wila-
Kecamatan Kelurahan Pendu- Zrl:(l;s}l: ’ KK yah(Urban:1/
duk (KK) .. Miskin Rural: 2)
(jiwa/ha)
Purwotengah 516 156 66 1
Jagalan 877 286 157 1

Data exposure air limbah domestik di Kota Mojokerto adalah:
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Tabel 3.14 Data exposure air limbah domestik Kota Mojokerto

. Data Sekunder Persepsi OPD
IRS Air Akses
Kecamatan Kelurahan Limbah BABS Dasar SPALD-S SPALD-T  Bappe- KLH PU Dinke DKP
Domestik  (KK) (KK) (KK) da S
(KK)
Prajurit Mentikan 39 190 0 1.815 0 4 3 3 3 4
Kulon
Pulorejo 46 107 4 1.564 333 1 4 3 3 1
Kauman 71 203 0 526 120 2 3 3 2 2
Blooto 73 82 41 1.323 207 1 2 3 2 1
Surodinawan 25 37 0 1.924 400 1 2 2 3 1
Prajurit Kulon 36 57 123 1.968 70 2 2 2 2 1
Magersari Magersari 57 48 0 1.545 0 3 2 2 2 2
Gedongan 65 54 0 535 40 2 3 2 2 3
Balongsari 52 105 0 1.823 265 2 3 2 2 2
Wates 62 0 0 5.383 100 1 3 1 2 2
Kedundung 54 719 0 3.470 160 3 2 4 3 2
Gunung Gedangan 71 228 0 1.531 165 1 3 3 2 1
Kranggan Meri 91 120 0 2.119 80 2 3 2 2 3
Miji 61 189 0 2.193 117 2 2 2 3 2
Kranggan 34 161 0 3.094 400 2 3 3 3 2
Sentanan 34 37 0 469 133 4 3 2 2 3
Purwotengah 80 0 0 516 0 1 3 1 2 1
Jagalan 39 1 0 749 127 3 3 1 2 2
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Kemudian dilakukan analisis dengan pembobotan untuk
impact dan exposure.

Tabel 3.15 Pembobotan impact air limbah domestik

No. DatalImpact Pembobotan
1 IRS 40%
Data sekunder 40%
3  Persepsi OPD 20%

Tabel 3.16 Pembobotan exposure air limbah domestik

No. DatalImpact Pembobotan
1  Jumlah penduduk 25%
Kepadatan
2 259
penduduk >%
3 Angka kemiskinan 25%
4  Kilasifikasi wilayah 25%
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Tabel 3.17 Hasil penentuan area berisiko air limbah domestik

Skor Impact Air Limbah

Domestik
Skor E _ %
Exposure £ ai: = § E Area Berisiko
Kecamatan Kelurahan Air = g = ERCE = Air Limbah
Limbah 2 3£ 2 2§ = Domestik
Domestik £ E‘ 3 5 g E
S E5 =
- 2
Prajurit Kulon Mentikan 3.0 2.0 4 40 2 4,00 3.0
Pulorejo 2.0 20 2 40 2 3,00 2.0
Kauman 4.0 1.0 2 40 2 3.00 3.0
Blooto 3.0 1.0 1 40 2 2,00 2,0
Surodinawan 1.0 2.0 1 3.0 2 2,00 1.0
Prajurit Kulon 1.0 2.0 1 4.0 2 3.00 1.0
Magersari Magersari 3.0 1.0 2 20 2 2,00 2.0
Gedongan 3.0 1.0 2 20 2 2,00 2,0
Balongsari 3.0 2.0 3 30 2 3,00 2.0
Wates 1.0 4.0 1 1,0 2 2,00 1,0
Kedundung 4.0 40 1 4.0 2 400 4,0
Gunung 30 20 1 40 2 3.00 2.0
Gedangan
Kranggan Meri 3.0 2.0 1 20 2 2,00 2,0
Miji 3.0 2.0 2 40 2 3.00 2,0
Eranggan 2,0 3.0 1 40 2 3,00 2,0
Sentanan 2.0 1.0 2 20 2 2,00 1.0
Purwotengah 2.0 1.0 1 1.0 2 1,00 1.0
Jagalan 20 1.0 2 20 2 2,00 1.0
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Berdasarkan hasil analisis area berisiko, prioritas peningkatan

layanan air limbah domestik pada wilayah:

1.

Kelurahan Kedundung, area berisiko sangat tinggi yang berarti
sangat prioritas yang penangannya dalam jangka pendek (1-3
tahun).

Jumlah penduduk sangat banyak, yaitu 4.349 KK;

Tingkat kepadatan penduduknya 150 jiwa/ha;

Jumlah KK miskin sangat banyak, yaitu 1.207 KK;

Jumlah KK yang buang air besar sembarangan (BABS) masih
sangat tinggi, yaitu 719 KK;

Indeks risiko pengelolaan air limbah domestik 54 (sedang);
Akses layanan air limbah domestik untuk SPALD-S sebanyak
3.470 KK dan SPALD-T sebanyak 160 KK (MCK Komunal 120
KK; IPAL Komunal 40 KK);

Masyarakat sebagian besar tidak melakukan pengurasan
tangki septik secara berkala; dan

Kelurahan Kedundung secara interaksi keruangan bersebelah-
an dengan kelurahan berindeks risiko sedang dan rendah,
sehingga peluang peningkatan pengelolaan air limbah
domestik dimungkinkan lebih baik.

Kelurahan Mentikan dan Kauman, area berisiko tinggi yang
berarti prioritas yang penangannya dalam jangka pendek (1-3
tahun).

Jumlah penduduk Kelurahan Mentikan 2.005 KK;

Jumlah penduduk Kelurahan Kauman 849 KK;

Tingkat kepadatan penduduk Kelurahan Mentikan sangat
tinggi, yaitu 500 jiwa/ha;

Tingkat kepadatan penduduk Kelurahan Kauman 207 jiwa/ha;
Jumlah KK miskin Kelurahan Mentikan 534 KK;

Jumlah KK miskin Kelurahan Kauman 231 KK;

Jumlah KK yang buang air besar sembarangan (BABS)
Kelurahan Mentikan 190 KK;

= 163 |



BAB Il KEADAAN UMUM...

Jumlah KK yang buang air besar sembarangan (BABS)
Kelurahan Kauman 203 KK;

Indeks risiko pengelolaan air limbah domestik Kelurahan
Mentikan 39 (rendah);

Indeks risiko pengelolaan air limbah domestik Kelurahan
Kauman 71 (tinggi);

Akses layanan air limbah domestik Kelurahan Mentikan untuk
SPALD-S sebanyak 1.815 KK;

Akses layanan air limbah domestik Kelurahan Kauman untuk
SPALD-S sebanyak 526 KK dan SPALD-T sebanyak 120 KK
(MCK Komunal 100 KK; IPAL Komunal 20 KK);

Masyarakat sebagian besar tidak melakukan pengurasan
tangki septik secara berkala; dan

Kelurahan Mentikan dan Kauman secara interaksi keruangan
bersebelahan dengan kelurahan area berisiko sedang dan
rendah, sehingga peluang peningkatan pengelolaan air limbah
domestik dimungkinkan lebih baik.

Kelurahan Pulorejo, Blooto, Magersari, Gedongan, Balongsari,
Gunung Gedangan, Meri, Miji dan Kranggan termasuk area
berisiko sedang yang berarti kurang prioritas dalam penge-
loaan air limbah domestik dan penangannya dalam jangka
menengah (5 tahun).

Kelurahan Surodinawan, Prajurit Kulon, Wates, Sentanan,
Purwotengah dan Jagalan termasuk area berisiko rendah yang
berarti tidak prioritas dalam pengeloaan air limbah domestik
dan penangannya dalam jangka panjang (10 tahun).

Secara umum, permasalahan pengeloaan air limbah domestik

di Kota Mojokerto tertuang dalam Tabel 3.18.
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Tabel 3.18 Permasalahan pengelolaan layanan air limbah domestik

A. Sistem Air Limbah Domestik

Aspek Jumlah kepemilikan jamban di Kota Mojokerto adalah 96,2% dengan
Pengembangan rincian 93,3%, jamban pribadi dan 2,9% MCK/WC umum sedangkan
Sarana dan 3,8% sisanya ke lain-lain (WC helikopter, sungai, kebun, selokan).
Prasarana:
User Interface

[ €0 Mebun/pekaragan; 0 I\—*.b_'l.lnlq(,nm a1%

Ko surgafpantafiut (1,7 | e sedokanfparit/pol : 0,1%

£ WE hefthoptor; (%
MOGWE Ui 2

lannya, 1%

Wit pribiss

8 MOKWC Ui

W e WO heblooger

B K songapantaiian

# ¥ e turypesarangan
# K selokan/ por gt
¥z lubang gakan

Lainwa

Keterangan:
- Jumlah Penduduk Kota Mojokerto tahun 2016: 151.091 jiwa atau
37.773 KK

Kesimpulan:
- Kepemilikan akses Jamban Pribadi & MCK = 96,2 % (36.337 KK)
- Yang tidak memiliki jamban Pribadi & MCK = 3,8% (114.754 KK)

Pengumpulan = Tempat penyaluran akhir tinja Rumah Tangga:

dan Berdasarkan penilaian risiko : sebanyak 86,0 % membuang tinja ke
Penampungan  tangki septik, 13,6% kategori tidak aman (sungai, laut, danau, tanah,
/Pengolahan kebun)

Awal:
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A. Sistem Air Limbah Domestik

= Tareh septih

»R0a W
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Jumlah kepemilikan tangki septik = 86% (32.485 KK)
Yang tidak mempunyai tangki septik = 13,6% (5.137 KK)

Pengang- - Hanya ada 1 truk penyedot tinja, pembuangan tinja ke sungai atau
kutan/ ke tanah
Pengaliran: - Praktek pengurasan tangki septic 25,4% (79.594 KK)
Pengolahan - Belum ada instalasi pengolahan sarana & prasarana IPLT dan
Akhir hanya ada 9 unit IPAL Komunal, belum ada IPAL terpusat skala
Terpusat kota

- Keterbatasan lahan terutama dalam mencari lahan untuk IPLT

dan IPAL pada kawasan permukiman dengan kepadatan tinggi

Daur Ulang/ Belum dilakukan
Pembuangan
AKkhir:
B. Lain-lain
Dokumen -
Perencanaan
Pendanaan: - Kurangnya dukungan dana APBD (dibawah 3%)

Anggaran omest sanitasi belum menjadi prioritas oleh para
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A. Sistem Air Limbah Domestik

pengambil kebijakan
Belum optimalnya penggalian potensi pendanaan dari masyara-
kat

Kelembagaan

Kapasitas SDM yang masih rendah/profesionalisme dan kompe-
tensi aparat yang masih kurang.

Kurangnya koordinasi antar instansi dalam penetapan kebija-
kan di bidang air limbah.

Lemahnya fungsi lembaga bidang air limbah.

Belum teralokasi anggaran untuk pengelolaan air limbah pada
instansi terkait.

Kurangnya sosialisasi pemahaman tentang pentingnya penge-
lolaan air limbah

Belum optimalnya koordinasi antar instansi.

Peraturan Un-
dang-
Undang

Belum adanya peraturan secara khusus tentang penanganan
lumpur tinja karena tidak ada [PLT

Belum adanya Perda terkait Restribusi Air Limbah omestic, ke-
wajiban dan sanksi bagi masyarakat.

Peran Masya-
rakat dan Du-
nia Usaha
/Swasta

Kurangnya kesadaran masyarakat akan pengolahan limbah
domestik. Hal ini karena masih banyaknya perilaku masyarakat
yang masih BAB sembarangan baik itu di sungai, di kebun, laut
dan sebagainya.

Belum adanya keterlibatan pihak swasta dalam pengolahan
limbah omestic.

KSM pengelola kurang aktif

Belum adanya LSM/ormas yang peduli pada pengolahan air
limbah domestik.

Perlunya pemicuan tingkat kesadaran masyarakat dalam perila-
ku hidup bersih dan sehat.

Aspek Komu-
nikasi

Masih kurangnya kegiatan komunikasi terkait pengelolaan air
limbah sehingga masih ada masyarakat yang membuang air
limbah rumah tangga ke saluran drainase/sungai.

bR I |
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3. Analisis prioritas layanan sampah rumah tangga
Dalam menentukan prioritas layanan sampah rumah tangga,
dilakukan Analisis area risiko sanitasi. Area risiko sanitasi ditentu-
kan berdasarkan ukuran tingkat pengaruh yang dinilai oleh pen-
capaian kinerja setiap indikator (impact) dan obyek yang rentan
terhadap risiko dan berdampak pada kinerja (exposure). Data
impact sampah rumah tangga di Kota Mojokerto adalah sebagai
berikut:
Tabel 3.19 Data impact Kota Mojokerto

Kecamatan Kelurahan Jumlah Kepadatan Jumlah KK Klasifikasi Wilayah
Penduduk Penduduk Miskin (urban: 1/rural: 2)
(KK) (jiwa/ha)

Prajurit Kulon = Mentikan 2.005 500 534 1
Pulorejo 2.009 202 524 1
Kauman 849 207 231 1
Blooto 1.653 114 402 1
Surodinawan 2.362 105 463 1
Prajurit Kulon 2.218 189 605 1

Magersari Magersari 1.593 210 297 1
Gedongan 629 206 98 1
Balongsari 2.193 313 504 1
Wates 5.483 190 591 1
Kedundung 4.349 150 1.207 1
Gunung Gedangan  1.925 95 534 1

Kranggan Meri 2.319 158 420 1
Miji 2.498 273 596 1
Kranggan 3.655 183 905 1
Sentanan 639 203 117 1
Purwotengah 516 156 66 1
Jagalan 877 286 157 1

Data exposure sampah rumah tangga di Kota Mojokerto
adalah sebagai berikut:
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Tabel 3.20 Data exposure sampah rumah tangga Kota Mojokerto

Data Sekunder Persepsi OPD
IRS
Sampah Jumlah Sampah _
Kecamatan Kelurahan rumah Terkumpul dan Bappe- KLH PU Dinke DKP
tangga Terangkut da s
(%)
Prajurit Kulon = Mentikan 68 89 3 3 3 2 3
Pulorejo 28 50 3 4 1 3 2
Kauman 28 75 1 3 3 2 2
Blooto 18 86 3 2 2 2 2
Surodinawan 78 87 3 2 2 2 3
Prajurit Kulon 26 78 2 2 2 2 2
Magersari Magersari 24 81 1 2 3 2 4
Gedongan 51 83 1 3 3 2 2
Balongsari 23 86 3 3 3 3 4
Wates 14 86 1 2 3 2 4
Kedundung 19 86 4 2 3 2 3
Gunung Gedangan 27 100 2 3 2 3 4
Kranggan Meri 42 90 2 2 3 2 3
Miji 29 86 1 2 3 2 2
Kranggan 24 82 2 2 3 3 2
Sentanan 25 88 3 3 3 2 2
Purwotengah 24 90 1 2 3 1 2
Jagalan 48 75 4 3 3 2 2
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Kemudian dilakukan analisis dengan pembobotan untuk impact
dan exposure.
Tabel 3.21 Pembobotan impact sampah rumah tangga

No. Data Impact Pembobotan
IRS 40%
2 Data sekunder 40%
3 Persepsi OPD 20%

Tabel 3.22 Pembobotan exposure sampah rumah tangga

No. Data Impact Pembobotan
1 Jumlah penduduk 25%
2 Kepadatan penduduk 25%
3 Angka kemiskinan 25%
4 Klasifikasi wilayah 25%

Tabel 3.23 Hasil penentuan area berisiko sampah rumah tangga

Skor Impact Sampah rumah

tangga
=] =
Exilzz:;re c . E g § 5 Area Berisiko
Kecamatan Kelurahan Sampah § £2 = = s £ Sampah
= 373 E o= £ rumah
rumah E g3 VI g 0 tangga
tangga F 55 T "2z & g2
- e s 2 =
2 2% ¢
- =
Prajurit Kulon Mentikan 40 20 4 40 2 4,00 4.0
Pulorejo 40 2.0 2 40 2 3,00 3.0
Kauman 30 1.0 2 40 2 3,00 3.0
Blooto 20 1.0 1 40 2 2,00 1.0
Surodinawan 40 20 1 30 2 2,00 2.0
Prajurit Kulon 20 20 1 40 2 3,00 2.0
Magersari Magersari 20 1.0 2 20 2 2,00 1.0
Gedongan 40 1.0 2 20 2 2,00 2.0
Balongsari 20 20 3 3.0 2 3,00 2.0
Wates 2,0 40 1 1.0 2 2,00 1.0
Kedundung 2,0 40 1 40 2 4,00 2.0
Gunung 10 20 1 40 2 3,00 1,0
Gedangan
Kranggan Meri 20 20 1 2.0 2 2,00 1.0
Miji 20 20 2 40 2 3,00 2.0
Kranggan 2,0 30 1 40 2 3,00 2.0
Sentanan 20 1.0 2 20 2 2,00 1.0
Purwotengah 1.0 1.0 1 1.0 2 1,00 1.0
Jagalan 4.0 1.0 2 20 2 2,00 2.0

170

B AaNe



Fadte Bege Tego

0 0325 05 1.0 8
‘u==m

Gambar 3.14 Peta area risiko air limbah domestik Kota Mojokerto
171

7 A



BAB Il KEADAAN UMUM...

Berdasarkan hasil analisis area berisiko, prioritas peningkatan
layanan sampah rumah tangga di Kota Mojokerto pada wilayah:

1. Kelurahan Mentikan, area berisiko sangat tinggi yang berarti
sangat prioritas dan penanganannya dalam jangka pendek (1-3
tahun)

- Jumlah penduduk sangat banyak 2.005 KK;

- Tingkat kepadatan penduduknya sangat tinggi 500 jiwa/ha;

- Jumlah KK miskin yaitu 534 KK;

- Indeks risiko pengelolaan air limbah domestik 68 (sangat
tinggi);

- Jumlah timbulan sampah yang terkumpul dan terangkut
sebanyak 89%j;

- Jumlah TPS hanya 1 unit;

- Sampah tidak dipilah 96,6%; dan

- Kelurahan Mentikan secara interaksi keruangan bersebelahan
dengan kelurahan Pulorejo dan Kauman yang merupakan area
beresiko tinggi sehingga perilaku masyarakatnya hampir sama
dalam pengelolaan sampabh.

2. Kelurahan Pulorejo dan Kauman, area berisiko tinggi yang
berarti prioritas dan penangannya dalam jangka pendek (1-3
tahun)

- Jumlah penduduk Kelurahan Pulorejo 2.009 KK;

- Jumlah penduduk Kelurahan Kauman 849 KK;

- Tingkat kepadatan penduduk Kelurahan Pulorejo 202 jiwa/ha;

- Tingkat kepadatan penduduk Kelurahan Kauman 207 jiwa/ha;

- Jumlah KK miskin Kelurahan Pulorejo yaitu 524 KK;

- Jumlah KK miskin Kelurahan Kauman yaitu 231 KK;

- Indeks risiko pengelolaan sampah rumah tangga Kelurahan
Pulorejo 28 (rendah);

- Indeks risiko pengelolaan sampah rumah tangga Kelurahan
Kauman 28 (rendah);
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- Jumlah timbulan sampah yang terkumpul dan terangkut
Kelurahan Pulorejo sebanyak 50%;

- Jumlah timbulan sampah yang terkumpul dan terangkut
Kelurahan Kauman sebanyak 75%;

- Kelurahan Pulorejo tidak ada TPS, hanya ada TPS 3R 1 unit;

- Kelurahan Kauman tidak ada TPS;

- Sampah tidak dipilah Kelurahan Pulorejo 90,3%);

- Sampah tidak dipilah Kelurahan Kauman 55,3%; dan

- Kelurahan Pulorejo dan Kauman secara interaksi keruangan
bersebelahan dengan Kelurahan Mentikan yang merupakan
area beresiko sangat tinggi sehingga perilaku masyarakatnya
hampir sama dalam pengelolaan sampah yang rendah.
Sebagian kecil bersebelahan dengan kelurahan area berisiko
sedang dan rendah sehingga dimungkinkan adanya
peningkatan pengelolaan sampah lebih baik.

3. Kelurahan Surodinawan, Prajurit Kulon, Gedongan, Balongsari,
Kedundung, Miji, Kranggan dan Jagalan termasuk area berisiko
sedang yang berarti kurang prioritas dalam pengeloaan air
limbah domestik dan penangannya dalam jangka menengah (5
tahun).

4. Kelurahan Blooto, Magersari, Wates, Gunng Gedangan, Meri,
Sentanan dan Purwotengah termasuk area berisiko rendah
yang berarti tidak prioritas dalam pengeloaan air limbah
domestik dan penangannya dalam jangka panjang (10 tahun).

Secara umum, permasalahan pengeloaan sampah rumah tang-
ga di Kota Mojokerto tertuang dalam Tabel 3.24.
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Tabel 3.24 Permasalahan pengelolaan layanan air limbah domestik

A. Sistem Sampah rumah tangga

Aspek Pengem- Tingkat Pengolahan Sampah Rumah Tangga (RT):

bangan Sarana - Tingkat layanan penanganan sampah RT: dikumpulkan oleh kolektor
dan Prasarana informal yg mendaur ulang 7,4%, dikumpulkan dan di buang ke TPS
81,9%, sedangkan 10,7% tidak diangkut tukang sampah (dibakar,
User Interface dibuang ke sungai/danau, dibuang ke lahan kosong/kebun)
_"”': m TR WOy be behant bos g Sebran e (s
- e B b b g Vbt
Wi ”'”“'W . e 0 D0y e A B ng Dot apd Ak g
g v— ———— e S TS
i m&“ i : " B Earpdhan dan dbratyg be 1S
l:l’-v".: n‘l". A““’?”H )
Magens mmm s I 1000
an
fanten AT - : >
k'\:u‘lnl E;xi‘“' 2 S ™
s - nm nin (V10 Y N 10 LN
Keterangan:
- Produksi Sampah Kota Mojokerto per hari=377.73 m3/hari
- Pelayanan Sampah (pengangkutan dan pengurangan sampah) sebesar
89,3 % per hari =337,31 m3/hari
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4

Praktek Pemilahan Sampah oleh RT :

® Ticak Digslah/ dipsat
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Sebanyak 57,5% responden yang tidak melakukan pemilahan sampah
sebelum dibuang dan sebanyak 42,5% responden melakukan
pemilahan.

Pemilahan sampah yang sudah dilakukan oleh RT sebesar 42,5% (
160,53 m3/hari)

Pengurangan sampah dari sumbernya (RT) sebesar 7,4% (27,95
m3 /hari)

Pengumpulan
setempat

Sampai saat ini telah tersedia 65 unit gerobak dorong kapasitas ang-
kut: @ 1,5 m3/hari, sepeda motor roda 3 sebanyak 185 unit, pick up
sebanyak 1 unit

Belum adanya skema strategi untuk kerjasama dengan swas-
ta/kelompok masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga.

Penampungan
Sementara
(TPS)

Baru ada 17 TPS, masih diperlukan tambahan 7 TPS lagi
Sampai saat ini baru tersedia: 4 unit TPST, kapasitas total: 20 m3/hari
atau setara dengan 0,21 % dari timbulan sampah Kota.

Pengangkutan

Masih kurangnya sarana pengangkut, baru ada 8 truk terdiri dari 1 truk
biasa, 3 amrol truck dan 4 dump truck pengangkut untuk wilayah perko-
taan dari total kebutuhan 9 unit

(Semi) Pengo-
lahan Akhir
Terpusat

- 57,5% belum melakukan pemilahan,
- Baru ada 2 bank sampah dan sudah melakukan 3R

7 Aese
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Daur Ulang /
Tempat Pe-
mrosesan Ak-
hir:

- TPA Randegan akan habis masa pemanfaatannya pada tahun 2017
- Pengelolaan masih memakai sistem open dumping dan semi control

landfill

- Keterbatasan Lahan untuk TPA
- Timbulnya pencemaran lingkungan sekitar TPA karena TPA masih

dioperasikan secara open dumping dan semi control landfill

- Belum ada IPL (Instalasi Pengolahan Lindi)

Perencanaan

- Sudah mempunyai masterplan sampah rumah tangga tetapi perlu dila-

kukan review

- Belum mempunyai studi kelayakan peningkatan TPA menjadi sanitary

landfill

- Belum mempunyai DED Peningkatan TPA sanitary landfill

B. Lain-lain

Kapasitas Pen-
gelolaan
Sampah

Sarana Prasarana terbatas

Frekuensi pengangkutan sampah terbatas

Makin besarnya timbulan sampah, belum maksimalnya usaha pengu-
rangan sampah dari sumbernya

Masih rendahnya kualitas dan tingkat pengelolaan Sampah rumah
tangga

TPA: masih dikelola dengan sistim open dumping dan semi control
landfill, akan penuh pada 2017

Keterbatasan lahan TPA merupakan masalah di kota-kota termasuk
Kota Mojokerto, sesuai rencana pengembangan TPA Randegan di Kelu-
rahan Kedundung Kota Mojokerto akan direlokasi ke kelurahan Blooto
tetapi sampai saat ini masih terkendala dengan pembebasan lahan

Kelembagaan

Belum tersedia kebijakan yang jelas terkait hubungan kerjasama de-
ngan pihak swasta/investor dalam pengelolaan sanitasi

Koordinasi antar SKPD yang terlibat dalam penetapan kebijakan belum
optimal;

Koordinasi intensif antara tim teknis dengan tim pengarah belum
optimal

Belum adanya Kelembagaan Unit Pegelola TPA setingkat UPT
Kurangnya sosialisasi pemahaman tentang pentingnya pengelolaan
sampah

Masih terjadinya fungsi ganda lembaga pengelola sampah sebagai
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regulator sekaligus operator pengelolaan serta belum memadainya
SDM (secara kualitas dan kuantitas) menjadi masalah dalam pelayanan
sampah rumah tangga

Pendanaan - Anggaran sub sektor sampah rumah tangga belum menjadi prioritas
oleh para pengambil kebijakan Kemampuan pembiayaan terbatas sek-
tor pengelolahan sampah

- Kemampuan pembiayaan terbatas pada sector pengelolaan sampah
- Pertambahan penduduk yang cukup tinggi memerlukan peningkatan
anggaran untuk subsector sampah rumah tangga.

Peran Masya- - Belum ada sektor usaha/ swasta yang berkecimpung penuh dalam
rakat dan dunia dunia pengelolaan sampah rumah tangga
usaha/ swasta - Potensi masyarakat belum dikembangkan secara optimal dan
sistematis di seluruh wilayah kota
- Belum tertariknya sektor swasta untuk melakukan investasi

Peraturan Pe- - Belum ada perda tentang pengelolaan sampah rumah tangga
rundangan - Belum optimalnya sosialisasi penanganan sampah kepada masyarakat
dan penegakan - Lemahnya penegakan hukum terkait pelanggaran dalam pengelolaan
hukum sampah

- Kurangnya pendidikan masyarakat dengan PHBS sejak dini juga men-
jadi kendala dalam penanganan sampabh.

D. Analisis Strategi Pengelolaan Sanitasi
Dalam penentuan strategi perlu dilakukan penyusunan visi,
misi, tujuan dan sasaran pembangunan sanitasi yang berpedoman
pada visi dn misi pemerintah Kota Mojokerto. Adapun visi dan misi
Kota Mojokerto (RPJMD 2014-2019) adalah:
- Visi: Terwujudnya Kota Mojokerto sebagai service city yang
maju, sehat, cerdas, sejahtera dan bermoral
- Misi:
1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia
2. Menyediakan produk, jasa dan layanan yang maju dan ber-
daya saing tinggi.
3. Menyediakan infrastruktur dan sarana prasarana yang
baik dan memadai.
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4. Menciptakan lingkungan yang aman, nyaman dan tentram.

Hasil penyusunan visi, misi, dan tujuan pembangunan sanitasi

yang berdasarkan pada visi dan misi pemerintah Kota Mojokerto

serta penyelesaian permasalahan pengelolaan sanitasi adalah:

Visi pembangunan sanitasi: Terwujudnya Kota Mojokerto yang
sehat dengan dukungan infrastruktur sanitasi yang memadai
Misi pembangunan sanitasi:

Air limbah domestik:

1.
2.

Menghilangkan perilaku buang air besar sembarangan (BABS).

Meningkatkan sarana dan prasarana pengolahan air limbah
domestik.

Terbentuknya lembaga pelaksana teknis pengelolaan air
limbah domestik yang profesional.

Meningkatkan kesadaran perilaku hidup bersih dan sehat serta
partisipasi masyarakat serta dunia usaha dalam pengelolaan
air limbah domestik.

Mengoptimalkan sumber-sumber pendanaan untuk pengelo-
laan air limbah domestik.

Menyusun peraturan perundangan terkait pengelolaan air
limbah domestik

Sampah rumah tangga:

1.

178

Mengurangi volume timbulan sampah pada sumbernya dalam
pengelolaan sampah rumah tangga.

Meningkatkan sarana dan prasarana pengolahan sampah
rumah tangga

Terbentuknya lembaga pelaksana teknis pengelolaan sampah
rumah tangga yang profesional.

Meningkatkan kesadaran perilaku hidup bersih dan sehat serta
partisipasi masyarakat serta dunia usaha dalam pengelolaan
sampah rumah tangga.

BT AN



PENGELOLAAN SANITASI PERMUKIMAN WILAYAH PERKOTAAN

5.

Mengoptimalkan sumber-sumber pendanaan untuk pengelo-
laan sampah rumah tangga.

Menegakkan dan melengkapi peraturan perundangan terkait
pengelolaan sampah rumah tangga.

Tujuan pembangunan sanitasi:

Air limbah domestik:

Mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat di Kota Mojo-
keto dengan pengelolaan air limbah domestik yang berwawa-
san lingkungan dan menghilangkan perilaku buang air besar
sembarangan

Sampah rumah tangga:

Mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat di Kota Mojo-
keto dengan pengelolaan sampah rumah tangga yang berwa-
wasan lingkungan dan penanganan skala rumah tangga
Sasaran pembangunan sanitasi:

Air limbah domestik:

Meningkatnya cakupan kepemilikan jamban keluarga dengan
penggunaan tangki septik dari 86% menjadi 100% untuk
rumah tangga pada akhir tahun 2019 dan cakupan layanan
pengelolaan air limbah secara komunal wilayah padat kota di
akhir tahun 2021.

Tercapainya ODF (open defecationn free)/bebas BABS pada
tahun 2021.

Terbangunnya IPLT tahun 2020 dan terbentuknya lembaga
pengelolanya.

Tersusunya regulasi dan dokumen perencanaan air limbah
domestik skala kota pada tahun 2020.

Sampah rumah tangga:

Meningkatnya efektifitas cakupan layanan pengelolaan sampah
rumah tangga dari 89,3% menjadi 100% (70% pengangkutan
dan 30% pengurangan sampah) pada akhir tahun 2021.
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2. Terbangunnya TPA dengan sistem sanitary landfill pada tahun
2020.

2. Tersedianya regulasi dan dokumen perencanaan sampah di
tahun 2020.

Untuk mencapai tujuan pembangunan sanitasi yang telah di-
rencanakan, perlu diketahui faktor-faktor kunci keberhasilan dan
strategi pelaksanaan. Langkah awal dalam penentuan strategi perlu
dilakukan penyusunan visi dan misi pembangunan sanitasi yang
berpedoman pada visi dn misi pemerintah Kota Mojokerto. Identi-
fikasi faktor kunci keberhasilan dan perumusan strategi ini meng-
gunakan analisis SWOT. Analisis SWOT yang terdiri dari analisis
internal dan eksternal, digunakan dalam perencanaan strategis un-
tuk menentukan dan mengAnalisis strategi berdasarkan faktor-
faktor internal dan eksternal di dalam pembangunan yang memiliki
tingkat korelasi dan kombinasi tinggi untuk saling mempengaruhi.
Analisis ini dipergunakan untuk mengidentifikasi aspek internal
(kekuatan dan kelemahan):

1. Kelembagaan
2. Keuangan
3. Teknis operasional
4. Media komunikasi
. Sumber daya manusia
Aspek eksternal (peluang dan ancaman):
Kelembagaan
Keuangan
Teknis operasional
Media komunikasi
Peran serta masyarakat/swasta
Sosial budaya
Demografi
Lingkungan hidup

© N N
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Masing-masing sub aspek mempunyai bobot (%) baik terhadap

aspek internal maupun eksternal. Setiap sub aspek akan dinilai

dengan skoring. Output dari Analisis ini adalah diskripsi tentang

permasalahan mendesak, isu strategi, posisi dan strategi penge-
lolaan pembangunan sanitasi di Kota Mojokerto.

1. Analisis strategi pengelolaan air limbah domestik

Berdasarkan hasil pembahasan tingkat partisipasi masyarakat

dan penentuan prioritas layanan pengelolaan sanitasi diatas, per-

masalahan pengelolaan air limbah domestik menjadi isu-isu dalam

analisis internal dan eksternal. Adapun analisis strategi penge-
lolaan air limbah domsestik adalah sebagai berikut:

Tabel 3.25 Faktor internal pengelolaan air limbah domestik

No.

Faktor Internal

Nilai

Bobot

Rating Skor

KEKUATAN (STRENGHTS)

Aspek Kelembagaan

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

Sudah ada tupoksi kelembagaan yang
melakukan pengelolaan air limbah
Kewajiban dan sanksi bagi
pemerintah Kota Mojokerto dalam
penyediaan layanan pengelolaan air
limbah sudah dilaksanakan dengan
efektif

Sudah ada program Sanimas, SLBM,
PNPM untuk masyarakat miskin
Sudah ada rencana pengembangan
jaringan prasarana air limbah
Adanya misi Kota Mojokerto tentang
peningkatan derajat kesehatan
Sudah ada rencana pengembangan
prasarana air limbah di Kota
Mojokerto untuk kawasan industri

18,2%

13,6%

18,2%

18,2%

18,2%

13,6%

Jumlah

22

3,6

B M
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No. Faktor Internal Nilai Bobot Rating Skor
2  Aspek Keuangan
2.1 Anggaran APBD teralokasi di PU Cipta 4 33% 3 1
karya
2.2 PAD meningkat tiap tahunnya 4 33% 3 1
2.3 Sudah ada alokasi APBD tiap Tahun 4 33% 4 1,3
Jumlah 12 3,3
3  Aspek Teknis Operasional
3.1 Sudah ada Master Plan air limbah 4 57,1% 4 2,3
sebagai kerangka alur pembangunan
infrastruktur Pengelolaan Air Limbah
Domestik
3.2 Suplai air bersih yang memadai 3 42,9% 3 1,3
mengurangi resiko penyakit
Jumlah 7 3,6
4  Aspek Komunikasi
4.1 Sudah ada media baik pemerintah 4 100% 3 3
maupun swasta yang menyebarkan
informasi tentang pengelolaan air
limbah
Jumlah 4 3
5 SDM
5.1 Sudah ada tenaga pemicuan dan 4 100% 3 3
marketing sanitasi
Jumlah 4 3
JUMLAH NILAI KEKUATAN 16,5
No. Faktor Internal Nilai Bobot Rating Skor
KELEMAHAN (WEAKNESS)
1  Aspek Kelembagaan
1.1 Belum ada perda pengelolaan air 4 50% 4 2
limbah
1.2 Belum ada UPTD air limbah 4 50% 3 1,5
Jumlah 8 3,5
2 Aspek Keuangan
2.1 Minimnya alokasi anggaran untuk 3 50% 3 1,5

pengelolaan air limbah pada instansi
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No. Faktor Internal Nilai Bobot Rating Skor
terkait

2.2 Belum ada realisasi Potensi retribusi 3 50% 2 1
Jumlah 6 2,5

3  Aspek Teknis Operasional

N

3.1 Saluran limbah cair domestik masih 13,3% 3 0,3
jadi satu dengan saluran drainase

3.2 Air buangan limbah domestik yang 3 20% 4 0,8
dibuang ke badan air belum

dilakukan pemantauan secara

periodik
3.3 Kurangnya jumlah tanki septic skala 3 20% 3 0,6
individu yang aman bagi lingkungan
3.4 Kurangnyajumlah IPAL Komunal, 3 20% 3 0,6
IPAL Kawasan, MCK dan belum ada
IPAL skala kota
3.5 Belum ada IPLT yang melayani 3 20% 4 2
limbah cair domestik
3.6 Kurangnya jumlah truk tinja milik 1 6,7% 2 0,1
pemda
Jumlah 15 4,4
4  Aspek Komunikasi
41 -
Jumlah
5 SDM
51 -
Jumlah
JUMLAH NILAI KELEMAHAN 10,4
SELISIH NILAI KEKUATAN - KELEMAHAN 6,1
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Tabel 3.26 Faktor eksternal pengelolaan air limbah domestik

No. Faktor Eksternal Nilai Bobot Rating Skor

PELUANG (OPPORTUNITIES)

1  Aspek Kelembagaan

1.1 Adanya pemberdayaan masyarakat 3 37,5% 4 1,5
melalui program SLBM (sanitasi
lingkungan berbasis masyarakat)

1.2 Sudah ada KPP (Kelompok 3 37,5% 4 1,5
Pemanfaat dan Pemelihara) yang
mengelola IPAL Komunal dan MCK di
masyarakat

1.5 Potensi kerjasama dengan swasta 2 25% 3 0,8
untuk penyedotan lumpur tinja

Jumlah 8 3,8
2  Aspek Keuangan
2.1 Tersedianya dana APBN yang sangat 4 100% 4 4
besar untuk pengelolaan air limbah
domestik
Jumlah 4 4
3  Aspek Komunikasi
31 -
Jumlah

4  Aspek Teknis Operasional

4.1 Adanya pemanfaatan teknologi 3 50% 3 1,5
untuk biogas lewat MCK++
4.2 Pemanfaat mempunyai komitmen 3 50% 4 2

memperbaiki sendiri jika ada
kerusakan IPAL Komunal dan MCK+

Jumlah 6 3,5

5 Aspek Partisipasi Masyarakat,
Swasta dan Kesetaraan Gender

5.1 Sudah ada masyarakat/sekolah 2 100% 3 3
yang sudah melakukan pengurasan
tangki septik
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No. Faktor Eksternal Nilai Bobot Rating Skor
Jumlah 2 3
6  Aspek Sosial Budaya
6.1 Masih ada budaya di masyarakat 2 100% 3 3
untuk bergotong royong
Jumlah 2 3
7  Demografi dan LH
7.1 Topografi Kota Mojokerto secara 3 100% 3 3
keseluruhan bisa dibangun IPAL
Komunal baik dengan metode
gravitasi maupun pompa
Jumlah 3 3
JUMLAH NILAI PELUANG 20,3
No. Faktor Eksternal Nilai Bobot Rating Skor
ANCAMAN (THREATS)
1  Aspek Kelembagaan
1.1 -
Jumlah
2  Aspek Keuangan
2.1 luran yang dihimpun KPP masih 3 100% 2 2
minim
Jumlah 3 2
3  Aspek Komunikasi
31 -
Jumlah
4  Aspek Teknis Operasional
41 -
Jumlah
5 Aspek Partisipasi Masyarakat
Swasta dan Kesetaraan Gender
5.1 Kurangnya partisipasi masyarakat 3 33,3% 3 1

untuk merawat sarana MCK dan
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No. Faktor Eksternal Nilai Bobot Rating Skor
IPAL Komunal
5.2 Kurangnya kesadaran masyarakat 3 33,3% 4 1,3
untuk menguras tanki septik
5.4 Mobil tinja swasta masih membuang 3 33,3% 4 1,3
tinja ke sembarang tempat (sungai)
Jumlah 9 3,6
6  Aspek Sosial Budaya
6.1 Kurangnya kesadaran masyarakat 2 40% 3 1,2
tidak BABS
6.2 Kurangnya kesadaran masyarakat 3 60% 2 1,2
untuk memiliki septic tank yang
aman
Jumlah 5 2,4
7 Demografi dan LH
7.1 IPAL yang dibangun di tanah yang 3 100% 2 2
datar membutuhkan biaya
perawatan yang besar
Jumlah 3 2
JUMLAH NILAI ANCAMAN 10
SELISIH NILAI PELUANG - ANCAMAN 10,3
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Lingkungan Mendukung (+)

0
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Gambar 3.16 Posisi pengelolaan air limbah domestik saat ini

Dari pembahasan diatas, hasil analisis strategi pengelolaan air
limbah domestik di Kota Mojokerto pada posisi pengelolaan saat
ini di kuadran I (S-0) adalah:

Strategi S-O (menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan
peluang)

1. Mengoptimalkan peran kelembagaan dalam pengelolaan air
limbah dengan melibatkan peran masyarakat dan swasta.

2. Mengimplementasikan rencana pengembangan jaringan air
limbah domestik dengan melibatkan Kelompok Pemanfaat dan
Pemelihara IPAL Komunal dan MCK Komunal.

3. Mensosialisasikan dan menerapkan peraturan pengelolaan air
limbah domestik (kewajiban dan sangsi) dalam meningkatkan
kesadaran dan perilaku hidup bersih dan sehat pada semua
stakeholder dan masyarakat.
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Mengoptimalkan program Sanimas, SLBM dan program pem-
berdayaan masyarakat lainnya dalam meningkatkan akses
layanan air limbah domestik berbasis masyarakat.
Mengoptimalkan penggunaan dana APBD Kabupaten dalam
penyediaan infrastruktur air limbah domestik (MCK Komunal,
IPAL Komunal, IPLT).

Mengoptimalkan peran media (pemerintah dan swasta) dalam
memberikan informasi tentang pengelolaan air limbah yang
baik, aman dan sehat.

Meningkatkan peran tenaga sanitarian untuk memberikan
informasi dan pemahaman kepada masyarakat tentang peri-
laku hidup bersih dan sehat dalam pengelolaan air limbah
domestik.

Meningkatkan akses layanan air limbah domestik dengan
memberikan stimulan kepada masyarakat untuk pembuatan
jamban individu, [IPAL Komunal dan MCK Komunal.
Mengimplementasikan teknologi dalam pemanfaatan biogas
pada IPAL Komunal yang dikelola oleh masyarakat.
Mengoptimalkan layanan sedot lumpur tinja secara berkala
pada semua masyarakat dan membangun IPLT.

Analisis strategi pengelolaan sampah rumah tangga
Berdasarkan hasil pembahasan tingkat partisipasi masyarakat

dan penentuan area berisiko diatas, permasalahan pengelolaan air
limbah domestik menjadi isu-isu dalam analisis internal dan
eksternal. Adapun analisis strategi pengelolaan sampah rumah
tangga adalah sebagai berikut:
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Tabel 3.27 Faktor internal pengelolaan sampah rumah tangga

No.

Faktor Internal

Nilai

Bobot

Rating

Skor

KEKUATAN (STRENGHTS)

1

Aspek Kelembagaan

1.1

1.2

Sudah ada Perda No. 10 tahun 2012,
Perwali No. 1 Tahun 2015 tentang
STBM

Ada lembaga yang menangani
sampah rumah tangga

50%

50%

1,5

Jumlah

3,5

Aspek Keuangan

21

2.2

Tren pembiayaan/alokasi anggaran
APBD Kabupaten pengelolaan
sampah rumah tangga relatif
mengalami peningkatan dari tahun
ke tahun

Sudah ada retribusi pelayanan
sampah rumah tangga

57%

43%

1,7

1,3

Jumlah

Aspek Teknis Operasional

3.1
3.2

3.3

Sudah ada TPST 3R yang beroperasi
TPA sudah dikelola dengan sistem
control landfill

Sudah ada pengomposan dan
pengelolaan gas metan

27,27%
36,36%

36,36%

0,8
1,1

1,1

Jumlah

11

Aspek Komunikasi

4.1

4.2

Sudah ada kerjasama dengan media
milik pemkot dan swasta

Melalui siaran keliling terciptanya
kebersian lingkungan dengan pesan
kunci buanglah sampah di
tempatnya

50%

507

Jumlah

W M
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5.1 SDM pengelola sampah di Pemkot 3 100% 3 3
sudah cukup baik
Jumlah 3
JUMLAH NILAI KEKUATAN 16,5
No. Faktor Internal Nilai Bobot Rating Skor
KELEMAHAN (WEAKNESS)
1  Aspek Kelembagaan
1.1 Perda sudah mengatur sanksi tapi 2 28,6% 2 0,6
belum efektif dilaksanakan
1.2 Belum optimalnya kapasitas 2 28,6% 2 0,6
kelembagaan
1.3 Belum adanya UPT Pengelola TPA 3 42,8% 4 1,7
Jumlah 7 2,9
2  Aspek Keuangan
2.1 Terbatasnya kemampuan 3 100% 3 3
penganggaran APBD
Jumlah 3 3
3  Aspek Teknis Operasional
3.1 Pengelolaan sampah di TPA 4 30,8% 4 1,2
Kedundung menggunakan sistem
controlled landfill serta sudah
overload
3.2 Jarak ke TPS jauh 3 23,1% 3 0,7
3.3 Pengelolaan sampah TPS 3R belum 2 15,4% 3 0,5
efektif berjalan (jumlahnya masih
kurang)
3.4 Instalasi pengelolaan lindi (IPL) 2 15,4% 2 0,3
belum optimal
3.5 Sarana pengangkut sampah belum 2 15,4% 2 0,3
terpilah
Jumlah 13 3
4  Aspek Komunikasi
4.1 Sosialisasi kepada masyarakat 2 100% 3 3
terkait pemilahan dan cara
pengelolaannya masih kurang
Jumlah 2 3
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5 SDM
5.1 Belum ada pendampingan 3 60% 3 1,8
berkelanjutan untuk kegiatan 3R
5.2 Keterbatasan jumlah dan kualitas 2 40% 3 1,2
tenaga pengelola sampah rumah
tangga
Jumlah 5 3
JUMLAH NILAI KELEMAHAN 14,9
SELISIH NILAI KEKUATAN - KELEMAHAN 1,6

Tabel 3.28 Faktor eksternal pengelolaan sampah rumah tangga

No. Faktor Eksternal Nilai Bobot Rating Skor

PELUANG (OPPORTUNITIES)

1  Aspek Kelembagaan

1.1  Sudah terbentuk KSM pengelola 3 50% 4 2
TPST 3R
1.2 Sudah ada pengelola bank sampah 3 50% 4 2
Jumlah 6
2 Aspek Keuangan
2.1 Ketersediaan dana APBN untuk 4 100% 4 4
pengelolaan sampah rumah tangga
Jumlah 4 4
3  Aspek Komunikasi
31 -
Jumlah
4  Aspek Teknis Operasional
4.1 Sudah ada bank sampah di 3 33,3% 4 1,3
masyarakat
4.2 Sudah ada petugas dalam 4 44,4% 4 1,8
pemungutan sampah dari RT menuju
TPS
4.3 Sudah ada teknologi pengelolaan 2 22,2% 2 0,4
sampah menjadi sumber energi
Jumlah 9 3,5

5  Aspek Partisipasi Masyarakat,
Swasta dan Kesetaraan Gender
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5.1 Sampah organik dijadikan 2 50% 3 1,5
pengomposan oleh masyarakat
5.2 Sudah ada partisipasi dunia usaha di 2 50% 3 1,5
bidang sampah plastik
Jumlah 4 3
6  Aspek Sosial Budaya
6.1 Adamasyarakat yang menjadikan 2 100% 4 4
sampah sebagai sumber penghasilan
Jumlah 2 4
7  Demografi dan LH
71 -
Jumlah
JUMLAH NILAI PELUANG 18,5
No. Faktor Eksternal Nilai Bobot Rating Skor
ANCAMAN (THREATS)
1  Aspek Kelembagaan
1.1 Belum ada organisasi yang 2 100% 2 2
mewadahi pengepul sampah
Jumlah 2 2
2 Aspek Keuangan
21 -
Jumlah
3  Aspek Komunikasi
3.1 Pelibatan Media massa kurang 2 100% 2 2
Jumlah 2 2
4  Aspek Teknis Operasional
4.1 Sulitnya pengadaan lahan untuk TPA 4 40% 4 1,6
karena tidak mendapat persetujuan
masyarakat
4.2 Sulitnya pengadaan lahan untuk 3 30% 4 1,2
TPST 3R dari masyarakat
4.3 Belum dilakukan pemilahan sampah 3 30% 3 09
rumah tangga
Jumlah 10 3,7
5  Aspek Partisipasi Masyarakat

Swasta dan Kesetaraan Gender
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5.1 Kesadaran masyarakat rendah / 2 40% 4 1,6
banyak yang buang sampah
sembarangan

5.2 Masih minimnya mitra potensial 3 60% 3 1,8

(swasta) untuk pengelolaan sampah
rumah tangga

Jumlah 5 3,4

6  Aspek Sosial Budaya

6.1 Penggunaan kantong plastik 3 100% 3
Jumlah 3 3
7  Demografi dan LH
7.1 Peningkatan jumlah penduduk 3 100% 4 4
membuat jumlah sampah meningkat
Jumlah 3 4
JUMLAH NILAI ANCAMAN 18,1
SELISIH NILAI PELUANG - ANCAMAN 0,4

LingKkungan Mendukung (+)

0

\‘,‘_O Pemeliharaan Pertumbuhan S‘ O

Agresif Stabil
Pemeliharaa2 1
Selektif PertumbCan Cepat

Internal Lemah (-) Internal Kuat (+)
W : G
Diversifikasi
Besar-besaran

Berputar
Cek  piversifikasi
Terpusat

W-T v S-T

Lingkungan tidak/kKurangMendukung (-)

Gambar 3.17 Posisi pengelolaan sampah rumah tangga saat ini
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Dari pembahasan diatas, hasil analisis strategi pengelolaan

sampah rumah tangga di Kota Mojokerto pada posisi pengelolaan
saat ini di kuadran I (S-0) adalah:

Strategi S-O (menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan

peluang)

1.

Mengoptimalkan peran kelembagaan dalam pengelolaan
sampah rumah tangga pada sumbernya dengan melibatkan
peran masyarakat dan swasta.

Mensosialisasikan dan menerapkan peraturan pengelolaan
sampah rumah tangga (kewajiban dan sangsi) dalam mening-
katkan kesadaran dan perilaku hidup bersih dan sehat pada
semua stakeholder dan masyarakat.

Mengoptimalkan program TPS 3R, SLBM dan program
pemberdayaan masyarakat lainnya dalam meningkatkan akses
layanan sampah rumah tangga berbasis masyarakat.
Mengoptimalkan penggunaan dana APBD Kabupaten dalam
penyediaan infrastruktur sampah rumah tangga (tong sampabh,
TPS, bank sampah, TPS 3R, motor/truk pengangkut).
Mengoptimalkan peran media (pemerintah dan swasta) dalam
memberikan informasi tentang pengelolaan sampah rumah
tangga yang baik, aman dan sehat.

Meningkatkan peran tenaga sanitarian untuk memberikan
informasi dan pemahaman kepada masyarakat tentang peri-
laku hidup bersih dan sehat dalam pengelolaan sampah rumah
tangga.

Meningkatkan akses layanan sampah rumah tangga dengan
memberikan stimulan kepada masyarakat untuk pengadaan
bank sampah dan TPS 3R.

Mengimplementasikan teknologi dalam pemanfaatan sampah
rumah tangga dengan pengomposan maupun pemanfatan gas
metan pada TPA Randegan.
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9. Mengoptimalkan layanan pengangkutan sampah rumah tangga
secara berkala pada TPS sehingga mengurangi timbulan
sampah yang tidak tertangani.

10. Meningkatkan kualitas pengelolaan TPA Randegan dari semi
control landfill menjadi sanitary landfill sehingga pemrosesan
akhir dapat dilaksanakan secara optimal.
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BAB 1V
PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis dan tujuan metode perencanaan
teknokratik dan partisipatif dalam pengelolaan sanitasi permukim-
an di wilayah perkotaan di Kota Mojokerto, beberapa hal yang
dapat disimpulkan adalah dalam metode perencanaan partisipatif
dengan proses pendekatan metodeparticipatory assesment (MPA),
tingkat partisipasi masyarakat berbanding terbalik terhadap nilai
indeks risiko sanitasi (IRS) dalam pengelolan air limbah domestic
(AL) dan sampah rumah tangga (SR). Secara keruangan dengan
pendekatan interaksi keruangan, pengelolaan sanitasi pada wi-
layah/kelurahan yang berdekatan akan sangat mempengaruhi
tingkat partisipasi masyarakat pada wilayah/kelurahan lainnya.
Dengan pendekatan komparasi keruangan dapat diskripsikan per-
bandingan pengelolaan sanitasipada wilayah/kelurahan satu de-
ng-an yang lainnya guna menentukan tingkat partisipasi masyara-
kat dalam pengelolaan air limbah domestik atau sampah rumah
tangga.

Dalam penentuanprioritas layanaan air limbah domestik dan
sampah rumah tangga menggunakan metode Hanlon berdasarkan
pada Kkriteria tingkat risiko sanitasi masing-masing kelurahan yang
dipengaruhi oleh impact dan eksposure. Impact terdiri dari jumlah
penduduk, kepadatan penduduk, jumlah KK miskin dan klasifikasi
wilayah (urban/rural), sedangkan eksposure terdiri dari indeks ri-
siko sanitasi (IRS), data sekunder (air limbah/sampah rumah tang-
ga) dan persepsi perangkat daerah. Secara keruangan dengan pen-
dekatan interaksi keruangan,tingkat risiko pengelolaan sanitasi
pada wilayah/kelurahan yang berdekatan akan sangat mempenga-
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ruhi pengelolaan sanitasi wilayah/kelurahan lainnya. Dengan pen-
dekatan komparasi keruangan dapat diskripsikan perbandingan
pengelolaan sanitasi pada wilayah/kelurahan satu dengan yang
lainnya guna menentukan tingkat prioritas layanan sanitasi dalam
pengelolaan air limbah domestik atau sampah rumah tangga.
Metode perencanaan teknokratik bersifat positif dan rasional
dilakukan secara ilmiah dan komprehensif dalam menganalisis as-
pek fisik maupun non fisik terkait permasalahan mendesak serta
isu strategis pengelolaan sanitasi permukiman, dapat dikolaborasi-
kan dengan metode perencanaan partisipatif bersifat fenomenologi
yang mendiskripsikan partisipasi masyarakat secara aktif dalam
penyediaan sarana dan prasarana sanitasi secara mandiri serta pe-
rilaku hidup bersih dan sehat masyarakat. Pemerintah Kota Mojo-
kerto dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
(Bappeda) sebagai instansi yang mengkoordinasikan perencanaan
pembangunan daerah dengan perangkat daerah lainnya (Dinas Pe-
kerjaan Umum/Cipta Karya, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Kese-
hatan, Badan Pemberdayan Masyarakat, dan UPTD bidang sanita-
si), selama ini menggunakan metode perencanaan pengelolaan sa-
nitasi permukiman dengan pendekatan teknokratik tanpa melaku-
kan evaluasi tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sa-
nitasi permukiman. Kolaborasi metode perencanaan teknokratik
dan partisipatif (teknoparti) dalam pengelolaaan sanitasi permu-
kiman merupakan serangkaian tindakan berurutan sertapemikiran
secara positif, rasional, ilmiah dan komprehensif untuk menyele-
saikanpermasalahandan isu strategis dalam mencapai tujuan dan
sasaran, denganmelakukan evaluasi pengelolaan sanitasi berdasar-
kan tingkat partisipasi masyarakat, prioritas layanan sanitasi, dan
posisi pengelolaan sanitasiguna menyusun visi, misi dan strategi
yang menghasilkan arah kebijakan pemerintah daerahdalam pe-
rencanaan pengelolaan sanitasi permukiman di wilayah perkotaan.
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Pengelolaan sanitasi permukiman di wilayah perkotaan de-
ngan menggunakan kolaborasi metode perencanaan teknokratik
dan partisipatif (teknoparti) Kota Mojokerto masih belum banyak
dilakukan. Kelebihan dari kolaborasi metode perencanaan tekno-
parti ini adalah adanya sinkronisasi kemampuan dan kebutuhan
program serta kegiatan yang dapat meminimalisir kesenjangan
dalam pengelolaan layanan sanitasi di daerah. Berdasarkan hal
tersebut, beberapa hal yang dapat penulis sarankan adalah untuk
pengembangan metode perencanaan pengelolaan sanitasi permu-
kiman di masa mendatang, perlu mempertimbangan karakteristik
daerah yang lebih rinci (analisis berbasis data rumah tangga, ke-
mampuan pendanaan, sistem, volume, biaya dan kegiatan sanitasi).

Perlu dilakukan penelitian sejenis pada daerah lain, sehingga
karakter pengelolaan layanan sanitasi dapat diketahui. Hasil ana-
lisa ini diharapkan dapat digunakan oleh pemerintah daerah dan
pihak-pihak peduli sanitasi dalam perencanaanpengelolaan sanita-
si permukiman khususnya air limbah domestik dan sampah rumah
tangga pada wilayah perkotaan berdasarkan permasalahan mende-
sak dan isu strategis masing-masing daerah. Permasalahan dan isu
strategis diperoleh dari analisis tingkat partisipasi, penilaian risiko
sanitasi, prioritas layanan sanitasi serta area berisiko sanitasi yang
merupakan metode perencanaan dengan pendekatan teknokratik
dan partisipatif (teknoparti).
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